BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Lahirnya Hukum Ekonomi

Pada awal kehidupan manusia, kegiatan ekonomi telah
dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan
sehari-harinya.! Kehidupan manusia ini terus berkembang
dan bertambah jumlahnya seiiring dengan berkembangnya
umat manusia menjadi berkelompok-kelompok, bersuku-su-
ku, berbangsa-bangsa, dan bernegara.? Masing-masing memi-
liki pengaturan sendiri dalam kehidupan kelompoknya, baik
dalam kegiatan sosialnya maupun kegiatan ekonominya.

Pada masa sebelum mengenal huruf atau tulisan, penga-
turan kehidupan berkelompok ini dilakukan secara tidak
tertulis. Meskipun demikian pengaturan ini telah disepakati
menjadi pedoman kehidupan yang harus dipatuhi oleh ang-
gota kelompoknya. Bila terdapat anggota kelompoknya yang
melanggarnya maka sanksi sosial dan moral akan diberikan
kepada para pelakunya. Demikianlah gambaran umum ke-
giatan hukum dan kegiatan ekonomi yang telah dilakukan
pada masa dahulu. Kehidupan tersebut menjadi satu dalam
keterpaduan kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai
komunitas suku, bangsa, dan negara.

ISuherman Rosjidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Eko-
nomi Mikro dan Makro (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 3.

Sjafri Sairin, dkk. Pengantar Antropologi Ekonomi (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2002), 1-2.
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Hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa.
Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempu-
nyai kebudayaan sendiri dan juga mempunyai hukum
sendiri, yang berbeda dari kebudayaan dan hukum bang-
sa lain. Cara berpikir, pandangan hidup, dan sifat (ka-
rakter) suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan
hukumnya. Perbedaan pandangan hidup antara Barat
(individualistis/ liberal) dan Timur (kekeluargaan) mene-
mukan refleksinya diberbagai bidang hukum perdata.’

Pada masa modern, pengaturan kehidupan berkelom-
pok ini berkembang sejalan dengan ditemukannya huruf
atau tulisan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang baru.
Kemajuan kehidupan manusia modern ini telah membuka
dunia baru dengan berbagai perjalanan-perjalanan mengeli-
lingi bumi, membuka daerah-daerah baru, dan menjalin hu-
bungan antara berbagai daerah baru tersebut. Interaksi ber-
bagai kelompok, suku, bangsa, dan negara ini telah menjadi
sesuatu yang tidak bisa dihindari dan telah menjadi tuntutan
bersama bahwa kehidupan manusia ini harus dikelola secara
bersama untuk mewujudkan cita-cita umat manusia yakni
hidup makmur dan bahagia.

Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan

dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-

benda mati, umpamanya kursi, meja, dan sebagainya.

Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka

akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga

dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka
juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyam-
paikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai

R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita,
19906), 1-7.
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akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi
dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hu-
bungan antar manusia dalam kelompok tersebut. *

Berkembangnya ilmu pengetahuan dalam mempelajari
kehidupan manusia telah melahirkan pula bidang kajian
hukum dan bidang kajian ekonomi. Keduanya berkembang
dalam rangka membantu manusia dalam memecahkan ber-
bagai permasalahan kehidupannya. Bidang kajian hukum
berkembang dalam menata kehidupan antar sesama umat
manusia agar dapat berjalan dengan baik. Begitu juga bidang
kajian ekonomi tumbuh dan berkembang dalam membantu
umat manusia memperoleh kebutuhan-kebutuhan kehidu-
pannya.

Pada akhirnya bidang kajian hukum bertemu dengan
bidang kajian ekonomi dalam menangani permasalahan-
permasalahan yang sama dan lahirlah bidang kajian hukum
ekonomi. Hukum ekonomi merupakan bidang kajian baru
yang menyangkut aspek hukum dan aspek ekonomi. Kajian
hukum yang dipelajari dengan pendekatan ilmu ekonomi
atau sebaliknya kajian ekonomi yang dipelajari dengan pen-
dekatan hukum. Keduanya berpadu menjadi satu bidang ka-
jian dalam mempelajari kehidupan manusia. Bidang hukum
dan bidang ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yakni
memberikan pengarahan dan petunjuk agar kehidupan ma-
nusia menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pengembangan sektor riil yang berbasis pada ekonomi

rakyat serta berorientasi ekspor tidak bisa dilaksanakan

jika tidak ada dukungan berupa kebijakan yang kondu-
sif. Oleh karena itu harus dilakukan juga reorientasi

#Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar (Bogor :
Ghalia Indonesia, 2006), 10-11.
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kebijakan, khususnya dibidang dunia usaha. Selama ini
campur tangan pemerintah di bidang dunia usaha dila-
kukan baik secara langsung maupun tidak. Berbagai ben-
tuk regulasi dan tata niaga telah dilakukan untuk menga-
tur iklim dunia bisnis domestik.

Berbagai regulasi dan aturan main harus segera dibangun
agar stabilitas ekonomi makro dan berjalannya sektor
mikromampu berjalan dalam jalur yang benar (right
track) sehingga mampu dinikmati oleh rakyat banyak,
bukan segelintir orang saja. °

Seiring dengan kemajuan peradaban kehidupan manu-
sia, maka bidang kajian hukum ekonomi juga semakin ber-
kembang. Bidang hukum ekonomi tidak saja diperlukan
dalam mempelajari kehidupan manusia di wilayah suatu
daerah, tetapi sudah meluas menjadi kehidupan bernegara,
kehidupan antar negara, dan hubungan negara di dunia. ¢

B. Hubungan Hukum Ekonomi dengan Bidang Ilmu

Lainnya

Pada masa awal tumbuhnya ilmu pengetahuan, pembi-
dangan ilmu belum banyak dilakukan. Semuanya bertumpu
pada satu ilmu pengetahuan yang tumbuh dalam rangka
membantu umat manusia dalam mencapai tujuan-tujuan
hidupnya. Seiiring dengan kompleksnya kehidupan umat
manusia, maka berkembanglah pembidangan ilmu pengeta-
huan dengan maksud untuk memperdalam salah satu aspek
kehidupan manusia. Sehingga lahirlah berbagai bidang ka-

°A. Prasetyaantoko, Arsitektur Baru Ekonomi Global Belajar dari Keruntuhan
Ekonomi Asia Tenggara (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001), 170-172.

®Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar (Jakarta: Raja

Grafindo Perkasa, 1998)
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jian ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya adalah kajian
hukum dan kajian ekonomi.

Hukum Ekonomi sebagai bidang ilmu memiliki kedeka-
tan atau berhubungan dengan bidang-bidang disiplin akade-
mis penting lainnya. Bidang-bidang keilmuan tersebut adalah
politik, sosial, budaya, agama, sejarah, dan sebagainya. Bi-
dang-bidang keilmuan tersebut dapat berpengaruh langsung
atau tidak langsung terhadap kajian-kajian yang dilakukan
oleh bidang Hukum Ekonomi.

Di India yang masih termasuk miskin itu, misalnya,
sapi merupakan binatang yang suci dan dalam jumlah
yang besar berjalan kesana kemari diseluruh pedalaman
mencari makanan. Sementara seorang pakar ekonomi
yang naif mungkin melihat kelompok binatang ini seba-
gai sumber utama protein bagi siapa saja yang memer-
lukan, seorang sarjana lain yang berpengetahuan lebih
banyak akan memperhitungkan masalah psikologi adat
kebiasaan pada waktu menyusun analisis mengenai per-
kembangan dan pertumbuhan India. ?

Masyarakat muslim sangat taat kepada aturan-aturan
yang diajarkan oleh agama Islam. Aturan-aturan tersebut
diantaranya telah menjadi pedoman dalam menentukan pi-
lihan-pilihan dalam kegiatan ekonominya. Oleh karenanya,
tidak semua perilaku berekonomi yang dilakukan oleh ma-
syarakat liberal dapat diterima oleh masyarakat muslim.
Masyarakat muslim akan memilih konsumsi makanan yang
termasuk halal, memilih pakaian yang dapat menutupi batas
aurotnya, memilih jasa keuangan yang tidak menggunakan
sistem riba, dan memilih bekerja dengan pekerjaan yang ti-

"Paul A. Samuelson dan William D. Nordaus, Ekonomi, terj. Jaka Wasana
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989), 7-8.
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dak melanggar aturan agamanya. Dalam konteks ini, kajian
bidang Hukum Ekonomi akan selalu memperhatikan reali-
tas sosial keagamaan yang dianut masyarakatnya. Hasil dari
kajian Hukum Ekonomi pada akhirnya memunculkan re-
komendasi untuk membuat aturan-aturan yang memberikan
perlindungan dan dorongan untuk mewujudkan lembaga
ekonomi syariah, yakni: BPPOM-MUI, Perbankan Syariah,
Pegadaian Syariah, dan sebagainya. 8

Masyarakat suku Jawa terkenal dengan budayanya untuk
mengutamakan kedekatan antar keluarganya. Seiring dengan
berkembangnya industri yang banyak muncul diperkotaan,
mereka banyak melakukan urbanisasi ke kota-kota yang
jauh dari tempat tinggalnya. Akibatnya pertemuan dengan
keluarga besarnya mulai jarang dilakukan. Kesempatan yang
didapatkan oleh keluarga besar tersebut terjadi hanya pada
saat liburan besar yang diperoleh bersama secara nasional.
Liburan besar secara nasional tersebut terjadi pada saat hari
raya Idul Fitri. Masyarakat Jawa memiliki tradisi untuk mu-
dik ke kampung halaman masing-masing. Dalam konteks ini,
kajian bidang Hukum Ekonomi akan selalu memperhatikan
realitas sosial budaya yang menjadi tradisi masyarakatnya.
Salah satu hasil rekomendai dari kajian bidang Hukum Eko-
nomi adalah adanya aturan-aturan tentang pemberian cuti
dan tunjangan hari raya. ’

SM. Lutfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah (Jakarta : Senayan Abadi
Publishing, 2003), 93-143.

9Sjafri Sairin, Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 154 - 163.

6



Flﬂmy Fko Purwana

C. Hukum Ekonomi dan Masa Depan Bangsa

Kegiatan ekonomi sebuah bangsa akan terus berlangsung
selama bangsa itu berada. Tujuan dan cita-cita bangsa akan
mengarah yang salah satunya adalah mensejahterahkan ke-
hidupan masyarakatnya. Kesejahteraan ini harus mendapat-
kan perlindungan dan pengawalan aturan yang memastikan
tercapainya tujuan tersebut. Oleh karenanya kajian hukum
ekonomi menjadi sangat strategis untuk mempersiapkan dan
mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat.

Kajian bidang Hukum Ekonomi mulai memunculkan
istilah konstitusi ekonomi. Istilah ini termasuk baru dikenal
dalam pemikiran hukum konstitusi, hukum ekonomi, dan
ilmu ekonomi pada umunya. Dalam perkembangannya kon-
stitusi ekonomi ini meliputi beragam elemen tentang kebi-
jakan ekonomi yang dituangkan dalam rumusan konstitusi.
[stilah konstitusi ekonomi telah dikembangkan oleh Ritner
(1987) dalam empat konteks pengertian, yakni : 1°

1. Sebagai kondisi aktualperekonomian nasional (actual
state of national economy)

2. Model-model ekonomi, seperti ekonomi pasar atau eko-
nomi terencana

3. Tiap-tiap norma hukum yang mengatur perekonomian

4. Sebagai kalimatkalimat pernyataan hukum yang dituang-
kan dalam rumusan undang-undang dasar duatu negara.

Negara Indonesia adalah negara yang sejak pendirian-
nya telah menyatakan cita-citanya untuk memajukan kese-
jahteraan umum. Cita-cita mewujudkan masyarakat yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur adalah dam-

Yimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta : Kompas Media Nusan-
tara, 2010), 62.
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baan masyarakat Indonesia yang tertuang dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun
1945. Untuk merealisasikan cita-cita ini, maka dalam batang

tubuhnya diatur dalam Bab XIV pada pasal 33 dan 34. Bunyi
pernyataan tersebut, diantaranya adalah : !

L.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar-
kan atas asas kekeluargaan.

. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang mengua-

sai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dida-

lamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasioanl diselenggarakan berdasar atas de-
mokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ke-
mandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kema-
juan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara

. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kema-
nusiaan.

Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pe-
layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak.

WYasir Arafat, UndangUndang Dasar Republik Indonesia 194 dan Perubahan-
nya Ke I, II, III, & IV (Permata Press, tt), 34-35.
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BABII
HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI

A. Pengertian Ilmu Hukum
Hukum di dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan
sebagai kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam un-
tuk menjamin adanya persesuaian kebebasan dan kehendak
seseorang dengan orang lain, berdasarkan asumsi ini pada
dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia dengan
masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ra-
gam pula. Oleh sebab itu, setiap orang di dalam masyarakat
wajib taat dan mematuhinya. Sedangkan hukum menurut
para ahli yang dipandang memadahi formulasinya yaitu:
“Prof. Mr. EM Meyers dalam bukunya “Algemene be
grippen van het burgelijk recht” = hukum adalah semua
aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, di-
tujukan kepada tingkah laku kesusilaan diwujudkan ke-
pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang
menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara da-

lam melakukan tugasnya”!

Adapaun Dr. Soejono D, SH di dalam bukunya “Pengan-
tar [lmu Hukum” merumuskan “hukum adalah gejala sosial,
ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama,

ISudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 2.
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ia tampil dalam menyerasikan pertemuan antara kebutuhan
dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai atau
yang paling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena
manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana aling ke-
tergantungan.

Hukum merupakan hal yang tak terpisahkan dari suatu
Negara, bahkan lebih kecil lagi seperti daerah kota, daerah
kabupaten, dan lain-lain. Hukum berisi tentang perintah dan
larangan, peraturan dan tata tertib yang akan memberikan
rasa tentram dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan
sanksi. Hukum yang berlaku di Indonesia ada yang bersifat
tertulis dan ada yang tidak tertulis.

Pengertian-pengertian hukum itu ada yang diangkat
dari pengertian sehari-hari dan ada pula yang diciptakan
secara khusus sebagai perangkat-perangkat peraturan tertu-
lis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang
berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti
Undang-Undang Dasar, Kepres, Peraturan Pemerintah dan
Perda.? Seperti juga sudah disinggung dimuka, maka perbe-
daan antara keduanya adalah bahwa pengertian pengertian
hukum itu mempunyai isi dan batas-batas yang jelas serta
dirumuskan secara pasti. Pengertian hukum merupakan su-
atu kategori tertentu dalam konteks berfikir secara hukum
(puton, 1971: 206) dan oleh karenanya hanya boleh diarti-
kan dalam konteks itu pula, bukan dalam pengertian sehari-
hari.

Berikut ini adalah rumusan definisi hukum yang dike-
mukakan oleh para ahli hukum, diantaranya: 3

!Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Balai Pustaka,
2000), 24-30.

*Mudjiono, Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: Liberty,
1997), 22.
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. Menurut Utreecth, Hukum adalah kumpulan peraturan-
peraturan (peraturan dan larangan) yang mengurus tata
tertib sesuatu masyarakat dan karena itu harus ditaati
oleh masyarakat.

. Menurut J.C.T. Simorangkir, Hukum adalah peraturan-
peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan ting-
kah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di-
buat oleh badan-badan resmi dan pelanggaran terhadap
peraturan tersebut akan berakibat hukum tertentu.

. Menurut Mudjiono, Hukum adalah keseluruhan ting-
kah laku manusia dalam pergaulan hidup berbangsa
dan bernegara, baik tertulis maupun tidak tertulis yang
berfungsi memberikan rasa tentram dan akan berakibat
diberikannya sanksi bagi yang melanggarnya.

. Menurut Duguit, Hukum adalah tingkah laku anggota
masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat
tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai ja-
minan dari kepentingan bersama terhadap orang yang
melakukan pelanggaran.

. Emanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat
yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu
dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari
orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemer-
dekaan

. EM. Meyer, Hukum adalah semua aturan yang mengan-
dung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan kepada ting-
kah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi
pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melaku-
kan tugas.

11
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B. Pengertian Ilmu Ekonomi

Kegiatan ekonomi merupakan suatu rangkaian kegia-
tan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi
kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun
tersier.* Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dimulai sejak awal
peradaban manusia dan berlanjut hingga saat ini. Namun
studi tentang kegiatan ekonomi baru muncul pada abad XV
dan awal abad XVI dengan ditandai lahirnya suatu masa
perniagaan yang luas, ramai, dan munculnya negara-negara
berdaulat.

Pada perkembangannya, studi tentang kegiatan ekonomi
yang dapat menghasilkan rumusan yang pasti tentang per-
ekonomian muncul pada tahun 1763 dengan diterbitkannya
buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations oleh Adam Smith. Buku ini telah menyajikan
seluruh permasalahan ekonomi dengan lengkap dan siste-
matis. Meskipun didalamnya bukan satu-satunya pendapat
Adam Smith, tetapi buku ini telah membahas banyak topik
tentang kerja sebagai sumber kekayaan, nilai dan penetapan
harga, teori pembagian pendapatan yang mencakup sewa,
upah, dan laba, akumulasi modal, dan dasar-dasar ilmu keu-
angan negara. ’

[Imu ekonomi yang lahir dari studi tentang kegiatan eko-
nomi tersebut pada akhirnya terdefinisikan oleh banyak para
ahli dan pakar bidang ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi
tersebut diantaranya adalah : ¢

*Muhammad Nafik HR, Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem
Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Pevekonomian (Surabaya: Amanah
Pustaka, 2009), 29.

Suherman Rosjidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Eko-
nomi Mikro dan Makro (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 17.

“Ibid., 8.
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1. IImu ekonomi atau ekonomi politik (political economy),
adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan
atau tanpa menggunakan uang, mencakup atau melibat-
kan transaksi-transaksi pertukaran antar manusia.

2. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana
orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk meman-
faatkan sumbersumber produktif (tanah, tenaga kerja,
barang-barang modal, semisal mesin dan pengetahuan
teknik) yang langka dan terbatas jumlahnya, untuk meng-
hasilkan berbagai-bagai barang (misalnya : gandum, da-
ging, mantel, perahu layar, konser musik, jalan raya, pe-
sawat pembom), serta mendistribusikan (membagikan)
nya kepada pelbagai anggota masyarakat untuk mereka
pakai/ konsumsi.

3. Ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam ke-
giatan hidup mereka sehari-hari, untuk mendapat dan
menikmati kehidupan

4. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia
bertingkah pekerti untuk mengorganisisr kegiatan-kegia-
tan konsumsi dan produksinya

5. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan

6. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara-cara mem-
perbaiki masyarakat

Samuelson menyatakan bahwa pengertian ilmu ekonomi
diatas dapat diperluas sesuai dengan pandangannya masing-
masing. Beliau sendiri telah memberikan kesimpulannya
dari berbagai pengertian tersebut diatas, yakni : ilmu ekono-
mi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat
menentukan / menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa
menggunakan uang untuk menggunakan sumbersumber

13
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produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan-
penggunaan alternatif, untuk memprodusir pelbagai barang
serta membagikannya untuk dikonsumsi, baik untuk waktu
sekarang maupun yang akan datang, kepada pelbagai go-
longan dan kelompok di dalam masyarakat. [Imu ekonomi
itu menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan-keun-
tungan yang terjadi karena adanya perbaikan di dalam pola
alokasi sumber-sumber.

C. Pengertian Hukum Ekonomi

Setiap kegiatan masyarakat hampir semuanya akan me-
libatkan kegiatan ekonomi didalamnya. Oleh karenanya ke-
giatan ekonomi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang
bersifat simultan, komprehensif, terus-menerus, dan kolektif
yang melibatkan banyak subyek hukum sebagai pelaku-pela-
kunya. Subyek hukum yang terlibat meliputi semua strata da-
lam masyarakat dan dalam semua bidang, baik kegiatan pro-
duksi maupun kegiatan ditribusi sehingga dapat dipahami
bahwa hukum mempunyai peran sangat penting dalam hal
hubungan hukum para pihak maupun mengenai legalitas
kegiatannya sendiri. Pada akhirnya kegiatan ekonomi juga
akan melibatkan berbagai institusi, baik institusi birokrasi
maupun institusi kemasyarakatan, baik yang resmi maupun
tidak. ®

Berdasarkan uraian diatas, hukum ekonomi memiliki
arti sebagai rangkaian perangkat peraturan yang mengatur
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi
baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah
setiap badan usaha dan perorangan yang menjalankan peru-

8Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia (Malang: Bayumedia,
2007), 119 - 120.
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sahaan. Dari pengertian tersebut dapat diurai pada beberapa
unsur, yakni : °

1. Perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan (dari
undang-undang sampai peraturan pelaksanaannya) yang
secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegia-
tan ekonomi pada umumnya.

2. Kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatan
produksi dan distribusi. Kegiatan produksi dan kegiatan
distribusi pada dasarnya berada pada dua ranah bidang
hukum utama, yaitu ranah hukum privat dan ranah hu-

kum publik.

Pada dasarnya kegiatan ekonomi adalah kegiatan menja-
lankan perusahaan terutama dalam hal produksi dan distribusi.
Setiap kegiatan ekonomi atau kegiatan menjalankan perusa-
haan harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai
berikut :

1. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus
dalam pengertian yang tidak terputus-putus

2. Kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan da-
lam pengertian sah/ legal

3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mem-
peroleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun
orang lain

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekono-
mi tersebut menuntut hukum ekonomi agar dapat memberi-
kan perangkat hukum (undang-undang atau peraturan lain)
yang mengatur setiap kegiatan menjalankan perusahaan.

°Ibid., 5-16.
°Ibid., 15.
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Oleh karena kegiatan menjalankan perusahaan merupakan
suatu rangkaian kegiatan yang sangat kompleks dan tidak
terputus-putus maka hukum ekonomi seharusnya mampu
untuk selalu menyediakan berbagai perangkat peraturannya.
Adanya peraturan dalam berbagai perjanjian dan hubungan
hukum ini akan menjamin kegiatan berusaha dalam ma-
syarakat sehingga dapat berkembang dan bertambah, baik
pada ragam, volume, maupun variasinya.

Kegiatan ekonomi dengan menjalankan perusahaan
merupakan subyek hukum yang selalu menunjukkan kecen-
derungan semakin mapan dengan frekuensi yang semakin
cepat dan jenis hubungan hukum yang semakin beragam.
Oleh karena itu, pada dasarnya hukum ekonomi selalu ber-
kembang sejalan dengan adanya : !

1. Peluang bisnis/ usaha baru
Komoditi baru yang ditawarkan oleh iptek/ teknologi
Permintaan komoditi baru
Kecenderungan perubahan pasar
Kebutuhan-kebutuhan baru didalam pasar
Perubahan politik ekonomi

N o W

Berbagai faktor pendorong lain, misalnya pergeseran
politik dan pangsa pasar

D. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi

Kajian hukum ekonomi akan memulai pembahasannya
pada seperangkat aturan yang mempunyai kaitan dan hu-
bungan erat dengan kegiatan ekonomi secara keseluruhan-
nya. [lImu hukum dan ilmu ekonomi akan saling terikat dan
menemukan perpaduan akan tujuan dan sasaran yang sama
dalam kajian hukum ekonomi. Ilmu hukum akan mengarah-

"bid., 16.
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kan kajian pada tercapainya harkat dan martabat kemanusia-
an, sedangkan ilmu ekonomi akan mengarahkan kajiannya
pada tercapainya kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan
manusia. Pada akhirnya kedua ilmu ini akan mengarahkan
kajian hukum ekonomi pada pengaturan dan pemberian so-
lusi keseimbangan kepentingan para pihak dalam masyara-
kat untuk mencapai tujuan ekonomi.

Keseimbangan kepentingan berbagai pihak dalam men-
capai tujuan ekonomi telah menjadi batasan atau ruang ling-
kup kajian hukum ekonomi. Pemahaman ini akan membe-
rikan arahan-arahan dalam kajian hukum ekonomi sebagai
berikut : 2

1. Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan
yang terdiri atas berbagai peraturan lintas bidang yang
ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan pela-
ku-pelakunya. Keluasan hukum ekonomi akan menjadi
sama dengan luasnya kegiatan ekonomi itu sendiri. Se-
cara nyata hukum ekonomi itu meliputi :

a. Bidang hukum perdata yang mencakup hukum per-
janjian, hukum benda, hukum jaminan, hukum da-
gang, dan sebagainya.

b. Bidang hukum administrasi negara yang berkaitan
dengan perizinan dan pemberian konsesi

c. Bidang hukum pidana pada hal-hal pelanggaran dan
pengaturan tentang pidana ekonomi dan seterusnya

2. Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan
yang mengatur hubungan hukum para pihak karena per-
janjian sekaligus sebagai rangkaian perangkat peraturan
yang sifatnya mengatur dan memaksa, yakni perangkat

hukum publik.

“Ibid., 79-81.
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3. Hukum ekonomi mempunyai sifat ganda, yakni bersifat
mengatur dan memaksa, karena hukum ekonomi me-
nempati dua ranah sekaligus, yakni ranah perdata dan
publik. Pada ranah perdata, hukum ekonomi memosi-
sikan diri sebagai perangkat peraturan yang mengatur,
memberi pilihan hukum, memberi kesempatan pada
para pihak sendiri, dan seterusnya. Pada ranah publik,
hukum ekonomi menempatkan diri sebagai undang-un-
dang, peraturan pemerintah, peraturan pelaksana, dan
peraturan dibawahnya sampai peraturan daerah yang
relevan. Kedua ranah hukum tersebut secara bersiner-
gi dan saling mengisi dalam rangka pencapaian tujuan
hukum yang hakiki, yakni kedamaian, keadilan, dan ke-
sejahteraan, tanpa pelanggaran hak yang satu terhadap
yang lain. Kebijakan umum tentang kegiatan ekonomi
adalah contoh dalam ranah publik, misalnya :

a. Undang-Undang dan peraturan pelaksana tentang
perbankan dan lembaga keuangan

b. Undang-Undang tentang bidang investasi, persyara-
tan, dan perizinannya

c. Undang-Undang dan peraturan pelaksana di bidang
hak milik intelektual pada umumnya

d. Undang-Undang tentang perpajakan, fasilitas pajak,
bea cukai, dan sebagainya.

E. Peranan Ekonomi Islam dalam Pembentukan Hukum
Ekonomi
Hukum ekonomiberorientasi padakonsep keseimbangan
kepentingan dan kepercayaan dalam suatu persaingan yang
sehat dan jujur dalam suatu tatanan kehidupan yang terpuji.
Pada prakteknya, hukum ekonomi merujuk pada hukum
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perdata Indonesia. Rujukan ini membawa kepada berbagai
kebiasaan bisnis, perkreditan, sistem ekonomi, perbankan,
dan lembaga keuangan lainnya ke dalam istilah yang disebut
dengan konvensional.

Seiiring dengan tumbuh dan berkembangnya ekonomi
I[slam maka hukum ekonomi yang berlaku menjadi semakin
luas cakupannya. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki
kebebasan untuk menentukan pilihan kegiatan ekonomi-
nya. Kegiatan ekonomi Islam sesungguhnya bertumpu pada
hukum Islam, yakni menunjukkan apa, kapan, dan bagai-
mana seseorang itu boleh dan tidaknya berusaha.” Namun
demikian istilah-istilah yang muncul dalam praktek hukum
ekonomi tidak jauh-jauh dari konvensional, misalnya :
1. Bank Umum Syariah
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Pasar Modal Syariah
Koperasi Syariah
Asuransi / Takaful Syariah
Badan Arbitrase Syariah
Pegadaian Syariah

PN

Reksadana Syariah, dan sebagainya.

Pengayaan hukum ekonomi yang telah dilakukan oleh
ekonomi Islam ini diharapkan akan tumbuh dan berkembang
secara positif untuk membangun kebersamaan negara dan
bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oleh
karenanya perubahan pada pembaruan praktek hukum eko-
nomi ini akan membawa pada : ©

BAndri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Ken-
cana, 2009), 35-36.

¥Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar grafika, 2008), 51.

BHartono, Hukum, 26-27.
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1. Masyarakat akan dihadapkan pada satu pilihan dalam
menngadakan penentuan transaksi. Pilihan transaksi da-
pat terjadi pada setiap produk yang ditawarkan berdasar-
kan setiap hukum yang berlaku, yakni apakah suatu
produk yang bersangkutan ditawarkan menurut hukum
Islam atau tidak. Pilihan tersebut termasuk semua kon-
sekuensi apabila terjadi sengketa di belakang hari. Hal
ini sangat bergantung pada subyek masing-masing.

2. Dalam banyak hal, masyarakat awam dapat menjadi
subyek yang bebas dan merdeka untuk melakukan pi-
lihan. Apabila hal ini terjadi, tidak akan menimbulkan
perbedaan penafsiran nilai ekonomi dari produk yang
bersangkutan. Anggota masyarakat tetap mempunyai ke-
kuasaan yang penuh untuk memilih :

a. Produk dan sistem peralihannya

b. Perjanjian yang akan mengikat para pihak

c. Cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemu-
dian hari
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BAB III
ASPEK HUKUM PELAKU EKONOMI
(BADAN USAHA)

A. Pengertian Pelaku Ekonomi

Pelaku ekonomi sering juga disebut sebagai pelaku usaha
atau pelaku bisnis merupakan setiap subyek yang melakukan
kegiatan ekonomi.! Pelaku ekonomi ini dapat meliputi orang
perorangan, kumpulan orang, organisasi ekonomi, korpora-
si, atau badan usaha. Pelaku ekonomi ini dapat melakukan
satu kegiatan tunggal atau lebih dari satu kegiatan ekonomi.
Dengan kata lain, pelaku ekonomi dapat melakukan kegiatan
produksi barang dan jasa atau kegiatan distribusinya, dan
juga dapat melakukan kegitan keduanya sekaligus.

Pelaku ekonomi adalah subyek yang menjalankan pe-
rusahaan dan sekaligus menjalankan pekerjaannya. Pelaku-
pelaku ekonomi tersebut meliputi sebagai berkut: *

1. Pelaku ekonomi orang-perorangan secara pribadi mela-
kukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil
dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri
atas para wirausahawan pada tingkat yang paling ren-
dah. Pelaku ekonomi ini terdiri atas para pengrajin tra-
disional, pedagang kaki lima atau pedagang kecil. Para

ISri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia (Malang: Bayumedia,
2007), 95-96.

Ibid., 98-99.
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wirausahawa pada umumnya berada berada pada strata
pelaku ekonomi yang paling rendah sebagai pelaku eko-
nomi mikro. Kegiatannya pada usaha-usaha informal.
Pada umumnya tidak mempunyai akses pasar yang cu-
kup karena keterbatasan modal dan teknologi.

. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hu-
kum (Firma/ Fa dan CV) dan badan-badan usaha badan
hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan
skala usaha, teknologi, modal, dan fasilitas yang terba-
tas. Pelaku ekonomi pada kelomok ini biasanya bergerak
pada bidang usaha dengan skala kecil pada usaha formal
dan informal, misalnya pedagang distributor kecil, pem-
borong, dan sebagainya.

. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hokum yang
terdiri dari koperas3i dan perseroan terbatas. Pelaku
ekonomi ini biasanya bergerak pada bidang usaha yang
bersifat formal, telah memiliki dan memenuhi syarat
teknis dan non teknis yang lebih baik daripada pelaku
ekonomi bukan badan hukum. Pelaku ekonomi badan
hokum dengan modal yang memenubhi syarat dapat men-
jalankan perusahaan-perusahaan di bidang keuangan
atau usaha-usaha lain yang membutuhkan modal untuk
teknologi tinggi, misalnya perusahaan pelayaran, pener-
bangan, pertambangan, dan sebagainya.

. Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum dengan
kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis dan non
teknis, termasuk persyaratan kemampuan financial yang
cukup dan didukung oleh sumber daya manusia yang
professional sesuai bidangnya. Pelaku ekonomi ini bia-
sanya sudah setara dengan pelaku sekonomi internasio-
nal dan sudah mampu bersaing dengan perusahaan-pe-
rusahaan asing.
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Posisi pelaku ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek
hukumnya, yakni : °

1. Legalitas berdirinya, artinya apakah perusahaan tersebut
didirikan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau
tidak.

2. legalitas operasional, apakah perusahaan yang bersang-
kutan perizinan mengadakan kegiatan sah atau tidak

3. Adakah ketentuan peraturan perundangan ada yang di-
langgar atau tidak

4. Apakah sudah memenuhi semua kewajiban, termasuk
perpajakan, perburuhan/ ketenagkerjaan, atau lingkungan
hidup, dan seterusnya.

B. Pelaku Ekonomi Perorangan

Pelaku ekonomi perorangan adalah para wirausahawan
dan mereka yang memiliki ketrampilan khusus dibidang
perdagangan barang dan jasa, kerajinan-kerajinan tertentu,
dan sektor industri kecil lainnya. Subyek pelaku ekonomi
perorangan ini status legalitasnya tidak jelas, modal terbatas,
bidang usaha seadanya, dan teknologi juga terbatas. Kondisi
pelaku ekonomi model perorangan ini memerlukan :

1. Kebijakan yang meliputi berbagai perangkat hokum
yang memberikan kebijakan-kebijakan terhadap pelaku
ekonomi yang lemah. Peraturan ini memberikan penga-
kuan tentang eksistensi pelaku perorangan sebagai pela-
ku ekonomi mikro.

2. Peraturan yang sifatnya membuka akses modal dan fasili-
tas lain agar pelaku ekonomi yang bersangkutan mampu
berdampingan dengan yang lain

’Ibid., 104.
“Ibid., 105-106.
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3. Peraturan yang sifatnya memberi legalitas berusaha
(termasuk izin operasional dan izin usaha)

4. Peraturan yang mengatur izin tempat usaha agar tidak
menggangeu lingkungan usaha bagi masyarakat ling
kungan tempat usaha dan kemitraan dengan pelaku eko-
nomi besar termasuk pasar modern dan tradisional.

C. Pelaku Ekonomi Korporasi

Pelaku ekonomi korporasi adalah subyek hukum yang
bukan pribadi, tetapi gabungan pribadi yang terdiri dari dua
orang atau lebih untuk membentuk kerjasama dalam rang-
ka memperoleh keuntungan ekonomi. Korporasi ini dapat
berupa korporasi bukan badan hukum dan korporasi badan
hukum. ’

Korporasi dibentuk oleh adanya kerjasama dua pihak
atau lebih yang tertuang dalam sebuah perjanjian. Kesepaka-
tan dalam perjanjian inilah yang menjadi dasar untuk men-
dirikan usaha bersama dan sekaligus memilih bentuk badan
usaha yang diinginkan. Badan usaha yang dipilih sesuai
dengan kehendak berdasarkan karakteristik yang dimiliki
oleh badan usaha yang dimaksud.

Dalam aspek kajian hukum, pelaku ekonomi korporasi
dapat ditelaah dari legalitasnya atau eksistensinya, prosedur
dan syarat pendiriannya, dan aspek rasionalnya. Pada akhir-
nya setiap badan usaha harus mempunyai izin operasional
yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai
prosedur dan syaratsyarat yang dipenuhi dalam ketentuan
perundangan yang berlaku.

’Ibid., 106-107.
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D. Organisasi Ekonomi

Kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan sosial dan
ekonomi selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan
perkembangan masyarakat itu sendiri. Disamping itu maju-
nya ilmu pengetahuan dan teknologi akan sebanding dengan
kemajuan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Organisasi eko-
nomi adalah termasuk bagian dari kebutuhan masyarakat itu
sendiri yang selalu tumbuh dan berkembang mengikuti pe-
rubahan zamannya. Perubahan tersebut salah satunya adalah
menyangkut pilihan terhadap bentuk organisasi ekonominya.

Berikut ini adalah beberapa alasan yang menjadi latar
belakang pilihan masyarakat terhadap organisasi ekonominya:®

1. Persekutuan dengan firma dipilih oleh mereka yang ingin
mendirikan usaha terdiri atas keluarga sendiri atau me-
reka yang ingin mempunyai hubungan emosional sangat
dekat, mengingat tanggungjawab internal dan eksternal
cukup besar. Disamping itu persekutuan dengan firma
belum dapat menjangkau semua bidang usaha, mengingat
statusnya bukan badan hukum.

2. Persekutuan komanditair dipilih menjadi badan usaha
karena dapat menjangkau diluar orang-orang yang mem-
punyai hubungan emosional dan mereka yang hanya
ingin sebagai investor dapat menduduki posisi seabagai
sekutu pasif.

3. Perseroan terbatas menjadi pilihan utama bagi masyara-
kat karena alasan-alasan yuridis maupun alasan ekonomi
dan manajemen. Dari sisi hokum, status perseroan ter-
batas sebagai badan hokum menjadi PT adalah subyek
hokum dan mandiri. Pemegang saham adalah pemilik
yang tanggungjawabnya terbatas, sebanding dengan be-

SIbid., 109-110.
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sarnya saham yang dimiliki. Dari prospeknya, PT dapat
menyesuaikannya dengan bidang usaha yang dilakukan
sehingga modal juga dapat di sesuaikan dengan cepat.
Dalam hal ini, PT dengan semua bidang usaha terbuka
tinggal menyesuaikan modal, teknologi, dan sumber
daya manusianya.

4. Koperasi menjadi pilihan masyarakat karena alasan
ideologi, yakni adanya keyakinan bahwa prospek masa
depan bagus karena didukung oleh dedikasi pengurus
dan anggotanya.

E. Pengaturan Hukum Pelaku Ekonomi di Indonesia
Pelaku ekonomi (Badan Usaha) dalam kegiatan dunia

bisnis di Indonesia dapat mengambil bentuk-bentuk usaha
berupa : Perusahaan Perseorangan, Persekutuan dengan fir-
ma, Persekutuan komanditier, Perseroan Terbatas, BUMN,
BUMS, dan Koperasi. Bentuk-bentuk kegiatan usaha tersebut
selanjutnya dapat di kelompokkan dalam 3 sektor usaha : 7

1. Usaha Swasta

2. Usaha Pemerintah

3. Koperasi

Pengelompokan dalam 3 sektor tersebut tidak semua
negara mengklasifikasikan dalam hal yang sama. Dibanyak
negara, umumnya hanya terdapat 2 sektor usaha, yaitu usaha
yang diselenggarakan oleh swasta dan yang diusahakan oleh
pemerintah. Koperasi pada umumnya dikelompokkan da-
lam usaha swasta.

"Hendrojogi, Koperasi, Azas-Azas, Teori dan Praktek (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Pustaka, 2000), 263.
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Di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang
beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan
pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan
kata lain koperasi merupakan organisasi ekonomi yang be-
rusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi
memajukan kesejahteraan anggotanya. Kegiatan usaha kope-
rasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat
(1), yang menyatakan bahwa koperasi berkedudukan sebagai
soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.®

Pelaku-pelaku ekonomi lainnya yang di Indonesia me-
miliki peran yang besar dalam memajukan perekonomian
masyarakat Indonesia adalah °:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan

usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimi-

liki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula

berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menye-
diakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa

BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan pe-

rubahan mendasar pada kepemilikannya dengan mem-

buat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang
sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sejak tahun 2001

seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh

Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Men-

teri Negara BUMN.

8Ibid., 17-18
‘Murti Sumarni dan John Soeprihanto, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan

(Yogyakarta: Liberty, 1987), 25-51.
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2. Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling
sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya
mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan
persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa
yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan menge-
jar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah
PT. PP (Pembangunan Perumahan), PT. Bank BNI
Tbk, PT. Kimia Farma Tbk, PT. Indo Farma Tbk, PT
Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir ta-
hun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada
Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT.Garuda Indone-
sia Airways(GIA).
3. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk
BUMN yang memiliki modal berasal dari negara. Be-
sarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui
APBN. Contoh dari Perjan adalah Perusahaan Jawatan
Kereta api (PJKA). Perusahaan ini bernaung di bawah
Departemen Perhubungan. Sejak tahun 1991 Perusaha-
an Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusa-
haan Umum Kereta Api (PERUMKA), berubah menjadi
Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA), dan yang ter-
akhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia
(PT.KAI). Contoh lainnya adalah Perusahaan Jawatan
Pengadaian yang bernaung dibawah Departemen Keu-
angan. Pada saat ini, Perusahaan Jawatan Pengadaian
berubah nama menjadi Perum Penggadaian. Ciri-ciri Pe-
rusahaan Jawatan adalah:
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a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat

b. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah

c. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung ja-
wab langsung kepada menteri atau dirjen departemen
yang bersangkutan

d. status karyawannya adalan pegawai negeri

. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (PERUM) adalah suatu perusahaan

negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan

umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Contoh

dari Perum adalah: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta,

Perum DAMRI, Perum ANTARA, Perum Peruri, Perum

Perumnas, Perum Balai Pustaka, dan sebagainya. Ciri-

ciri Perusahaan Umum (Perum):

a. Melayani kepentingan masyarakat umum.

b. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur

c. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di peru-
sahaan swasta (perusahaan umum (PERUM) bebas
membuat kontrak kerja dengan semua pihak).

d. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah
dari kekayaan negara.

e. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.

f. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.

. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah suatu pe-

rusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang

bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi

sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri BUMD adalah:

a. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan
usaha
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Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham
dalam pemodalan perusahaan

Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan da-
lam menetapkan kebijakan perusahaan

. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang

berwenang

Melayani kepentingan umum, selain mencari keun-
tungan

Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka me-
nyejahterakan rakyat

Sebagai sumber pemasukan Negara

Seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara
Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi pe-
rusahaan yang go publik

Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik beru-
pa bank maupun nonblank

. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan

mewakili BUMN di pengadilan

Adapun tujuan dari pendirian BUMD adalah :

a.

o a0 o

Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasio-
nal dan penerimaan kas Negara

Mengejar dan mencari keuntungan

Pemenuhan hajat hidup orang banyak

Perintis kegiatan-kegiatan usaha

Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha
kecil dan menengah
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F. Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Bagi Pelaku

Usaha

Kerjasama bagi pelaku usaha dalam ekonomi Islam
mendapat perhatian yang sangat besar. Kerjasama dalam eko-
nomi Islam ini dikenal dengan istilah syirkah. Syirkah dari
segi bahasa memiliki makna penggabungan dua bagian atau
lebih sehingga tidak bisa dibedakan lagi satu bagian dengan
bagian yang lain. '° Sedangkan menurut syara’, An-Nabhani
mengungkapkan bahwa syirkah atau perseroan adalah tran-
saksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk
melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan men-
cari keuntungan.!

Transaksi syirkah atau perseroan tersebut mengharus-
kan adanya ijab dan gabul sebagaimana yang dilakukan da-
lam transaksi lainnya di mana salah satu di antara mereka
mengajak yang lain untuk mengadakan kerjasama dalam
suatu masalah, sehingga kesepakatan tersebut belum cukup
hanya dengan kesepakatan untuk melakukan perseroan saja
atau memberikan modal untuk perseroan saja, tetapi harus
mengandung makna bekerjasama dalam suatu urusan. Ada-
pun mengenai syarat sah dan tidaknya transaksi perseroan
sangat tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu
harus sesuatu hal yang bisa dikelola. Sesuatu yang bisa di-
kelola ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan sehingga
mengikat semua pihak yang melakukan perseroan.

Menurut An Nabhani, syirkah atau perseroan yang dibo-
lehkan dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu per-
seroan inan, abdan, mudharabah, wujuh, dan mufawadhah.!

"Rachmat Syafe’l, Figh Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 183.

"UTagyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif
Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 153.
Pbid., 153 - 166.
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Penjelasan dari kerjasama syirkah atau perseroan tersebut se-
bagai berikut :
1. Perseroan Inan

Perseroan inan merupakan perseroan antara dua badan
dengan harta masing-masing. Sehingga dalam perseroan
inan, kedua pihak (pendiri persero) sama-sama menge-
luarkan harta dan meleburkannya menjadi satu (sebagai
harta perseroan) dan secara bersama-sama mengelola
perseroan. Dalam perseroan inan yang diinvestasikan
adalah uang bukan modal. Modal tidak boleh diperguna-
kan untuk mengadakan perseroan, kecuali jika modal
tersebut dinilai dengan uang pada saat transaksi pem-
bentukan perseroan. Sedangkan nilai kekayaan yang
dileburkan oleh masing-masing persero tidaklah harus
sama jumlahnya dan tidak pula harus satu macam. Akan
tetapi kekayaan tersebut harus dinilai dengan standar
yang sama (mata uang yang sama) sehingga keduanya

bisa dileburkan.

2. Perseroan Abdan
Perseroan abdan adalah perseroan antara dua orang atau
lebih dengan badan masing-masing, tetapi harta persero-
an bukan dari mereka melainkan dari pihak lain. Para
pendiri perseroan abdan tidak harus memiliki kesamaan
keahlian. Dapat dikatakan perseroan abdan ini sema-
cam suatu perseroan yang dibentuk oleh pihak-pihak di
atas, dengan tujuan melaksanakan kontrak/proyek dari
pihak lain dengan permodalan dari pihak yang mengon-
trak perseroan ini. Contoh dari syirkah ini adalah apa-
bila si A bekerja sama dengan si B untuk membuatkan
situs sebuah perusahaan farmasi. Si A mempunyai keah-
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lian dalam web design sedangkan si B memiliki keahlian
pada pemrograman internet. Semua permodalan untuk
pembuatan situs itu (termasuk pembelian domain dan
web hosting) ditanggung perusahaan farmasi tersebut.
Atas pekerjaan yang mereka lakukan dalam perseroan
ini, maka mereka mendapatkan fee (upah) dari perusa-
haan farmasi.

. Perseroan Mudarabah

Perseroan mudarabah (girad) adalah perseroan yang di-
bentuk oleh pihak penyandang dana (shahibul mal) dan
pihak pengelola (mudarib), dengan kata lain perseroan
mudarabah terbentuk dengan meleburnya harta dan ba-
dan. Keuntungan dari usaha perseroan mudarabah diba-
gi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian usaha
(kewajiban perseroan) ditanggung oleh shahibul mal.
Sahnya atau terbentuknya perseroan mudarabah ter-
jadi jika shahibul mal telah menyetorkan harta kepada
mudarib. Pihak shahibul mal tidak diperbolehkan ikut
bekerja mengelola perseroan bersama mudarib. Begitu
pula pihak mudarib tidak diperbolehkan melakukan
suatu kegiatan usaha atau transaksi tertentu tanpa seijin

dari pihak shahibul mal.

. Perseroan Wujuh

Perseroan wujuh adalah perseroan antara dua badan
dengan modal dari pihak luar. Dengan kata lain, seseo-
rang (shahibul mal) memberikan modalnya kepada dua
orang atau lebih (mudarib) untuk mengelola dan menja-
lankan suatu usaha/proyek, sehingga kedua (atau lebih)
pengelola tersebut menjadi persero. Perseroan wujuh ini
merupakan turunan dari perseroan mudarabah.

33



Hukum Ekonomi

5. Perseroan Mufawadah

Perseroan mufawadah merupakan perseroan antara dua
persero sebagai gabungan bentuk semua perseroan di
atas. Misalnya seseorang memberikan modalnya kepada
dua orang insinyur untuk mengadakan perseroan agar
modalnya dikelola dengan harta mereka, dengan tujuan
membangun beberapa rumah untuk dijual. Kemudian
keduanya sepakat untuk melibatkan harta masing-ma-
sing. Kemudian mereka mendapatkan barang tanpa ha-
rus membayar secara kontan, karena keduanya menda-
patkan kepercayaan dari para pedagang. Perseroan kedua
insinyur tersebut secara bersama-sama dengan badan
mereka adalah perseroan abdan. Kemudian dari harta
yang mereka leburkan disebut perseroan inan. Semen-
tara modal yang mereka dapatkan dari pihak lain untuk
dikelola menunjukkan perseroan mudarabah. Sedang-
kan pengelolaan barang yang mereka dapatkan dari para
pedagang merupakan perseroan wujuh.
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BAB IV
ASPEK HUKUM PERIZINAN

A. Pengertian Perizinan

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan
Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut.
Izin adalah instrumen pemerintah dalam rangka menyeleng-
garakan pemerintahan dalam mengatur kepentingan umum.
Pengertian izin adalah suatu persetujuan penguasa untuk da-
lam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan
larangan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain
izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensai pada
suatu larangan oleh undang-undang. !

Selain pengertian izin tersebut diatas, ada pengertian
izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pe-
layanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan ter-
sebut izin tersebut diberikan pengertian sebagai dokumen
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan pe-
raturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang
atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

'Kian Gunawan, Panduan Praktis Mengurus Izin Usaha (Yogyakarta: Pus-
taka Grahatama, 2008), 5.
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Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya
penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk doku-
men, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang
diberikan secara lisan.

Pemerintah dalam hal perizinan memiliki kewenangan
yang cukup besar. Penggunaan kewenangan yang dilakukan
oleh pemerintah tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga
untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang ditujukan
kepada individu, kewenangan pemerintah harus dilaksana-
kan berdasarkan pada hukum yang jelas sehingga dapat di-
pertanggung jawabkan. Salah satu penetapan yang banyak
dikeluarkan oleh pemerintah adalah izin berupa :

1. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintah yang
bebas suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang
menolak perbuatan tersebut. Pengertian ini menurut
UU No. 1 Pasal 74. Dengan kata lain dispensasi merupa-
kan keputusan administrasi Negara yang membebaskan
suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang
menolak perbuatan itu.

2. Lisensi adalah izin untuk menyelenggarakan perusa-
haan. Dengan kata lain lisensi merupakan izin untuk
melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta menda-
tangkan keuntungan atau laba. Dasar pikiran dilakukan-
nya penetapan lisensi adalah hal-hal yang diliputi oleh
lisensi diletakkan dibawah kewenangan pemerintah un-
tuk mengadakan penertiban dan mencegah hal-hal yang
tidak diinginkan, misalnya: izin perusahan bioskop, eks-
por, impor dan lain-lain.

3. Konsesionaris adalah suatu izin yang berhubungan dengan
kepentingan umum dimana sebenarnya ada tugas pe-
merintah tetapi pemerintah memberikan hak kepada
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konsesi yang bukan pejabat pemerintah. Konsesi adalah
suatu penetapan administrasi Negara yang secara yuridis
sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispen-
sasi, izin, lisensi, disertai pemberian semacam wewenang
pemerintahan. Konsesi tidak mudah diberikan karena
mengandung bahaya penyelundupan, perusakan bumi,
dan kekayaan alam Negara. Konsesi diberikan atas per-
mohonan dengan prosedur serta syarat-syarat yang ter-
perinci kepada perusahaan-perusahaan yang mengusaha-
kan sesuatu yang cukup besar, baik dalam arti modal,
tenaga kerja, maupun lahan atau wilayah usaha, misal-
nya perusahaan minyak bumi, perusahaan perhutanan,
perusahaan perikanan dan perusahaan pertambangan
pada umumnya. Pendek kata, semua perusahaan yang
mengusahakan sesuatu dengan modal besar, dengan
mengurangi kedaulatan atau wewenang pemerintahan
pemerintah, dan dengan luas areal atau lahan yang cu-
kup besar sehingga merupakan suatu usaha yang cukup
rumit dari segi hukum, memerlukan konsesi, tidak cu-
kup izin biasa.

Perizinan dalam era pembangunan memiliki peran yang
sangat strategis. Hal ini terjadi karena perizinan dapat mem-
bawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental, di-
mana sektor industri akan menjadi dominan yang di tun-
jang oleh sektor pertanian yang tangguh. Dalam dunia usaha
atau bisnis, perizinan jelas memegang peranan yang sangat
penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan
dunia usaha merupakan dua sisi mata uang yang saling ber-
kaitan / berhadapan.
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Dunia usaha akan berkembang dengan adanya izin yang
jelas menurut hukum karena mempunyai satu kekuatan
yang pasti. Kejelasan izin ini menjadikan dunia usaha dapat
bekerja dalam kondisi yang nyaman. Dengan kata lain, izin
akan menjadikan seseorang atau badan hukum dapat mem-
punyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya da-
pat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan
usahanya. ?

Dalam proses industrialisasi sekarang ini minimal ada

5 (lima) peran yang menjadi prioritas agar dunia bisnis

dapat berkembang dengan cepat dan mantap, yakni per-

tama, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi;

Kedua, meningkatkan lapangan kerja dan nilai tambah;

Ketiga, meningkatkan export; Keempat, menghemat de-

visa; Kelima, mendorong penggunaan teknologi.’

Dalam kesempatan yang lain, pemerintah juga dapat
pula mengambil langkah pertimbangan keterbatasan dan
kestabilan untuk memelihara persaingan usaha yang sehat
dengan membatasi pemberian izin usaha. Hal ini terjadi
karena pemerintah mempertimbangkan adanya hukum per-
mintaan dan penawaran (supply and demand) dalam dunia
bisnis dan ekonomi yang berlaku. * Alasan lainnya adalah
untuk menjaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan,
diantaranya dengan cara membuang limbah cair ke dalam
air (sungai} yang dapat melampaui baku mutu limbah cair.
Kebijakan pemerintah dalam pengaturan hukum tentang

‘Simatupang, Richard Burton. Aspek Hukum dalam Bisnis (Jakarta : PT.
Rineka Cipta, 2003), 146.

’Ibid., 145-146.

*Sugiarto, dkk., Ekonomi Mikro Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2000), 22-51.
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izin pembuangan limbah cair ke dalam air harus memadai
agar dapat mencapai tujuan yang lebih besar.

B. Tujuan Dari Sistem Perizinan
Perizinan menuntut pemerintah untuk terlibat dalam
kegiatan warga negaranya. Dalam hal ini pemerintah berke-
pentingan untuk mengarahkan warganya melalui instrumen
yuridis yang berupa izin. Kadang-kala kebijakan pemerintah
untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak ber-
henti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebi-
jakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan,
yang mana pemegang izin diwajibkan meyampaikan laporan
secara berkala. Dengan perizinan ini pula, pemerintah dapat
melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakatnya.
Perizinan dapat pula digunakan untuk mencapai berba-
gai maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan terse-
but, diantaranya :
1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
Mencegah bahaya terhadap lingkungan
Keinginan melindungai objek-objek tertentu
Membagi benda-benda yang sedikit
Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-

DA

aktivitas lainnya

C. Prosedur Penerbitan Izin

Prosedur penerbitan izin merupakan hal-hal yang harus
dilakukan untuk keluarnya sebuah perizinan. Prosedur peri-
zinan meliputi :
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1. Permohonan
Izin merupakan sebuah keputusan pemerintah atau
menurut undang-undang tentang peradilan tata Negara
(PTUN) disebut sebagai keputusan tata usaha Negara.
Sebagai sebuah keputusan pemerintah, izin lahir tidak
dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu mesti ada
permohonan dari seseorang atau suatu pihak tertentu.
Sebagai sebuah keputusan dari badan/pejabat yang
berwenang, izin dilakukan melalui serangkaian proses,
yang dimulai dari permohonan yang kemudian diproses
melalui serangkaian tahapan yang kadang kala begitu
panjang.

2. Penelitian Persyaratan
Hal ini merupakan bagian yang penting dari tahapan
pemrosesan izin. Kecermatan, kematangan, dan kehati-
hatian memang perlu digunakan meskipun tidak harus
sampai berlebihan. Perlu diingat bawha prinsip bertindak
cermat dan hati-hati merupakan hal yang tidak bisa dia-
baikan dalam pengambilan keputusan hukum. Sekali
keputusan keluar, itu berarti dapat menimbulkan akibat
hukum tertentu yang kadang kala implikasinya cukup
banyak.

3. Pengambilan Keputusan
Izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permo-
honan. Sebelum izin keluar tentu ada dua kemungkinan
keputusan terhadap permohonan itu. Kemungkinan
pertama adalah permohonan itu dikabulkan yang berar-
ti izin diterbitkan dan kemungkinan yang kedua per-
mohonan itu tidak dikabulkan yang berarati izin tidak
diterbitkan. Proses pengambilan keputusan seringkali
dilakukan tidak dengan seketika melainkan melalui se-
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rangkaian proses. Pengambilan keptusan atas izin ka-
dang kala juga tidak murni sebagai keputusan satu pihak
saja melainkan keputusan itu dibuat dalam serangkaian
proses memutuskan.
4. Penyampaian lzin

Apabila proses penanganan izin telah selesai, yakni pe-
jabat atau organ pemerintah yang berwenang telah me-
nandatangani izin tersebut, maka proses selanjutnya
adalah penyampaian izin. Penyampaian izin dapat dila-
kukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah mela-
lui penyampaian langsung, misalnya untuk surat izin
mengemudi (SIM). Pemohon SIM cukup menerima izin
tersebut langsung ditempat pengurusan, karena biasanya
setelah pemohon mengajukan permohonan, langsung
dilakukan pengujian baik tertulis maupun lisan.

D. Pengaturan Hukum Perizinan di Indonesia

Praktek perizinan dalam dunia bisnis di Indonesia meli-
puti perizinan dalam sektor pemerintahan umum, sektor
agrarian / pertanahan, sektor perindustrian, sektor usaha/
perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum,
sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor sosial dan sektor-
sektor lainnya. Banyaknya perizinan di berbagai sektor ter-
sebut menuntut pengaturan yang dapat menjadi pedoman
umumnya.

Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan beru-
pa Inpres No. 5 Tahun 1984 tanggal 11 April 1984 tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan Pengendalian Perizinan di
bidang usaha. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyeder-
hanakan sistem perizinan yang begitu banyak berikut pelak-
sanaannya. Tujuan Inpres tentang perizinan ini dimaksudkan
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untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan

yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yakni: pertum-

buhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang

sehat dan dinamis, serta pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya.

Lampiran Inpres No. 5 Tahun 1984 terdiri dari 9 (sem-

bilan) pasal dan terdapat 7 (tujuh) hal penting yang menjadi
tolok ukur setiap perizinan yang akan dikeluarkan. Hal-hal

tersebut sebagai berikut :

L.

Perlunya dikurangi jumlah perizinan yang harus dimiliki
pengusaha. sehingga yang benarbenar diperlukan saja
diberikan izin.

. Perlunya disederhanakan persyaratan administratif dengan

mengurangi jumlah dan menghindari pengurangan per-
syaratan yang sealur dalam rangkaian perizinan yang ber-
sangkutan.

. Perlunya diberikan jangka waktu yang cukup panjang,

sehingga dapat memberi jaminan bagi kepastian dan ke-
langsungan usaha.

. Perlunya dikurangi bila perlu meringankan dan menghi-

langkan sama sekali biaya pengurusan perizinan.

. Perlunya disederhanakan tata cara pelaporan, sehingga

satu laporan dapat dipergunakan untuk memenuhi ke-
butuhan berbagai departemen,/ instansi pemerintah, baik
di pusat maupun di daerah.

. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pe-

rizinan di bidang usaha, dan ditekankan agar penerima
izin dapat diwajibkan untuk memberikan laporan paling
banyak satu kali setiap satu semester (enam bulan).

Perlunya dilakukan penerbitan terhadap pelaksanaan
perizinan yang menyangkut personel sesuai dengan ke-
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tentuan perundang-undangan kepegawaian, termasuk
tuntutan ganti rugi, disiplin pegawai negeri dan tuntu-
tan pidana.

Dalam masalah perizinan dunia bisnis, secara umum da-
pat dikatakan ada 4 (empat) masalah yang terkait. Masalah-
masalah tersebut adalah :

1. Adanya bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan
umumnya secara bertahap, yang di awali dengan letter of
intent untuk mendapatkan izin prinsip yang kemudian
dikenal dengan adanya izin sementara, izin tetap, dan
izin perluasan.

2. Adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam peri-
zinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan
hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berbeda se-
perti, KUHD, UUPMA, UUPMADN, dan sebagainya.

3. Adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian
izinnya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh de-
partemen-departemen seperti perindustrian, pertanian,
pertambangan, dan energi, serta departemen-departe-
men lainnya.

4. Di bidang perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan
oleh departemen perdagangan, namun dipersyaratkan
pula untuk mendapat rekomendasi dari departemen
yang terkait, sehingga jalurnya menjadi panjang.

E. Beberapa Contoh Perizinan Usaha
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Surat izin usaha perdagangan atau disingkat SIUP adalah
surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perda-
gangan. Dasar hukum untuk medapatkan SIUP adalah

43



Hukum Ekonomi

UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusa-
haan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib
didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah
perusahaan mulai menjalankan usahanya.’
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya
ketentuan mengenai izin, telah dikeluarkan Keputusan
Menteri Perdagangan Nomor : 1458/Kp/X1/84 tang-
gal 19 Desember 1984 tentang Surat Izin Usaha Per-
dagangan (SIUP). Dalam Keputusan Menteri tersebut
disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan
kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki STUP, untuk
memperoleh SIUP ini. perusahaan terlebih dahulu wajib
mengajukan Surat Permohonan Izin (SN) yang dapat di-
peroleh secara cuma-cuma pada kantor Wilayah Depar-
temen Perdagangan dan Kantor Perdagangan setempat.
2. Perizinan Lembaga Pembiayaan
Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendirian
dan perizinan mengenal lembaga pembiayaan ini telah
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 125 1/
KMK.013/1988. Untuk memperoleh izin usaha dan lem-
baga pembiayaan di atas, terlebih dahulu harus meminta
izin dengan suatu permohonan kepada Menteri Keu-
angan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut.®
a. Akta pendirian perusahan pembiayaan yang telah
disyahkan menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku
b. Bukti pelunasan modal disetor untuk perseroan ter-
batas atau simpanan pokok dan simpanan wajib un-
tuk koperasi pada salah satu bank di Indonesia.

*Goenawan, Panduan, 45-46.

®Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2009), 42-83.
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Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.
Daftar susunan pengurus perusahaan

Nomor pokok wajib pajak perusahaan

Neraca pembukuan perusahaan pembiayaan

R oo oo

Perjanjian usaha pautngan antara pihak asing dan pihak

Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang

di dalamnya tercermin arah indonesianisasi dalam pe-

milikan saham.

. Perizinan di Bidang Industri
Perizinan di bidang industri telah diatur secara khusus
dengan peraturan pemerintah No. 13 tahun 1987 ten-
tang izin usaha industri, di mana penjelasannya dise-
butkan bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan
industri, aspek perizinan akan ikut memainkan peranan
yang amat penting. Dengan menyadari akan peranan-
nya, aspek perizinan harus mampu memberikan moti-
vasi yang dapat mendorong dan menarik minat para in-
vestor untuk menanamkan modalnya disektor industri.”
Industri yang dimaksud menurut UU No 5 tahun 1984
tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah
jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai
yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegia-
tan rancang bangun dan perekayasaan industri.

. Undang-Undang Gangguan
Salah satu izin yang sering menjadi problema dunia usa-
ha adalah mengenai izin undang-undang gangguan yang
diatur dalam statsblaad tahun 1926 Nomor 226. Izin
UUG sebetulnya bertujuan untuk memberikan perlin-
dungan kepada warga penghuni di sekitar lokasi suatu

‘Goenawan, Panduan, 52-56.
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usaha. Sebab tidak jarang terjadi suatu tempat usaha
ditutup oleh pemerintah (pemerintah daerah) hanya
karena usaha tersebut diprotes oleh warga masyarakat
sekitarnya: Masyarakat tidak pernah memberikan perse-
tujuan kepada pengelola tempat usaha tersebut.

Khusus di wilayah DKI Jakarta. Guhernur Kepala Dae-
rah Khusus Ibukota Jakarta telah mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor : 1641 Tahun 1987 tanggal 28 Agus-
tus 1987 yang menugaskan seluruh walikota untuk
melaksanakan pemberian izin UUG.

Untuk mendapatkan izin UUG, pemohon berkewaijiban
mengisi formuhir yang telah disediakan dengan dilampi-
ri beberapa jenis dokumen, seperti: gambar situasi; gam-
bar ruangan; surat bukti pemilikan tanah dan bangunan
atau persetujuan pemilik, Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (1PB); akta ba-
dan hukum (bila diperlukan); tanda bukti WNI dan

ganti nama (bila diperlukan).®

. Perizinan Lembaga Bank

Perizinan lembaga bank telah diatur dalam Pasal 16
pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagai
berikut:’

a. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun
dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan,
dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha se-
bagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dan
Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana

8Ibid., 47-51.

9Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),

202.
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dan rnasyarakat dimaksud diatur dengan undang-
undang tersendiri.!
Kegiatan menghimpun dana dan masyarakat oleh
siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang
perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait
kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada
pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan
dengan itu dalam ayat ml ditegaskan bahwa kegiatan
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpa-
nan hanya dapat dilakukan oleh suatu pihak, setelah
pihak yang bersangkutan terlebih dahulu mempero-
leh izin usaha, sebagai bank umum atau sebagai bank
perkreditan rakyat. Namum demikian, dimasyarakat
terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melaku-
kan kegiatan menghimpun dana masyanakat dalam
bentuk simpananan atau semacani simpanan, misal-
nya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pen-
siun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lem-
baga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan
usaha perbankan, berdasarkan ketentuan dalam ayat
ini. Terhadap kegiatan menghimpun dana masyara-
kat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut,
diatur dengan undang-undang tersendiri beserta pe-
raturan pelaksanaannya.

b. Izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat di-
berikan oleh menteri setelah mendengar pertimbangan
Bank Indonesia.

"Kansil, C.S.T. Hukum Perusahaan Indonesia. (Jakarta: PT. Pradya Para-
mita, 2001).28.
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c. Pengurusan izin pendirian bank umum mi dilakukan
dalam 2 (dua) tahap yaitu: !

1) Pengurusan izin prinsip izin/persetujuan untuk
melakukan persiapan pendirian Bank Umum. Per-
mohonan izin itu diajukan kepada Menteri Keu-
angan dengan melampirkan beberapa dokumen
yaitu: Rancangan anggaran dasarnya; Daftar ca-
lon pemegang saham, susunan direksi dan dewan
komisaris; Rancangan susunan organisasi; Renca-
na kerja; Bukti penyetoran sekurang-kurangnya se-
besar 30% (tiga puluh persen) dan modal disetor;
Surat peqanjian antar pemegang saham yang me-
muat kesepakatan mengenai rencana peningkatan
kepemilikan saham pihak Indonesia (bagi Bank
Campuran).

2) Pengurusan izin usaha yaitu izin yang dikeluarkan
oleh Menteri Keuangan untuk melakukan usaha
setelah benar-benar siap. Permohonan izin ni di-
ajukan ke Menteri Keuangan dengan melampirkan
antara lain: Anggaran dasar yang telah disahkan
oleh instansi yang berwenang (misalnya Menteri
Kehakiman bagi badan hukum Perseroan Terba-
tas); Daftar pemegang saham, susunan direksi dan
dewan komisaris; Susunan organisasi, sistem dan
prosedur kerja; Bukti perlunasan seluruh modal
disetor.

"Asikin, Zainal. Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia. (Jakarta; PT.
RajaGrafindo Persada, 1997). 26.
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6. BPR

Perizinan pendirian Bank Perkreditan Rakyat telah dia-

tur dalam pasal 5 dan 6 PP No. 71 Th 1992 sebagai be-

rikut: 1

a. Persetujuan Prinsip yaitu persetujuan untuk mela-
kukan persiapan pendirian BPR, untuk itu permo-
honannya diajukan ke Menteri Keuangan dengan
melampirkan: rancangan anggaran dasar, daftar ca-
lon pemegang saham, rencana susunan organisasi,
rencana kerja, bukti penyetoran sekurang-kurangnya
sebesar 30% dan modal yang disetor.

b. Setelah izin prinsip keluar, maka dilanjutkan dengan
pengurusan izin usaha yaitu: izin untuk melakukan
usaha setelah usaha persiapannya mantap. Oleh sebab
itu permohonan izin usaha ini dilampirkan dengan
laporan kesiapan tersebut dan dilengkapi dengan:
anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang
berwenang (misalnya menteri kehakiman bagi badan
hukum perseroan terbatas), daftar pemegang saham,
susunan direksi dan dewan komisaris, susunan orga-
nisasi, sistem dan prosedur kerja, bukti perlunasan
modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

PP No. 71 Th 1992.

“Ibid., 28.
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BABV
ASPEK HUKUM LEMBAGA
KEUANGAN BANK

A. Pengertian Lembaga Keuangan Bank

Masyarakat pada umumnya memandang bahwa lembaga
keuangan merupakan suatu lembaga yang kegiatan sehari-
harinya berkaitan dengan urusan uang. Lembaga keuangan
sebenarnya merupakan perantara (financial intermediaries)
antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana atau
unit surplus (loanable funds) dengan pihak-pihak yang ke-
kurangan dana dan memerlukan dana atau unit deficit (bor-
rowers). ! Secara umum lembaga keuangan dikelompokkan
kedalam dua bentuk, yakni bank dan bukan bank. Dalam
pokok bahasan ini akan dibahas lembaga keuangan bank se-
dangkan untuk lembaga keuangan bukan bank akan dibahas
pada bab selanjutnya.

Pengertian tentang lembaga keuangan bank telah ber-
kembang sesuai dengan perubahan akan kebutuhan masya-
rakat sendiri terhadap bank. Berikut ini adalah pengertian
dari lembaga keuangan bank :

Y. Sri Susilo, dkk., Bank dan Lembaga Kuangan Lain (Jakarta: Salemba
Empat, 2000), 7.
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1. Menurut Undang-Undang RI No.14 tahun 1967, pasal
1, butir a menyatakan bahwa bank adalah suatu jenis
lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam
jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata
uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai
tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai
usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.’

2. Menurut Undangundang Perbankan No.14 tahun
1976, pasal 1, ayat b, yang dimaksud dengan Lembaga
Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-
kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari dan me-
nyalurkannya kepada masyarakat.’

3. Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan,
yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (pasal 1 angka
1). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan
bahwa bank merupakan perusahaan yang memperda-
gangkan utang piutang baik yang berupa uang sendiri
maupun uang masyarakat, dan memperedarkan uang

tersebut untuk kepentingan umum. *

4. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998
tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang di-
maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghim-
pun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kre-

*Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2003), 1.

’Prathama Rahardja, Uang dan Perbankan (Jakarta: PT Rineka Cipta,1997),
64.

*Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2000), 38.
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dit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mening-
katkan taraf hidup rakyat banyak. °

5. Menurut Undang-UndangRI Nomor 21 tahun 2008 ten-
tang perbankan syariah pada Bab I, pasal 1, ayat 2, menya-
takan bahwa bank adalah badan usaha yang menghim-
pun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan / atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat. ©

Lembaga keuangan bank pada pengertian yang terakhir
sedikit berbeda dengan pengertian yang sebelumnya, yakni
bank dibebani suatu misi untuk meningkatkan taraf hidup
perekonomian rakyat banyak. Dengan kata lain, dana yang
dihimpun oleh bank perlu dialokasikan kepada masyarakat
dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya agar daya beli atau
modal usaha masyarakat dapat meningkat sehingga dapat me-
ningkatkan laju pertumbuhan dan pemerataan pembangu-
nan ekonomi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan fungsinya, lembaga keuangan bank dapat
dikelompokkan menjadi tiga macam, yakni :

1. Bank sebagai penerima kredit.

Pengertian ini mencerminkan bahwa bank melaksana-

kan operasi perkreditan secara pasif dengan menghim-

pun uang dari pihak ketiga. Bank menerima uang serta
dana-dana dari masyarakat dalam bentuk:

a. simpanan / tabungan yang dapat diminta dan diam-

bil kembali setiap saat.

>Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2001), 23.

*Afnil Guza, UndangUndang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah
Negara (Jakarta : Asa Mandiri, 2008), 3.
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b. deposito berjangka yang merupakan tabungan / sim-
panan yang penarikannya hanya dapat dilakukan se-
telah jangka waktu yang telah ditentukan habis.

c. simpanan dalam rekening koran / giro atas nama si
penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dila-
kukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perin-
tah tertulis pada bank.

2. Bank sebagai pemberi kredit.

Hal ini berarti bank melaksanakan operasi perkreditan

secara aktif, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu

berasal dari deposito / tabungan yang diterimanya atau
bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh
bank itu sendiri.

3. Bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui
sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan / ta-
bungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang

bank.

B. Sejarah Lembaga Keuangan Bank dan Perkembangannya

Bank berasal dari bahasa Italia, yakni banko. Istilah
ini pada awalnya merupakan kegiatan para penukar uang
(money-changer) di pelabuhan-pelabuhan yang banyak kelasi
kapal dan para wisatawan yang datang dan pergi. Mulanya
kegiatan ini dilakukan dengan cara meletakkan uang penu-
kar di atas meja di tempat-tempat umum. Meja tempat me-
letakkan uang itulah yang disebut banko. Dengan demikian
istilah bank merupakan pengmbangan lebih lanjut dari isti-
lah banko yang sebenarnya dimaksudkan sebagai simbol bagi
alat penukaran.

Kegiatan bank itu sendiri baru dimulai sejak zaman Baby-
lonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Ro-
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mawi. Namun pada saatitu tugas utama bank hanyalah sebagai
tempat tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan
perdagangan dunia maka perkembangan perbankanpun se-
makin pesat. Hal ini terjadi karena perkembangan dunia per-
bankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan.

Perkembangan perdagangan semula hanya didaratan
Eropa saja, namun akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-
bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa
adalah Bank Vanesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank
of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya
perkembangan perbankan di daratan Inggris baru di mulai
pada abad ke-16. Namun karena Inggris yang begitu aktif
mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka
perkembangan perbankanpun ikut dibawa ke negara jaja-
hannya.”

Pada masa penjajahan Belanda, untuk memperbaiki
keadaan keuangannya, pemerintah Belanda memerlukan
kehadiran lembaga bank. Maka pada 10 Oktober 1827 berdi-
rilah De Javasche Bank yang berkedudukan di Batavia (seka-
rang Jakarta). Walaupun bank ini bukan milik pemerintah,
namun direksinya diangkat oleh dan dengan persetujuan
pemerintah Belanda. Oleh karena itu, peran pemerintah
Belanda cukup dominan dalam pembuatan kebijakan-kebi-
jakan De Javasche Bank. Pemerintah Belandalah yang mene-
tapkan bank tersebut sebagai lembaga semi pemerintah. De
Javasche Bank bahkan diberi hak untuk mengeluarkan dan
mengedarkan uang kertas bank. Tahun 1891 bank tersebut
memperoleh hak untuk memperdagangkan valuta asing dan
menjalankan pula usaha sebagai bank umum.?

"Kasmir, Bank, 28.
$Rahardja, Uang, 61.
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Pada masa penjajahan Jepang, 1942 -1945, hampir setiap
bank tutup. Hanya sebuah bank (bukan milik Jepang) yang
diharuskan melanjutkan usahanya, yaitu Alegemeene Volk-
scredietbank, yang namanya di ganti menjadi Syomin Ginko.
Namun fungsi bank ini tetap sama seperti semula, yaitu mem-
beri bantuan keuangan serta mengawasi bank-bank desa dan
lumbunglumbung desa. Bahkan kemudian Syomin Ginko
harus menghimpun simpanan dari bank desa dan lumbung
desa untuk di transfer ke Yokohama Specie Bank.’

Pada masa kemerdekan, setelah Indonesia memprokla-
masikannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Re-
publik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia seba-
gai Bank Sentral pada tahun 1946. Namun selama diadakan
perundingan-perundingan ke arah pengakuan kedaulatan
Indonesia dengan pihak Belanda pada akhir tahun 1949, di
tetapkan bahwa De Javasche Bank akan berfungsi sebagai
Bank Sentral Indonesia. Pada tahun 1950 uang yang bere-
dar di Indonesia sudah di keluarkan oleh De Javasche Bank.
Jadi, Bank Negara Indonesia berhenti berfungsi sebagai Bank
Sentral dan kemudian menjadi Bank Umum.

Pada tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasi dan
namanya di ganti menjadi Bank Indonesia, Bank Sentral.
Dalam beberapa tahun berikutnya, banyak bank pemerintah
lainnya di dirikan. Pada tahun 1965 ada reorganisasi mana-
jerial bank-bank pemerintah. Seluruh Bank pemerintah, ke-
cuali Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indone-
sia, digabungkan menjadi satu yang dinamakan Bank Negara
Indonesia.'

°Ibid., 61-62
Ibid., 62.
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C. Pengaturan Hukum Perbankan di Indonesia

Hukum perbankan di Indonesia adalah sebagai hukum
yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku
sampai sekarang di Indonesia. Dengan demikian akan dibi-
carakan aturan-aturan perbankan yang positif masih berlaku
sampai saat ini. Hukum perbankan adalah sekumpulan pe-
raturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan
bank meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan ek-
sistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan
yang lain."! Berdasarkan rumusan ini akan terungkap bahwa
pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut:

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas ke-
giatan perbankan.

2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan.

3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memper-
hatikan kepentingan umum.

4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi.

5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kahidupan perekono-
mian berupa kemampuannya untuk mewujudkan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai melalui organisasi.

6. Keterkaitan hukum yang secara logis berhubungan an-
tara satu sama lain.

Hukum perbankan ini merupakan suatu sistem, yakni
satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-
bagian yang bekerja sama secara aktif mencapai tujuan po-
kok dari kesatuannya. Dengan demikian Hukum Perbankan
yang merupakan satu sistem akan mengandung pengertian-
pengertian dasar berupa orientasi kepada tujuan serta berin-
teraksi dengan sistem yang lebih besar.

"Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 1993), 9.
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Kegiatan perbankan di Indonesia pada saat ini didasar-

kan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahin 2008. Berdasarkan peraturan tersebut lembaga keu-
angan bank, dibedakan sebagai berikut : 12

L.

Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indone-
sia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Da-
sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan ke-

giatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan je-
nisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank
Perkreditan Rakyat.

Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulin-
tas pembayaran.

. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulin-
tas pembayaran.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut je-
nisnya terdiri atas bank Umum Syariah dan Bank Pem-
biayaan Rakyat Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam ke-
giatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
laulintas pembayaran.

2Guza, UndangUndang, 3.
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Berdasarkan jenis kepemilikannya, lembaga keuangan

bank dibedakan menjadi :

L.

Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah adalah akte pendirian dan mo-
dalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keun-
tungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh
bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia
46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan
Negara (BTN)

Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki
oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didi-
rikan oleh swasta nasional, begitu pula pembagian ke-
untungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh
bank milik swasta nasional adalah Bank Muamalat,
Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon,
dan lain-lain.

. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh peru-
sahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh
adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada
diluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah
asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak
luar negeri. Contoh dari bank milik asing adalah ABN
AMRO Bank, American Exspress Bank, Hongkong
Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, dan lain-lain.

. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak
asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya
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secara mayaoritas dipegang oleh warganegara Indonesia.
Contoh bank campuran adalah: Sumitomo Niaga Bank,
Bank Finconesia, Bank Merincorp, Inter Pacifik Bank,
Ing Bank, dan lain-lain.

Kedudukan atau status lembaga keuangan bank menun-
jukkan kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik
dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelaya-
nannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut
diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.
Berdasarkan statusnya, lembaga keuangan dapat dibedakan
menjadi sebagai berikut :

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke

luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang

asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar ne-
geri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan
dan pembayaran Lettter of Credit dan transaksi lainnya.

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan

oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk
melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, se-
hingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya
bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan
daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan
masih dalam batas-batas negara.
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D. Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Perbankan
Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan lem-
baga keuangan berawal dari sektor perbankan yang ditandai
dengan berdirinya Bank Mumalat Indonesia (BMI) pada ta-
hun 1991, sebagai bank umum pertama kali yang melaksana-
kan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Landasan
hukum lembaga keuangan bank berdasarkan prinsip bagi
hasil adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Penerapan prinsip syariah dalam perbankan semakin
dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No-
mor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini
mempertegas, bahwa bank berdasarkan pengelolaanya terdiri
dari bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip sya-
riah. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, UU No.
10/1998 menganut sistem perbankan ganda (dual banking
system), yaitu suatu sistem yang memperbolehkan bank
umum konvensional memberikan layanan syariah melalui
mekanisme Islamic window dengan terlebih dahulu mem-
bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam perkembangannya,
dasar hukum lembaga keuangan syariah diperkuat dengan
disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Noor 21
Tahun 2008. ©
Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan tentang Ke-
giatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
antara lain meliputi:
1. Pengaturan yang terkait sumber pendanaan yang antara
lain dapat dilakukan melalui pendanaan Mudharabah

Plbid.
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Mutlagah, pendanaan Mudharabah Mugayyadah, pen-
danaan Mudharabah Musytarakah dan pendanaan Mu-
syarakah;

2. Pengaturan yang terkait dengan pembiayaan Perusahaan
Pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan
dengan menggunakan akad-akad Ijarah, Ijarah Muntahi-
ah Bit Tamlik, Wakalah Bil Ujrah, Murabahah, Salam
dan Istishna’

3. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk memiliki De-
wan Pengawas Syariah; dan

4. Kewajiban pelaporan.

Untuk peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan
Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prin-
sip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang
hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persya-
ratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi
yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan dalam melaku-
kan kegiatan usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-
akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud.
Regulasi yang terkait dengan jenis-jenis akad nantinya akan
senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan kebutu-
han pasar serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga
keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang pe-
sat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran
sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara
kaffah. Adapun keberatan Islam terhadap lembaga keuangan
konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga
intermediasi keuangan (financial intermediary) atau fungsi
lainnya, melainkan karena di dalamnya mengandung unsur-
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unsur yang dilarang, yakni unsur perjudian (maysir), ketidak-
pastian (gharar), bunga (riba), suap-menyuap (ryswah), dan
bathil.

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal
dalam rangka memberikan solusi mengenai hal dimaksud,
menawarkan jalan keluar berupa penggunaan akad-akad Is-
lam dalam operasional lembaga keuangan atau lembaga pem-
biayaan. Realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan
akad-akad dimaksud atau yang lebih dikenal dengan penera-
pan prinsip syariah mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Materi mua-
tan fatwa masuk dalam hukum positif berupa Undang-Un-
dang, kemudian secara teknis masuk dalam Peraturan Bank
Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan
Ketua Bapepam-LK yang secara legal formal menjadi dasar
hukum bagi praktik lembaga-lembaga dimaksud.
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BAB VI
ASPEK HUKUM LEMBAGA KEUANGAN
BUKAN BANK

A. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua
badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan selain
bank. LKBB ini secara langsung atau tidak langsung menghim-
pun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas ber-
harga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama
guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Lembaga keuangan bukan bank mulai banyak didirikan
pada tahun 1972. Tujuannya untuk mendorong pengembangan
pasar uang dan pasar modal serta membantu pemodalan pe-
rusahaan-perusahaan, terutama pengusaha golongan ekonomi
lemah. Oleh karenanya LKBB diperkenankan menghimpun
dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat
berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada peru-
sahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam
penerbitan surat-surat berharga serta menjamin terjualnya
surat-surat berharga tersebut.!

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) ini memiliki be-
berapa tujuan yakni:

"Thomas Suyatno, dkk., Kelembagaan Perbankan (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 1999), 12.
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. Untuk mendorong perkembangan pasar modal

2. Membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekono-

mi lemah

Selain tujuan diatas, lembaga keuangan bukan bank ini

juga memiliki peranan dalam perekonomian yakni :

L.

Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produkti-
vitas barang / jasa

. Memperlancar distribusi barang
. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan

Pengaturan Hukum Lembaga Keuangan Bukan Bank
di Indonesia

Lembaga keuangan bukan bank mengalami perkembangan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan

selain bank. Lembaga keuangan bukan bank dapat dibedakan

berdasarkan kinerja yang membedakan satu dengan yang

lainnya. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya:

L.

Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara
dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertangung, dengan mene-
rima premi, untuk memberikan kepada tertanggung
karena kerugian, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung,
yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertang-
gung jawabkan. ? Asuransi (insurance) yang sering juga

*Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2001), 260-261
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diistilahkan dengan pertanggungan bekerja berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian. ’
a. Polis Asuransi
Dalam setiap transaksi asuransi harus diterbitkan sua-
tu akte bermaterai tempel sebagaimana diatur dalam
aturan bea materai akte ini yang dinamakan Polis.
Dengan kata lain polis adalah surat kontrak pelaksana-
an asuransi yang berupa kesepakatan kedua belah pi-
hak. Polis ini memuat hal-hal sebagai berikut :
1) Nomor polis
2) Nama dan alamat tertanggung
3) Uraian risiko
4) Jumlah pertanggungan
5) Jangka waktu pertanggungan
6) Besar premi, bea materai dan lain-lain
7) Bahaya-bahaya yang dijaminkan
8) Khusus untuk polis yang dipertanggungkan ken-
daraan bermotor ditambah dengan nomor polis, no-
mor rangka (chasis) dan nomor mesin kendaraan.
b. Premi (Premium)
Premi asuransi adalah uang pertanggungan yang
dibayar tertanggung kepada penanggung. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya premi,
misalnya:
1) Untuk asuransi kebakaran, premi tertanggung dari:
a) Konstruksi bangunan
b) Lokasi (letak) bangunan
¢) Terhadap apa saja barang itu dipertanggungkan

’Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2000), 72.
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2) Untuk asuransi pengangkutan laut, premi tertang-

gung dari:

a) Jenis kapal yang dipertanggungkan (konstruksi
kayu, besi)

b) Barang yang dimuat (mudah rusak dan terbakar)

c) Syarat-syarat pertanggungan (misal seluruhnya
rusak, sebagian, rusak khusus).

d) Untuk asuransi kendaraan bermotor, premi
bergantung dari jumlah yang dipertanggugkan.

2. Perusahaan Dana Pensiun

Merupakan perusahaan yang memungut dana dari karya-
wan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan
kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana
pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut
dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan,
kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam
bentuk pensiun setelah dalam jangka waktu tertentu se-
suai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, mak-
sudnya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan
tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-
sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapat-
kan dana pensiun.* Dana pensiun memberikan manfaat
ini diantaranya :

a. Bagi perekonomian nasional, yakni dana yang dihim-
pun dari iuran peserta dapat sebagai modal bagi du-
nia usaha.

b. Bagi peserta, yakni dana pensiun akan memberi jami-
nan pendapatan di hari tua

c. Manfaat bagi perusahaan, yakni : loyalitas, kewajiban
moral, dan kompetisi pasar tenaga kerja

*Kasmir, Bank, 290.
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d. Manfaat bagi karyawan, yakni rasa aman dan kom-
pensasi yang lebih baik
3. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi
yang menghimpun dana dari masyarakat dan memin-
jamkan kembali kepada anggota atau masyarakat. °
a. Modal Koperasi :
1) Simpanan Pokok : dibayar sekali pada awal men-
jadi anggota
2) Simpanan Wajib : dibayar selama menjadi anggota
dengan jangka waktu tertentu .
3) Simpanan Sukarela : dibayar dalam jangka waktu
yang tidak ditentukan
b. Landasan Koperasi :
1) Landasan Idiil : Pancasila
2) Landasan Struktural : UUD 1945 pasal 33 ayat 1
3) Landasan Operasional : UU no 25 tahun 1992
4) Landasan Mental : kesetiakawanan dan kesadaran
c. Keuntungan :
1) Tidak memakai jaminan
2) Angoota terhindar dari rentenir
3) Akhir tahun memperoleh SHU
4. Pasar modal
Pasar Modal merupakan suatu tempat bertemunya
para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi
dalam rangka memperoleh modal.® Penjual dalam pasar
modal merupakan perusahaan yang membutuhkan mo-
dal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual

*Muhamad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta:
UII Press, 2000), 114.

“Hulwati, Transaksi Saham di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Islam
(Yogyakarta: UII Press, 2001), 9.
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efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor)
adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan
yang menurut mereka menguntungkan.
Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek yang
di Indonesia dewasa ini ada 2 buah bursa efek yaitu bur-
sa efek Jakarta, dan bursa efek Surabaya. Pada tanggal
30 oktober 2007, kedua bursa di merger menjadi satu
dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan
untuk pasa modal syariah, listingnya di lakukan di Ja-
karta Islamic Index yang telah diluncurkan sejak 3 juli
2000. 7
Dalam transaksi di pasar modal investor dapat lang-
sung meneliti dan menganalisis keuntungan masing-ma-
sing perusahaan yang menawarkan modal. Begitu me-
reka anggap menguntungkan dapat langsung membeli
dan menjualnya kembali pada saat harga naik pada saat
yang sama . Jadi dalam hal ini investor dapat pula men-
jadi penjual kepada investor lainnya.®
a. Keuntungan pasar modal :
1) Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang
untuk dunia usaha.
2) Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara
optimal bagi investor.
3) Memungkinkan adanya upaya diversifikasi.
b. Kelemahan pasar modal :
1) Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyu-
litkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di
dalamnya.

"Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana,
2009), 109-110.

$Kasmir, Bank, 177-178.
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2) Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga
dapat merugikan pihak tertentu.
3) Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut ter-
pengaruh.
5. Leasing

Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusa-
haan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal
untuk digunakan oleh suatu perusahaan, dengan jangka
waktu berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala di-
sertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk
membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau
memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai
sisa yang telah disepakati.’

Dasar hukum operasional leasing berdasarkan ke-
putusan bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia dibuat Surat Kepu-
tusan : No. Kep. 122/MK/IV/1974, No. Kep. 32/M/
SK/2/1974, dan No. Kep. 30/Kpb/1/74, No.1251/
KMK.013/1988, dan No.1169/KMK.01/1991. Surat ini
merupakan surat izin usaha diberikan oleh Menteri Keu-
angan, setelah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia.

6. Anjak Piutang
Perusahaan Anjak Piutang adaah badan Usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembe-
lian atau pengalihan serta pengurusan piutang. Kegiatan
perusahaan anjak piutang diatur dalam SK Menteri Keu-

angan No. 1251/KMK.013/1988. 1©

‘Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2009), 66-71.

Ketut Rindjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 152-153.
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a. Manfaat bagi klien, yakni: peningkatan penjualan,
kelancaran modal kerja, memudahkan penagihan
hutang, dan efisiensi usaha

b. Manfaat bagi factor, yakni : mendapat pembayaran
dari klien

c. Manfaat bagi customer, yakni : kesempatan untuk
membeli secara kreditdan dan pelayanan penjualan
yang lebh baik

7. Pegadaian

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bu-
kan bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas pem-
biayaan kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif
maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum ga-
dai. Pada dasarnya transaksi pembiayaan yang dilakukan
oleh pegadaiam sama dengan prinsip peinjaman mela-
lui lembaga perbankan, namun yang membedakannya
adalah dasar hukum yang digunakan, yaitu hukum ga-
dai. Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Per-
data pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang
yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. !!

a. Sumber Dan Penggunaan Dana
Sumber dana pada perum pegadaian berasal dari:

1) Modal Sendiri, modal sendiri yang dimiliki oleh
Perum Pegadaian berasal dari modal awal, penyer-
taan dari pemerintah, dan laba ditahan yang be-
rasal dari akululasi laba sejak masa pemerintahan
Hindia Belanda.

2) Pinjaman Jangka Pendek, berasal dari perbankan
dan dari pihak lainnya. Pinjaman dari perbankan
merupakan sumber dana yanmg paling dominan

Y, Sri Susilo, dkk., Bank & Lembaga Keuangan lain (Jakarta: Salemba
Empat, 2000), 179-188.

72



Flﬂury Fko Purwana

dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Ada-
pun pinjaman dari pihak lainnya berasal dari
pendapatan diterima dimuka, biaya yang masih
harus dibayar dan lainnya.

3) Penerbitan Obligasi, diterbitkan dengan tujuan
menghimpun dana dari masyarakat. Atas obligasi
yang dibelinya, masyarakan memperoleh imbalan
berupa bunga.

b. Tujuan utama

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk menga-
tasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang
tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang
ijon atau tukang rentenir yang bunganya relative
tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan pinjaman
uang dengan jaminan barang-barang berharga. Jadi
keuntungan perusahaan pegadaian jika dibanding-
kan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga
keuangan lainnya adalah :

1) Waktu yang relative singkat untuk memperoleh
uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan
prosedurnya yang tidak berbelit-belit.

2) Persyaratan yang sangat sederhana sehingga me-
mudahkan konsumen untuk memenuhinya.

3) Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang
tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan

kehendak nasabahnya."

’Kasmir, 231-233.
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C. Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Lembaga Keu-
angan Bukan Bank

Fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga
keuangan bukan di Indonesia mengalami perkembangan
yang pesat sebagaimana juga pada lembaga keuangan bank.
Realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan prinsip
syariah dengan akad-akadnya mendasarkan pada fatwa De-
wan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Materi muatan fatwa masuk dalam hukum positif berupa
Undang-Undang, kemudian secara teknis masuk dalam Pera-
turan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan,
Keputusan Ketua Bapepam-LK yang secara legal formal men-
jadi dasar hukum bagi praktik lembaga-lembaga dimaksud.
Penerapan prinsip syariah dapat dilihat sebagai berikut :

Pertama, Asuransi. Asuransi konvensional mendasarkan
pada prinsip pengalihan risiko (risk transfering). Hal ini yang
membuatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah, di mana di
dalamya kita jumpai unsur yang dilarang dalam Islam yakni
unsur spekulatif (maisyir). > Sementara asuransi berdasarkan
prinsip syariah menghendaki adanya unsur tolong-menolong
(ta’awun antar sesama) dan menghindari unsur spekulatif di-
maksud.

Prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang
bebas dari unsur gharar, maisyir, dan riba dapat diimple-
mentasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi
atau perusahaan reasuransi. Adapun ketentuan mengenai
akad dalam asuransi sebagai berikut:

1. Akad dalam asuransi.

a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusaha-

an terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru’.

BSoemitra, Bank, 36-37.
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b. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah

mudharabah, sedangkan akad tabarru’” adalah hibah.
2. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan

b. Cara dan waktu pembayaran premi

c. Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-
syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi
yang diakadkan.

3. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah & tabarru’,
adalah:

a. Dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertin-
dak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertin-
dak sebagai shahibul maal (pemegang polis).

b. Dalam akad tabarrru’ (hibah), peserta memberikan
hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta
lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan
bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Hukum positif yang mengatur mengenai asuransi adalah
UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pengatu-
ran mengenai asuransi syariah secara tegas baru dijumpai da-
lam PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Pe-
rasuransian. Seperti halnya di perbankan, PP No. 39/2008
juga memberikan kesempatan bagi Perusahaan Asuransi/
Reasuransi Konvensional untuk menyelenggaran layanan
syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS di kantor
pusatnya.

Kemudian secara lebih teknis operasional perusahaan
asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah
mengacu kepada beberapa Keputusan Menteri Keuangan
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(KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penye-
lenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, KMK No. No. 424/
KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan KMK No. 426/
KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. ™

Kedua, Reksa Dana dan Pasar Modal. Reksa Dana dan
Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah selain mendasarkan
pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khusus
untuk operasionalnya mendasarkan pada Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: 130/BL/2006 Tanggal: 23 No-
pember 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan
Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Kepu-
tusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-131/BL/2006
Tanggal: 23 Nopember 2006 yang dalam lampirannya me-
muat Peraturan Nomor [X.A.14 tentang Akad-Akad yang di-
gunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal."

Ketiga. Lembaga Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip sya-
riah adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (fac-
toring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan
usaha kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan pem-
biayaan ini Ketua Bapepam-LK sudah mengeluarkan paket
regulasi berupa Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor
Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan
Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam
dan LK Nomor Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad
Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan
Berdasarkan Prinsip Syariah.

“Ibid., 251-252.
BIbid., 109.
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Adapun lingkup pengaturan secara umum dari Peratu-
ran tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah meliputi:

1. Pengaturan yang terkait sumber pendanaan melalui
pendanaan Mudharabah Mutlagah, pendanaan Mudha-
rabah Mugayyadah, pendanaan Mudharabah Musytara-
kah dan pendanaan Musyarakah

2. Pengaturan yang terkait dengan pembiayaan dengan
menggunakan akad-akad Ijarah, Ijarah Muntahiah Bit
Tamlik, Wakalah Bil Ujrah, Murabahah, Salam dan Is-
tishna’

3. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk memiliki De-
wan Pengawas Syariah; dan

4. Kewajiban pelaporan.

Sedangkan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Diguna-
kan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan
Prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman
tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi,
persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta doku-
mentasi yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan dalam
melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan mengguna-
kan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan di-
maksud. Regulasi yang terkait dengan jenis-jenis akad nanti-
nya akan senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan
kebutuhan pasar serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah.
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BAB VII
ASPEK HUKUM KONTRAK BISNIS

A. Pengertian Kontrak Bisnis

Kontrak atau perjanjian memiliki pengertian yang sama
dengan contracts (dalam bahasa Inggris) dan overeenkomst (da-
lam bahasa Belanda). Kontrak adalah peristiwa dimana dua
orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dan biasanya dilaku-
kan secara tertulis. ' Para pihak yang bersepakat mengenai
hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati
dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menim-
bulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbinte-
nis). Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan
kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut,
karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum
formal, sepanjang kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata kontrak adalah sah
apabila terpenuhi syarat-syarat berikut :

1. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kon-
trak dapat dibatalkan, meliputi ;

'Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Jakarta : Kencana,
2005), 49

*Swasti R. Maysuhara, SuratMenyurat, Proposal & Pendirian Usaha (Yogya-
karta: Elmatera Publishing, 2009), 111-112.
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a. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan ti-
dak sakit ingatan):
b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Syarat Objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kon-
traknya batal demi hukum, meliputi :
a. Suatu hal (objek) tertentu;
b. Suatu sebab yang halal (kausa).

Selain kontrak juga dikenal istilah hukum kontrak. Hu-
kum kontrak adalah contract of low (dalam bahasa Inggris)
atau overeenscom of low (dalam bahasa Belanda). Laurence
M Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perang-
kat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar
dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Sedangkan menurut
Michael D Bayles, hukum kontrak adalah sebagai aturan
hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau
persetujuan. Menurut Salim H.S, hukum kontrak adalah
keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hu-
bungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan
kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum.

Definisi diatas berdasarkan pendapat Van Dunne yang ti-
dak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata,
tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya. Per-
buatan sebelumnya mencakup tahap penawaran dan peneri-
maan (Pracontractual ) dan tahap pelaksanaan perjanjian (post
contractual). Hubungan hukum adalah hubungan yang me-
nimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya
hak dan kewajiban. Hak merupakan sebuah kenikmatan, se-
dangkan kewajiban merupakan sebuah beban.’

’Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta:
Sinar Grafika, 2003), 3.
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Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-
undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pem-
buatnya saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berla-
ku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap
pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi).
Pengaturan tentang kontrak diatur terutama didalam KUH
Perdata (BW) tepatnya dalam buku III, di samping mengatur
mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga menga-
tur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya ten-
tang perbuatan melawan hukum.

Dalam KUH Perdata terdapat peraturan umum yang
berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang ber-
laku hanya untuk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus)
yang namanya sudah diberikan undang-undang. Contoh
perjanjian khusus adalah jual beli, sewa menyewa, tukar me-
nukar, pinjam meminjam, pemborongan, pemberian kuasa
dan perburuhan. Selain KUH Perdata, masih ada sumber
hukum kontrak lainnya di dalam berbagai produk hukum,
misalnya tentang sewa beli. Dengan demikian kontrak yang
dimaksudkan secara khusus, salah satu contohnya adalah
kontrak bisnis.

Dalam kontrak bisnis, asas hukum penting berkaitan
dengan berlakunya kontrak adalah sama dengan pada umum-
nya yakni kebebasan berkontrak. Dengan kata lain, pihak-pi-
hak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah
ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya
dan bebas menentukan sendiri isi kontrak bisnis tersebut.
Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat
pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan un-
dang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.*

*Maysuhara, SuratMenyurat, 109-110.
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B. Pengaturan Hukum Kontrak Bisnis di Indonesia
Sistem pengaturan hukum kontrak di Indonesia adalah
sistem terbuka (open system). Artinya bahwa setiap orang be-
bas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur
maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal
ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam
pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-un-
dang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan pada pasal
tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyara-
tannya
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau
lisan

Dalam sejarah perkembangannya, hukum kontrak pada
mulanya menganut sistem tertutup. Artinya para pihak teri-
kat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang.
Ini disebabkan adanya pengaruh ajaran legisme yang meman-
dang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang.

Berikut ini beberapa contoh kontrak khusus dan penting
yang banyak terjadi dalam praktik bisnis pada umumnya :

1. Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit ini dibagi menjadi dua macam
yaitu perjanjian kredit uang, contohnya perjanjian kar-
tu kredit dan perjanjian kredit barang, contohnya per-
janjian sewa beli, perjanjian sewa guna usaha dan lain
sebagainya. Dasar dari perjanjian kredit ini adalah UU
perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perjanjian kredit
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yang diatur dalam pasal 1 ayat 11, yang berbunyi : ° “Kre-
dit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersam-
akan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank(kreditor) dengan pihak lain
(debitor) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga”.

Perjanjian Leasing (kradit barang)

Leasing berasal dari kata lease (bahasa Inggris) adalah
perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsu-
ran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembe-
li setelah angsurannya lunas dibayar (Keputusan Menteri

Perdagangan No. 34/KP/11/1980).

. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara dua pihak,
penerima kerja dan pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian
kerja merupakan hal terpenting bagi seseorang yang be-
kerja dalam suatu instansi/lembaga/perusahaan, yaitu
hubungan prestasi-kontra prestasi. Perjanjian kerja di-
buat atas dasar:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

b. Kemampuan dan kecakapan melakuakan perbuatan
hukum

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

SKasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2000),
241.
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Dalam pasal 54 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 selanjut-
nya dijelaskan bahwa dalam Perjanjian Kerja yang dibuat
secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat:
Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
Jabatan atau jenis pekerjaan
. Tempat pekerjaan
Besarnya upah dan cara pembayarannya

N

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban
kedua belah pihak

Mulai dan jangka waktu perjanjian kerja

o 0

. Tempat dan tanggal perjanjian dibuat
i. Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja
Umumnya perjanjian kerja dibuat dalam bentuk
tertulis, namun tidak menutup kemungkinan perjanjian
kerja dibuat secara lisan. Khusus untuk perjanjian kerja
secara lisan ini, dalam hal hubungan antara pekerja dan
pengusaha, Undangundang mewajibkan pengusaha untuk
membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang dimak-
sud. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
dalam pasal 63 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003, adapun
isi dari Surat Pengangkatan ini sekurang-kurangnya me-
muat keterangan:
a. Nama dan alamat pekerja
b. Tanggal mulainya bekerja
c. Jenis pekerjaan
d. Besarnya upah
. Perjanjian Jual Beli
Perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian tim-
bal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan
pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian
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jual beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban un-
tuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Jual
beli merupakan proses peralihan hak yang sudah ada
sejak zaman dahulu, dan biasanya diatur dalam hukum
adat, dengan prinsip: Terang dan Tunai. Terang artinya
dilakukan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang,
dan Tunai artinya dibayarkan secara tunai. Jadi, apabila
harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses
jual beli dimaksud.

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak macam,
malalui sudut pandang yang berbeda-beda. Dilihat dari
jenis barang yang dijadikan perjanjian, jual beli terbagi
menjadi beberapa macam: jual beli bebas, yakni menu-
kar barang dengan uang. Money changer, yakni menukar
uang dengan uang Serta barter, yakni menukar barang
dengan barang. Di lihat dari sisi cara penetapan harga,
jual beli dibagi menjadi beberapa macam pula: Pertama
jual beli tawar menawar, yakni jual beli yang penjualnya
tidak memberitahu harga modal barangnya. Kedua jual
beli amanah, yakni jual beli yang penjualnya menyebut-
kan harga modal barangnya yang dengan cara itu harga
bisa ditetapkan. Ketiga jual beli lelang, yakni menjual
barang kepada yang memberikan harga tertinggi. Dili-
hat dari cara pembayarannya , jual beli terbagi menjadi
beberapa macam pula: jual beli dengan penyerahan ba-
rang langsung dan pembayaran kontan, disebut jual beli
kontan. Lalu jual beli dengan pembayaran dan penyera-
han barang tertunda, disebut jual beli hutang dengan
hutang.
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5. Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepa-
katan dimana penyewa harus membayarkan atau mem-
berikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang
yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.
Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbo-
lehkan. Contoh sewa menyewa dalam kehidupan sehari-
hari adalah kontrak gedung kantor, sewa lahan untuk
pertanian, menyewa/carter kendaraan, menyewa vcd
dan dvd original, dan lain-lain.

Dalam sewa menyewa harus ada barang yang dise-
wakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan, dan kesepaka-
tan antara pemilik barang dan yang menyewa barang.
Penyewa dalam mengembalikan barang atau asset yang
disewa harus mengembalikan barang secara utuh seperti
pertama kali dipinjam tanpa berkurang maupun bertam-
bah, kecuali ada kesepakatan lain yang disepakati saat se-
belum barang berpindah tangan. Hal-hal yang membuat
sewa menyewa batal, antara lain:

a. Barang yang disewakan rusak
b. Periode/masa perjanjian/kontrak sewa menyewa te-
lah habis
c. Barangyang disewakan cacat setelah berada di tangan
penyewa.
6. Perjanjian Royalti

Di Indonesia belum ada peraturan yang khusus
mengatur mengenai perjanjian penerbitan buku, baik
formal maupun isinya. Sehingga secara umum masih
berpedoman pada Buku Ketiga KUH Perdata tentang
perikatan. Selain itu juga mengacu pada UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam prakteknya,

86



Flﬂury Fko Purwana

perjanjian penerbitan buku berkembang menjadi suatu
perjanjian baku. Tiap-tiap penerbitan mempunyai ben-
tuk perjanjian penerbitan sendiri-sendiri, yang berbeda
dengan penerbitan lainnya. Juga mengenai materi ten-
tang hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya, semua
ini tergantung pada kebijaksanaan penerbitan itu sendiri
sekaligus kamampuan negosiasi masing-masing pihak.

Dalam surat perjanjian, dan hal ini sering tidak di-
pahami penulis adalah kejelasan tanggal pembayaran.
Biasanya dalam surat perjanjian tertera pembayaran
akan dilakukan selama dua kali dalam setahun yaitu
bulan Januari dan Juli, misalnya. Kebanyakan surat per-
janjian tidak mencantumkan pada tanggal berapa penu-
lis mendapatkan kepastian. Selain itu, dalam surat per-
janjian tidak secara jelas disebutkan kapan waktu cetak
ulang. Sehingga, banyak penulis yang tidak mendapatkan
royalty walaupun bukunya telah dicetak berulang kali.®

. Perjanjian Keagenan dan Distributor

Agen adalah perusahaan Nasional yang menjalan-
kan keagenan, sedangkan keagenan adalah hubungan
hukum dengan pemegang merek (principal) dan suatu
perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan pera-
kitan/ pembuatan/ manufaktur serta penjualan/ distri-
busi barang modal atau produk industry tertentu. Jasa
keagenan adalah usaha jasa perantara untuk melakukan
suatu transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan
produsen di suatu pihak dan konsumen di lain pihak.

. Perjanjian Franchising dan Lisensi

Franchising merupakan salah satu bentuk lain dari

praktik bisnis, yang paling umum biasanya dibidang

®Maysuhara, SuratMenyurat, 116-155.
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restoran cepat saji, hotel, copy center, kantor broker dan
lain sebagainya. Franchise adalah pemilik dari sebuah
merek dagang, nama dagang, sebuah rahasia dagang,
paten, atau produk (biasanya disebut “Franchisor”) yang
memberikan lisensi kepihak lain (biasanya disebut franchi-
see) untuk menjual atau membeli pelayanan dari produk
di bawah nama franchisor. Franchise biasanya membayar
semacam fee (royalty)kepada franchisor terhadap aktivitas
yang mereka lakukan. Franchisee dan franchisor merupa-
kan dua pihak yang trpisah satu dengan yang lainnya.

Aspek-aspek kebebasan berkontrak bisnis di Indonesia
sebagaimana yang berlaku mengacu pada pasal 1338 KUH
Perdata (BW), yang menyiratkan adanya 3 (tiga) asas dalam
perjanjian:’

1. Mengenai terjadinya perjanjian

Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut BW/,

perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetuju-

an, kehendak antara para pihak (consensus, consensua-
lisme).
2. Tentang akibat perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat

antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam

pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan bahwa perjan-
jian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku se-
bagai undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan
perjanjian tersebut.

3. Tentang isi perjanjian

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (contractsvrij-

heid atau partijautonomie) yang bersangkutan.

"Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum dalam Bisnis (Jakarta: Rineka
Cipta, 2003), 31.
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Dalam hal pembatalan, suatu perjanjian dinyatakan
batal bila suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi
syarat pasal 1320 KUH Perdata. Pembatalan bisa dibedakan
ke dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis,
yaitu:

1. Null and Void yang dimaksud adalah dari awal perjan-
jian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apa-
bila syarat obyektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal
demi hukum, dari semula tidak pernah ada perjanjian-
dan tidak pernah ada suatu perikatan.

2. Voidable yang dimaksud adalah bila salah satu syarat
subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal
demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan
pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat ke-
dua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim)
atas permintaan pihak yang berhak meminta pembata-
lan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yamg mem-
berikan sepakatnya secara tidak bebas. ®

C. Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Kontrak Bisnis

Kontrak dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu’ahadah
ittifa’. Kontrak lebih dikenal dengan sebutan akad menurut
istilah Fugahak. Akad ialah Perikatan ijab dengan gabul cara-
cara yang disyari’atkan yang mempunyai danpak pada yang
diakadkan itu.

Dalam hal syarat dan rukun perjanjian, menurut Afzalul
Rahman seperti dikutip M. Syafi’l Antonio (2001: 30), dalam
prinsip syari’ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi
duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasar-
kan hukum Islam. Sering kali nasabah (pelaku bisnis) berani

$Maysuhara, Surat-Menyurat, 110-116.
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melanggar kontrak yang telah dilakukan karena kontrak
tersebut hanya berdasarkan hukum positif saja, lain halnya
dengan prinsip syari’ah yang mempunyai kekuatan hukum
sampai hari kiamat nanti. °
Setiap akad dalam konomi syari’ah, baik dalam hal ba-
rang (objek), pelaku transaksi (subjek), maupun ketentuan
lainnya, harus memenuhi ketentuan akad sebagai berikut :
1. Rukun akad, seperti penjual, pembeli, barang, harga,
dan akad/ijab gabul.
2. Syarat akad, seperti :

a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas
barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hu-
kum syari’ah

b. Harga barang dan jasa harus jelas

c. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdam-
pak pada biaya transportasi

d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam
pemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum
dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada tran-
saksi short sale dalam pasar modal.

Menurut M. Syafii Antonio (2001 : 29) dalam beberapa
hal, praktik bisnis konvensional dan praktik bisnis syari’ah
memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan
uang, mekanisme transfer, teknologi, komputer, dan sebagai-
nya. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara
keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur
organisasi, usaha yang di biayai, dan lingkungan kerja.

HS. Salim. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta:
Sinar Grafika, 2003), 74-75.
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BAB VIII
ASPEK HUKUM KERJASAMA BISNIS

A. Pengertian Kerjasama Bisnis

Bisnis berasal dari bahasa Inggris business yang berarti
kegiatan usaha. Dalam pengertian yang lebih luas bisnis di-
artikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan
oleh orang/badan usaha secara teratur dan terus menerus,
yakni berupa kegiatan mengadakan barang-barang/jasa-jasa
maupun fasilitas-fasilitas untuk dijual belikan di pertokoa-
an/ disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.!
Sedangkan pengertian kerjasama bisnis adalah kemitraan
yang berarti suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh orang
pihak/lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih ke-
untungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan
saling membesarkan.

Di dalam melaksanakan kegiatar bisnis sehari-hari, ternya-
ta dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang
melakukannya dengan bekerja sama dengan pihak lokal dan
ada pula yang melakukannya dengan pihak asing. Ada yang
melakukannya untuk pribadi dan ada pula yang melakukan-
nya untuk kepentingan perusahaan. Dalam konteks kerja-
sama bisnis ini, menurut Amirial Salat I, menyatakan bahwa
fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang

"Erni R.Ernawan, Business Ethics (Bandung : Alfabetaa, 2007), 11
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berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dalam praktek bisnis, agar terwujud wa-
tak dan perilaku aktifitas di bidang bisnis yang berkeadilan,
wajar, sehat dan dinamis.’

Kerjasama bisnis ini dilakukan karena mempunyai ke-
pentingan dan tujuan sendiri-sendiri. Tujuan-tujuan kerja-
sama bisnis ini diantaranya : *

1. Untuk saling mencari keuntungan satu sama lain.

2. Untuk mempercepat proses pemasaran produkriya ke
masyarakat luas.

3. Untuk membantu pihak lain karena tidak diizinkannya
pihak lain memasarkan produknya secara langsung di
suatu negara.

4. Untuk memperkuat pihak yang lemah karena ketidak-
mampuannya untuk berbisnis

5. Untuk memperkuat permodalannya dan tujuan-tujuan
lainnya.

B. Pengaturan Hukum Kerjasama Bisnis di Indonesia

Praktek hubungan-hubungan bisnis dalam bentuk kerja-
sama bisnis telah dilakukan oleh pelaku usaha baik dengan
sesama warga negara (lokal/ nasional) maupun warga asing
(internasional). Kerjasama bisnis yang dilakukan bisa ber-
bentuk diantaranya : *

!Abdul R. Saliman, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Re-
nada Media Group, 2005), 9.

’Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum dalam Bisnis (Jakarta: Rineka
Cipta, 2003), 52.

*Saliman, Hukum, 53-65
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1. Keagenan/Distributor

Kerjasama bisnis keagenan muncul disebabkan oleh
adanya pihak luar negeri yang tidak diperbolehkan un-
tuk menjual barangnya (produksinya) secara langsung,
baik ekspor/impor ke Indonesia. Untuk itu pihak asing
yang biasa disebut dengan principal harus menunjuk
agen-agennya atau perwakilannya di Indonesia untuk
memasarkan produknya. Kerjasama bisnis dengan nama
keagenan dan dengan nama distributor adalah berbeda.
Namun dalam praktik bisnis sehari-hari keduanya bisa
digabungkan. Bila seseorang/badan bertindak sebagai
agen, berarti ia bertindak untuk dan atas nama princi-
pal. Sedangkan bila seseorang/badan bertindak sebagai
distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas nama
dirinya sendiri.’

Pertanyaan berikutnya adalah apakah perbedaannya
antara agen/distributor dengan makelar dan komisio-
ner! Makelar(broker) adalah seseorang yang pekerjaannya
adalah bertindak sebagai perantara dalam suatu suatu
transaksi bisnis antara pihak-pihak yang tersangkut. Ma-
kelar disini tidak mempunyai wewenang untuk bertindak
dan atas nama salah satu pihak dalam suatu transaksi.
Sedangkan apabila seseorang ingin melaksanakan jual
beli, baik jual beli barang ataupun jasa melalui seorang
perantara, dengan memberikan kuasa kepada perantara
tadi untuk bertindak atas namanya tapi atas tanggung jawab
sendiri dengan menerima komisi atas jasa-jasanya, peran-
tara tadi disebut dengan komisioner.®

SSimatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis,53
‘Ibid., 54.
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Perbedaan Pokok Agen dengan distributor menurut
Nathan Weinstock (1987), seperti yang dikutip levi lana
(dalam jurnal Hukum Bisnis 2001) membedakan secara
tegas antara agen dengan distributor. Perbedaan tersebut
adalah :

a. Distributor membeli dan menjual barang untuk diri
sendiri dan atas tanggung jawab sendiri termasuk
memikul semua resiko, sedangkan agen melakukan
tindakan hukum atas perintah dan tanggung jawab
principal.

b. Distributor mendapat keuntungan atas margin harga
beli dengan harga jual, sementara agen mendapat ko-
misi.

c. Distributor bertanggung jawab sendiri atas semua biaya
yang dikeluarkan, sedangkan agen meminta pembaya-
ran kembali atas biaya yang dikeluarkannya.

d. Sistem manajemen dan akuntasi dari distributor ber-
sifat otonom, sedangkan keagenan berhak menagih
secara langsung kepada nasabah.

Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan pengatu-
ran tentang keagenan yang diberlakukan di Indonesia :
a. Hukum keagenan di Indonesia memberi kebebasan

antara principal dan agen untuk menjalin hubungan
hukum melalui penunjukan (sepihak dari principal)
atau perjanjian (tunduk kepada ketentuan mengenai
perikatan dari Hukum Perdata), yang tentu keduanya
mempunyai implikasi hukum yang berbeda.

b. Dilihat dari wajib daftar perusahaannya, maka hu-
bungan hukum keagenan, apakah “perjanjian” atau-
kan “pendaftaran”? sebagai penentu legalitas hubungan
keagenan? Kalau begitu pendaftaran merupakan nor-
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ma hukum yang bersifat imperatif, yang tidak dapat
dikesampingkan oleh para pelaku bisnis keagenan,
sementara apabila hubungan keagenan perjanjian,
maka pendaftaran hanya merupakan complementary
(pelengkap) yang dapat dikesampingkan;

c. Berbagai persyaratan yang diminta sehubungan per-
mohonan pendaftaran tersebut, tidak hanya sekadar
tanda menyangkut status dan kedudukan keagenan,
melainkan lebih menyerupai perizinan.

d. Dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.
428/M/SK/12/10987 Tentang Agen Tunggal Pe-
megang Merek, bila dicermati, untuk beberapa hal
menimbulkan kontradiksi bahkan mengesankan ter-
jadinya campur tangan pemerintah terhadap suatu
transaksi perdata.

e. Mengenai hak prioritas untuk kepemilikan saham
dari principal untuk mendirikan perusahaan manu-
faktur dari barang yang diagenkan tersebut, bagaima-
na seandainya track record dan kinerja yang buruk
dari agen tersebut buruk? Rasanya mustahil principal
menggandengnya.

Adapun sengketa-sengketa keagenan yang terjadi di-
antaranya :

a. Perselisihan biasanya disebabkan terutama menyang-
kut tata cara pengakhiran (siapakah yang dimaksud
dengan pihak, versi principal, pihak adalah hanya
agen saja, sementara versi agen, pihak adalah baik
principal maupun agen)

b. Standar atau ukuran untuk menilai kegiatan yang ti-
dak memuaskan dari pihak agen
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c. Penunjukkan agen lain sebelum ada penyelesaian
tuntas

d. Lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan
kontrak keagenan

e. Masih ada anggapan bahwa agen hanyalah sebatas
working relationship, bukan sebagai partnership dari
principal yang kemudian berujung pada habis manis
sepah dibuang, setelah melakukan berbagai upaya
untuk membangun channel of distribution, promosi,
pemasaran, dan lain-lainnya.

. Franchising (Hak Monopoli)

Franchising merupakan salah satu kerjasama bisnis
yang pada mulanya bagian saja dari system pemasaran.
Franchising digunakan oleh suatu perusahaan (franchi-
sor) untuk mengembangkan pemasarannya tanpa mela-
kukan investasi langsung pada outlet (tempat penjualan,
melainkan dengan melibatkan kerja sama pihak lain
(franchisee) selaku pemilik outlet. Model ini merupakan
konsep tradisional.’

Franchising berasal dari bahasa Prancis yang berarti
bebas, atau lebih lengkap lagi bebas dari penambahan
(free from servitude). Dalam bidang bisnis, franchise berarti
kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk men-
jalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah terten-
tu. Franchising adalah hubungan berdasarkan kontrak
lisensi yang menimbulkan cara memasarkan barang atau
jasa dengan member unsure control tertentu kepada pe-
masok (franchisor) sebagai imbalan bagi yang diperoleh
oleh pihak yang mendapat hak (franchisee) untuk meng-
gunakan merek dan nama barang franchisor.

Ibid., 56-61.
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Karakteristik dasar franchise:

a.

Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, yang
mewakili kepentingan yang seimbang antara franchi-
sor dengan franchisee.

Franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala
aspek bisnis yang akan dimasukinya.

Franchisee diperbolehkan beroperasi dengan meng-
gunakan nama, merk dagang, format dan atau prose-
dur, serta segala nama baik yang dimiliki franchisor.
Franchisee harus mengadakan investasi yang berasal
dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan
sumber dana lain.

Franchisee berhak secara penuh mengelola bisnisnya
sendiri.

Franchisee membayar fee dan atau royalty kepada
franchisor atas hal yang didapatnya dan atas bantuan
yang terus menerus diberikan oleh franchisor.
Franchise berhak memperoleh daerah pemasaran ter-
tentu dimana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak
memasarkan barang atau jasa yang dihasilkannya.

. Transaksi yang terjadi antara franchisor dengan fran-

chisee bukan merupakan transaksi yang terjadi antara
cabang dari perusahaan induk yang sama, atau antara
individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

3. Penggabungan Perseroan Terbatas (Joint Venture)

Perseroan terbatas atau joint venture dapat diartikan

atau diterjemahkan sebagai usaha secara bersama-sama.

Usaha bersama tersebut dapat mencakup semua jenis
kerjasama. Menurut Friedman, ada 2 macam Joint Ven-

ture, yaitu: °

8Ibid. ,61-63.
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a. Joint Venture yang tidak menjelaskan penggabungan
modal, sehingga kerjasama tersebut hanya terbatas
pada know-how yang dibawa ke dalam Joint Venture.

b. Joint Venture yang ditandai oleh partisipasi modal.

Tanda-tanda adanya kegiatan kerjasama bisnis da-
lam bentuk Joint Venture adalah :

a. Adanya perusahaan baru yang didirikan bersama-sa-
ma oleh beberapa perusahaan lain.

b. Adanya modal perusahaan Joint Venture yang terdiri
dari know-how dan modal saham yang disediakan oleh
perusahaan-perusahaan pendiri.

c. Bahwa perusahaan-perusahaan Joint Venture tetap
memilki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing.

d. Khusus untuk Indonesia seperti yang kita kenal sam-
pai sekarang, Joint Venture merupakan kerjasama an-
tar perusahaan domestic dan perusahaan asing.

Bentuk Penggabungan Usaha bersama antara dua atau
lebih perusahaan, dapat berbentuk sebagai berikut:

a. Konsolidasi
Konsolidasi berarti bergabungnya 2 atau lebih suatu
badan usaha menjadi suatu badan usaha baru.

b. Merger
Merger berarti penggabungan beberapa badan usaha,
dimana sampai saat ini peraturan mengenai merger
hanya untuk usaha di bidang perbankan saja.

c. Akuisisi
Akuisisi berarti pengambilalihan suatu badan usaha
oleh badan usaha lain dengan tetap menggunakan
nama badan usaha lama.
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Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan
mengapa perlu dilakukan usaha penggabungan suatu
perseroan. Alasan-alasan tersebut antara lain:

a. Untuk mengambilalih suatu perusahaan yang sedang
berjalan

b. Untuk memperluas suatu pasaran.

c. Untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pajak.

d. Untuk mendapatkan sumbersumber baru bagi ba-
rang-barang.

e. Untuk memperoleh cadangan uang tunai.

. Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer = BOT)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
248/KMK.041995 tanggal 2 Juni 1995, disebutkan bah-
wa yang dimaksud dengan bangun guna serah adalah
suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan an-
tara pemegang hak atas tanah dengan investor yang me-
nyatakan bahwa pemegang hak atas tanah telah membe-
rikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan
selama masa perjanjian bangunan guna serah (BOT) dan
mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada
pemegang atas tanah setelah masa bangunan guna serah
berakhir. *

Hubungan bisnis bangunan guna serah ini akan
membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Di satu
pihak si pemilik tanah tidak mempunyai modal untuk
membangun di atas tanah tersebut. Sedangkan si pe-
milik modal mempunyai dana, namun tidak memilki
tanah untuk membangun. Dengan demikian lembaga
ini membawa kepentingan yang sama-sama baik bagi ke-

dua belah pihak.

°Ibid., 63-65.
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Kewajiban dan hak masing-masing pihak
a. Pihak Pertama berkewajiban untuk:

1) Menyiapkan dan menyerahkan tanah sebagaima-
na dalam keadaan kosong dan bebas dari ikatan
hukum dengan pihak lain kepada Pihak Kedua
dengan suatu Berita Acara Penyerahan yang akan
dilampirkan pada dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari perjanjian ini.

2) Membantu kelancaran pengurusan dan penyele-
saian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah
tersebut tercatat atas nama Pihak Kedua, serta
membantu kelancaran pengurusan penyelesaian
perizinan-perizinan dalam rangka pendirian sara-
na yang diperlukan antara lain, Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB), H.O., Surat Ijin Tempat Usaha
(SITU), atas biaya Pihak Kedua.

b. Pihak Kedua berkewajiban untuk:

1) Melaksanakan pembangunan Bangunan sebagaima-
na dimaksud sampai selesai dalam jangka waktu
maksimal 2 (dua) tahun setelah keluarnya serti-
fikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Pi-
hak Kedua di atas tanah sertifikat Hak Milik atas
nama Pihak Pertama, sebagai masa kontruksi.

2) Membayar biaya pengadaan tanah.

3) Menyetorkan bagian keuntungan setiap tahun ke-
pada Pihak Pertama.

4) Membayar kompensasi atas pemberian Hak Guna
Bangunan atas nama Pihak Kedua diatas Hak Mi-
lik atas nama Pihak Pertama.
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Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se-
suai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Mengadakan renovasi Bangunan dan sarana
penunjangnya sekurang-kurangnya tiap 5 (lima)
tahun sekali.

Mengansuransikan bangunan tersebut pada Pe-
rusahaan Asuransi sejak pembangunan dimulai
sampai dengan berakhirnya kerjasama.
Menyerahkan kembali Bangunan dan hak pengo-
perasian kepada Pihak Pertama setelah berakhir-
nya jangka waktu pengoperasian dalam keadaan
baik dan dapat berfungsi secara maksimal.

Pihak Kedua berhak menjaminkan Hak Guna
Bangunan (HGB) atas nama Pihak Kedua di atas
Hak Milik atas nama Pihak Pertama pada Bank/
Lembaga Keuangan lainnya sesuai ketentuan pe-
rundangan yang berlaku.

10) Resiko finansial yang diakibatkan oleh transaksi

antara Pihak Kedua dengan Bank/Lembaga Keu-
angan maupun pihak-pihak lain menjadi beban
dan tanggung jawab Pihak Kedua."®

C. Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Kerjasama Bisnis

Ekonomi Islam mengajarkan kepada pelaku-pelaku eko-
nomi untuk melakukan kerjasama. ! Kerjasama ini tentunya
bertujuan untuk saling tolong menolong untuk mencapai
keuntungan dalam kerangka kelslaman. Hal-hal yang perta-
ma kali harus diperhatikan adalah masalah akad. Pengaturan

akad adalah:

0Tbid.
Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 50.
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1. Rukun akad seperti penjual, pembeli barang, harga,
akad, ijab qobul.
2. Syarat akad :

a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas
orang dan jasa yang haram menjadi batal demi hu-
kum syari’ah.

b. Harga barang dan jasa harus jelas

c. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdam-
pak pada biaya transaksi.

d. Barangyang di transaksikan harus sepenuhnya dalam
kepemilikan penjual.

Model kerjasama dalam praktik bisnis menurut eko-
nomi syari’ah yang lazim yang dijalankan antara lain : 2
1. Bagi hasil (profil sharing) dengan prinsip al-musyarokat,
al-mudhorobah, al muzara’ah dan al-musaqoh.
2. Jual beli (sale and purchase) dengan prinsip al-muraba-
hah, as-salam, al-istishna, al-ijarah.

ZRachmat Syafe'l, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183-
203.
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BAB IX
ASPEK HUKUM SURAT-SURAT
BERHARGA

A. Pengertian Surat-Surat Berharga

Dalam dunia bisnis surat berharga identik atau dikenal
dengan istilah negotiable instruments, negotiable papers, transfe-
rable papers, commercial papers dan waardepapieren. ! Menurut
Wirjono Prodjodikoro, istilah surat-surat berharga itu terpa-
kai untuk suratsurat yang bersifat seperti uang tunai, jadi
yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berar-
ti bahwa suratsurat itu dapat diperdagangkan atau dapat
ditukarkan sewaktu-waktu dengan uang tunai.

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel,
saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya,
atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim
diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Surat
berharga berbeda dengan surat yang mempunyai harga. Be-
rikut ini beberapa hal tentang surat berharga :

1. Surat berharga merupakan terjemahan dari istilah aslinya
dalam bahasa Belanda yakni waarde papier. Di Negara
Anglo Saxon, surat berharga dikenal dengan istilah ne-
gotiable instruments. Sedangkan surat yang mempunyai

'Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang tentang SuratSurat Berharga
(Bandung: Citra Aditya Bakti,,2003), 4.
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harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya dalam
bahasa Belanda adalah papier van waarde dan dalam ba-
hasa Inggrisnya disebut letter of value.

. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya senga-
ja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu
prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Na-
mun pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggu-
nakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat
bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya
mengandung suatu perintah kepada pihak ke tiga, atau
pemyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang
kepada pemegang surat itu. Sedangkan suratsurat yang
mempunyai harga atau nilai bukan alat pembayaran,
penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan
sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia
sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau
untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat
itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti itu
lepas dari penguasaannya, ia masih dapat memperoleh
barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti
lain.

. Surat berharga adalah surat tuntutan utang, pembawa
hak dan mudah diperjual belikan, sedangkan surat yang
berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar
diperjualbelikan.

. Suatu surat yang disebut sebagai surat berharga, harus-
lah di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan
nilai dari perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang
menjadi causa dari diterbitkannya surat berharga. Dengan
perkataan lain, bahwa sepucuk surat disebut surat ber-
harga, karena didalam surat itu tercantum nilai yang
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sama dengan nilai perikatan dasamya. Perikatan dasar
antara dua orang, adalah yang menjadi sebab diterbit-
kannya surat berharga (Emmy Pangaribuan Simanjun-
tak, 1993 :29).

5. Pengertian surat berharga secara sempit hanya mencakup
surat atau instrument yang berisi janji tak bersyarat dari
penerbit untuk membayar sejumlah uang. Sedangkan
surat atau instrument lainnya tidak dapat dikategorikan
sebagai surat berharga.

6. Surat berharga adalah suatu alat bukti dari suatu tagihan
atas orang yang menandatangani surat itu, tagihan mana
dipindahtangankan dengan menyerahkan surat itu dan
akan dilunasi sesudah surat itu diunjukkan

Berdasarkan penjelasan diatas, unsur yang penting da-
lam surat berharga adalah dapat dipindahtangankan atau di-
perdagangkan (negotiable) secara mudah. Dengan kata lain,
semua surat uang yang dapat diperdagangkan dalam pasar
modal dan pasar uang dengan sendirinya dapat dikategori-
kan sebagai surat berharga. Oleh karena itu, fungsi utama
surat berharga adalah :?

1. Sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang

2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih yakni dapat
diperjualbelikan dengan mudah.

3. Sebagai surat bukti hak tagih atau surat Legitimasi:
adalah surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang
yang berhak.

4. Tujuan penerbitan Surat Berharga ini sebagai pemenu-
han prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.

Ibid., 6.
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B. Sejarah dan Perkembangannya

Di Indonesia, kegiatan transaksi saham dan obligasi
di mulaipada abad ke-19. Berhubung bursa belum dikenal,
maka pedagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa or-
ganisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut
tidak lengkap. Pada tahun 1878, terbentuk perusahaan yang
merupakan cikal bakal PT. Perdanas, menjadi pedagang pe-
rantara untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yaitu
Dunlop dan Koff. Tahun 1892, ada perusahaan perkebu-
nan yang mengeluarkan prospektus penjualan saham untuk
mendapatkan dana dari masyarakat. Tetapi tidak ada kete-
rangan apakah saham-saham itu diperjualbelikan atau tidak.
Menurut perkiraan bahwa yang diperjualbelikan itu adalah
saham atau obligasi yang listing di Amsterdam yang dimiliki
oleh investor yang ada di Batavia, Surabaya, dan Semarang.

Perkembangan transaksi efek mulai meningkat, tetapi
bursa yang resmi belum ada. Akhirnya pemerintahan kolo-
nial Belanda mendirikan cabang Amsterdams Effectenbeurs di
Batavia. Pada tanggal 14 Desember 1912 didirikan bursa efek
tersebut, sehingga resmilah pada saat itu mulai beroperasi
bursa efek pertama di Indonesia. Penyelenggara bursa efek
tersebut adalah Vereniging voor den Effectenhandel.

Dengan hadirnya 3 bursa efek sampai tahun 1952 kon-
disi perekonomian berkembang cepat. Perkembangan per-
dagangan efek pada periode ini berkembang namun tidak
bertahan lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi dan
pecahnya Perang Dunia II. Pada saat Indonesia merdeka,
kondisi perekonomian sangat lemah, beban utang luar negeri
dan dalam negeri semakin membengkak, keadaan tersebut
membuat pemerintah membuka kembali bursa efek Jakarta.’?

*Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia (Jakarta: Prenada
Media,2004), 393.
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C. Pengaturan Hukum Surat-Surat Berharga di Indonesia
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam
Buku I titel 6 dan titel 7, surat berharga dapat berupa:
1. Wesel
Wesel adalah surat yang memuat kata wesel dida-
lamnya, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, di
mana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada
tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada orang
yang ditunjuk atau penggantinya pada tanggal dan tem-
pat tertentu. *
2. Cek
Batasan mengenai cek disebutkan dalam pasal 73 bill
of exchange acts, a cheque is a bill of exchange drawer on a
banker payable on demand. Dalam Pasal 178 KUHD di-
atur mengenai syarat — syarat formal suatu cek, yakni:’
a. Adanya kata-kata cek yang dimuat dalam teksnya sen-
diri dan dinyatakan dalam bahasa cek itu dituliskan.
b. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah
unag tertentu.
Nama orang yang harus membayar (tertarik).
. Penetapan tempat dimana cek harus dibayarkan.
Penyebutan tanggal dan tempat, dimana cek ditarik.
f. Tanda tangan penarik / penerbit cek.
3. Surat Sanggup
Surat sanggup adalah surat yang menunjukkan ada-

o oo

nya kesanggupan dari pihak yang menandatanganinya
untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau
penggantinya. Penerbitan surat sanggup dilatarbelakangi
adanya perjanjian dasar. Untuk pemenuhan prestasi dari

*Muhammad, Hukum, 45.
*Ibid., 171.
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perjanjian tersebut pihak debitur kemudian menerbit-
kan surat sanggup.®

Kedudukan penandatanganan dalam surat sanggup
adalah sama terikatnya dengan akseptan dalam surat
wesel. Oleh karena itu berbeda dengan surat wesel dala
surat sanggup tidak ada tertarik. Penerbit tidak memberi
perintah akan tetapi menyanggupi untuk membayar.
Perbedaan lainnya bahwa penerbit surat sanggup tidak
menjamin pembayaran akan tetapi melakukan pembaya-
ran sendiri kepada pemegang surat sanggup.

Syarat - syarat formal dari surat sanggup ditentukan
dalam pasal 174 KUHD yang menyatakan bahwa tiap
surat sanggup harus berisi :

a. Adanya penyebutan surat sanggup didalam suratnya
sendiri

b. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejum-
lah uang

c. Penetapan hari bayarnya

d. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilaku-
kan

e. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain
yang ditunjuk olehnya, pembayaran itu harus dilaku-
kan.

. Kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk

Kwitansi atas tunjuk yang dikemukakan oleh Mr.
Chr Zevenbergen yang dikutip oleh Emy Pangaribuan
adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh pe-
nanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pem-
bayaran sejumlah uang yang ditentukan didalamnya ke-
pada penunjuk (atas tunjuk) pada waktu diperlihatkan,

SIbid., 155.
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Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan
tentang selalu adanya klausula atas tunjuk.’
. Bilyet Giro
Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah yang
telah distandarisir bentuknya, yang ditujukan kepada
bank penyimpan dana untuk memindah bukukan se-
jumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada
pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank
lainnya. Bilyet giro merupakan sarana utnuk memin-
dahbukukan sejumlah dana dalam satu bank yang sama
maupun bank lainnya. Pembayaran bilyet giro tidak da-
pat dilakukan secara tunai. ®
Ketentuan yang mengatur secara khusus menge-
nai bilyet giro adalah Surat Edaran Bank Indonesia
No.4/1670 UPBB/PbB tanggal 24 Januari 1972. Dalam
surat tersebut ditentukan syarat-syarat formal yang harus
dipenuhi dalam bilyet giro :
a. Adanya kata-kata bilyet giro didalam formulirnya sen-
diri, berikut nomor serinya.
b. Perintah tak bersyarat untuk memindahbukukan se-
jumlah dana atas beban saldo penerbit bilyet giro.
c. Nama dan tempat bank tertarik kepada siapa perin-
tah dimaksud ditujukan.
d. Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan
dana beserta alamatnya.
e. Jumlah dana yang dipindahkan, ditulis baik dengan
angka maupun dengan huruf.
f. Tandatangan penarik dan cap/stempel badan usaha
dari si penarik.

Ibid., 243.
SIbid., 223.
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Tanggal dan tempat penarikan.

o 0

Tanggal mulai efektif berlakunya amanat dalam bilyet
giro.

i. Nama bank tempat orang atau pihak yang harus me-
nerima dana pemindahbukuan tersebut.

Suratsurat berharga di Indonesia yang diperjualbelikan
di pasar modal, secara umum dikelompokkan dalam dua je-
nis, yakni saham dan obligasi. Keduanya telah diperjualbeli-
kan di bursa efek Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan
dari keduanya :
1. Saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam
berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian
kepemilikan sebuah perusahaan.® Dengan menerbitkan
saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang mem-
butuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual
kepentingan dalam bisnis saham (efek ekuitas) dengan
imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk
meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi.
Saham dijual melalui pasar primer (primary market) atau
pasar sekunder (secondary market).

Ada beberapa tipe dari saham, yakni : saham biasa
(common stock) dan saham preferen (preferred stock). Penger-
tian dari kedua saham ini adalah :

a. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemi-
liknya pada posisi terakhir dalam pembagian deviden
dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila peru-
sahaan tersebut mengalami likuidasi. Saham jenis ini
paling banyak dikenal di masyarakat dan mempunyai

*Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin. Pasar Modal di Indonesia.
2001 (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 8.
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nominal yang ditentukan nilainya oleh emiten. Besar-
nya harga nominal saham tergantung pada keinginan
emiten. Biasanya saham biasa hanya memiliki satu
jenis tapi dalam beberapa kasus terdapat lebih dari
satu, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Saham
biasa memiliki beberapa jenis, seperti kelas A, kelas
B, kelas C, dan lainnya. Masing-masing kelas dengan
keuntungan dan kerugiannya sendiri-sendiri dan sim-
bol huruf tidak memiliki arti apa-apa.l®
b. Saham preferen adalah saham yang memberikan pri-
oritas pilihan kepada pemegangnya, misalnya berhak
didahulukan dalam hal pembagian atau pembaya-
ran deviden, berhak menukar saham preferen yang
dipegangnya dengan saham biasa, mendapat prioritas
pembayaran kembali pemodalan dalam hal perusaha-
an dilikuidasi. Saham preferen biasanya disebut seba-
gai saham campuran karenan memiliki karakteristik
hampir sama dengan saham biasa.!!
2. Obligasi
Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang
diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal
(nilai pari/par value) dan waktu jatuh tempo tertentu. '
Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN, atau
pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.
Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di
pasar modal kita saat ini adalah obligasi kupon (coupon
bond) dengan tingkat bunga tetap (fixed) selama masa ber-
laku obligasi.Berinvestasi dalam obligasi mirip dengan

Y. Sri Susilo, dkk., Bank dan Lembaga Kuangan Lain (Jakarta: Salemba
Empat, 2000), 200-201.

"bid.
"1bid.,202.
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berinvestasi di deposito pada bank. Bila Anda membeli

obligasi, Anda akan memperoleh bunga/kupon yang te-

tap secara berkala biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan, atau

1 tahun sekali sampai waktu jatuh tempo.

Penerbit obligasi ini sangat luas sekali, hampir se-
tiap badan hukum dapat menerbitkan obligasi, namun
peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan
obligasi ini sangat ketat sekali. Penggolongan penerbit
obligasi biasanya terdiri atas :

a. Lembaga supranasional, seperti misalnya Bank In-
vestasi Eropa (European Investment Bank) atau Bank
Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

b. Pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi pe-
merintah dalam mata uang negaranya maupun Obli-
gasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang
biasa disebut dengan obligasi internasional (sovereign
bond).

c. Sub-sovereign, propinsi, negara atau otoritas daerah .
Di Amerika dikenal sebagai Obligasi daerah (munici-
pal bond). Di Indonesia dikenal sebagai Surat Utang
Negara (SUN)!!

d. Lembaga pemerintah. Obligasi ini biasa juga disebut
agency bonds, atau agencies.

e. Perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta.

f. Special purpose vehicles adalah perusahaan yang di-
dirikan dengan suatu tujuan khusus guna menguasai
aset tertentu yang ditujukan guna penerbitan suatu
obligasi yang biasa disebt Efek Beragun Aset

Secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari pener-
bitnya, yaitu, Obligasi perusahaan dan Obligasi pemerin-
tah. Obligasi pemerintah sendiri terdiri dalam beberapa
jenis, yaitu:
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a. Obligasi Rekap, diterbitkan guna suatu tujuan khu-
sus yaitu dalam rangka Program Rekapitalisasi Per-
bankan;

b. Surat Utang Negara (SUN), diterbitkan untuk mem-
biayai defisit APBN;

c. Obligasi Ritel Indonesia (ORI), sama dengan SUN,
diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun
dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli se-
cara ritel;

d. Surat Berharga Syariah Negara atau dapat juga di-
sebut “obligasi syariah” atau “obligasi sukuk”, sama
dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit
APBN namun berdasarkan prinsip syariah.

Dalam jual beli obligasi, dalam prakteknya di Indo-
nesia, jenis pasar Obligasi terdiri dari:

a. Pasar Primer Merupakan tempat diperdagangkannya
obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan
ketentuan Pasar Modal, obligasi harus dicatatkan di
bursa efek untuk dapat ditawarkan kepada masyara-
kat, dalam hal ini lazimnya adalah di Bursa Efek Sura-
baya (BES) sekarang Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Pasar Sekunder Merupakan tempat diperdagangkan-
nya obligasi setelah diterbitkan dan tercarat di BES,
perdagangan obligasi akan dilakukan di Pasar Sekun-
der. Pada saat ini, perdagangan akan dilakukan secara
Over the Counter (OTC). Artinya, tidak ada tempat
perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pi-
hak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan
bantuan perangkat elektronik seperti email, online
trading, atau telepon.
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BAB X
ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hukum mengatur telah beberapa macam kekayaan yang
dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. Ter-
dapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau
hak milik, yaitu :

1. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat
elektronik, peralatan telekominukasi dan informasi, dan
sebagainya;

2. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan
pabrik;

3. Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak
cipta.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam
bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-
hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud,
Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya tidak berwujud,
berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra,
keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk
tertentu. !

'Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum dalam Bisnis (Jakarta: Rineka
Cipta, 2003), 66-94.
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Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik
Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupa-
kan padanan dari bahasa Inggris intellectual property right.
Kata intelektual tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual
tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemiki-
ran manusia (the creations of the human mind) (WIPO,
1988:3).

Dari istilah Hak atas kekayaan intelektual, paling tidak
ada 3 kata kunci dari istilah tersebut yaitu :Hak, kekayaan dan
intelektual. Hakadalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan,
kekuasaanuntukberbuatsesuatu(karenatelahditentukanoleh
undang-undang), atau wewenang wewenang menurut hukum.
Kekayaan adalalah prihal yang (bersifat, ciri) kaya, harta yang
menjadi milik orang, kekuasaan Intelektual adalah Cerdas,
bera- kal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengeta-
huan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi, cendikiawan,
atau totalitas pengertian atau kesadaran terutama yang me-
nyangkut pemikiran dan pemahaman.Kekayaan intelektual
adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual-
manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu
pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas ke-
mampuan intelektual melaluipemikiran, daya cipta dan rasa
yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk
memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan pene-
litian atau yang sejenis.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Mi-
lik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini
merupakan padanan dari bahasa Inggris intellectual property
right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan
intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau pro-
duk pemikiran manusia (the creations of the human mind)
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(WIPO, 1988:3).Secara substantif pengertian HaKI dapat
dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau
lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya
intelektual tersebut dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra
ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga,
waktu dan bahkan biaya.

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang di-
hasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan
manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi
yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (Property)
terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-
karya itu dikatakan sebagai assets perusahaan.?

Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
yang memerlukan perlindungan hukum secara internasio-
nal, yaitu :

1. Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;
Merek;
Indikasi geografis;
Rancangan industri;
Paten;
Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;

N OoUE

Perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed in-
formation);

8. Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat da-
lam perjanjian lisensi.

Pembagian lainnya yang dilakukan oleh para ahli adalah
dengan mengelompokkan Hak Atas Kekayaan Intelektual se-
bagai induknya yang memiliki dua cabang besar, yaitu :

bid.
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1. Hak milik perindustrian/hak atas kekayaan perindustri-
an (industrial property right);

2. Hak cipta (copyright) beserta hak-hak berkaitan dengan
hak cipta (neighboring rights).

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang ling-
kup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan.
Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta,
yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang
atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran,
imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang ditu-
angkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Perbedaan antara hak cipta (copyright) dengan hak-hak
yang berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights) terle-
tak pada subyek haknya.

Pada hak cipta subyek haknya adalah pencipta sedang-
kan pada hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta subyek
haknya adalah artis pertunjukan terhadap penampilannya,
produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya, dan
organisasi penyiaran terhadap program radio dan televisinya.
Baik hak cipta maupun hak-hak yang berkaitan dengan hak
cipta di Indonesia diatur dalam satu undang-undang, yaitu
Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) UU .

Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi,
yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri.
Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility mo-
dels) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-
syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten
sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten

(UUP).
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Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membe-
dakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang
lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga
kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.Indikasi
geographis merupakan tanda yang menunjukkan daerah
asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis,
termasuk alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua
faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu
pada barang yang dihasilkan. Jadi, disamping tanda berupa
merek juga dikenal tanda berupa indikasi geografis berkaitan
dengan faktor tertentu. Merek dan indikasi geografis di In-
donesia diatur dalam Undang-Undang Merek (UUM).

B. Sejarah dan Perkembangannya

Dalam sejarahnya memang harus diakui, bahwa konsep
perlindungan hukum HaKI bukanlah merupakan hal yang
timbul dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini per-
tama tumbuh dan dikembangkan oleh bangsa asing. Namun
begitu budaya penghargaan terhadap jerih payah atas hasil
karya dan hak seseorang juga telah merupakan bagian dari
budaya kita, sekalipun sikap dan budaya terdahulu berakar
tanpa hukum tertulis yang mengaturnya.

Kalau dilihat secara historis, undang-undang mengenai
HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut
masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Gut-
tenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul da-
lam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli
atas penemuan mereka.

Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian dia-
dopsi oleh kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-
an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di
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Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat
baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya
harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun
1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah pa-
ten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention
1886 untuk masalah copyright atau hak cipta.

Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain stan-
darisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informa-
si, perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan hak.
Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administra-
tif bernama the United International Bureau for the Protec-
tion of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan
nama World Intellectual Property Organisation (WIPO).
WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di ba-
wah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB.

Berdasarkan latar belakang historis mengenai HaKI
terlihat bahwa di negara Barat (western) penghargaan atas
kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu
sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang
kemudian diterjemahkan dalam perundang-undangan. Se-
dangkan di Indonesia, pada awal tahun 1990 HAKI itu tidak
populer. HAKI mulai populer memasuki tahun 2000 sam-
pai dengan sekarang. Tapi, ketika kepopulerannya itu sudah
sampai puncaknya, grafiknya akan turun. Ketika dia mau
turun, muncullah hukum siber, yang ternyata kepanjangan
dari HAKI itu sendiri.

Peraturan perundangan HaKI di Indonesia dalam seja-
rahnya dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan di-
undangkannya Octrooi Wet No. 136 Staatsblad 1911 No.
313, Industrieel Eigendom Kolonien 1912 dan Auterswet
1912 Staatsblad 1912 No. 600. Setelah Indonesia merdeka,
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Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No.
JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tang-
gal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.
Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-un-
dang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada
tahun 1982, Pemerintah juga mengundangkan Undang-un-
dang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten,
Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun
1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991.
Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No.
21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No.
19 Tahun 1992 tentang Merek.

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota
WTO/TRIPs dan diratifikasinya beberapa konvensi inter-
nasional di bidang HaKI sebagaimana dijelaskan dalam ja-
waban no. 7 di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan
peraturan perundang-undangan di bidang HaKI. Untuk itu,
pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa pera-
turan perundang-undangan di bidang HaKI, dengan mengun-
dangkan:

1. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

Tanaman

2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sir-
kuit Terpadu
5. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
7. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

et

o
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C. Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di In-
donesia
Pengaturan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI) yang berlaku di Indonesia meliputi empat jenis uta-
ma, yakni: Hak cipta (copyright), Paten (patent), Merk da-
gang (trademark), dan Rahasia dagang (trade secret). Berikut
adalah penjelasan mendetail mengenai empat jenis HAKI
tersebut:
1. Hak Cipta (Copyright)

Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan
terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah
ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya terse-
but serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak ter-
sebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan
dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk
derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak terse-
but ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah cip-
taan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan
terlebih dahulu. Sebagai contoh, Microsoft membuat
sebuah perangkat lunak Windows. Yang berhak untuk
membuat salinan dari Windows adalah hanya Microsoft
sendiri.’

Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara se-
penuhnya atau sebagian ke pihak lain. Sebagai contoh
Microsoft menjual produknya ke publik dengan meka-
nisme lisensi. Artinya Microsoft memberi hak kepada
seseorang yang membeli Windows untuk memakai
perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diper-
kenankan untuk membuat salinan Windows untuk ke-
mudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak dibe-

’Ibid., 68.
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rikan oleh Microsoft. Walaupun demikian seseorang
tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan
tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya
untuk keperluan backup. Contoh lain, musisi pop pada
umumnya menyerahkan seluruh kepemilikan dari cipta-
annya kepada perusahaan label dengan imbalan-imbalan
tertentu. Misalnya Michael Jackson membuat sebuah al-
bum, kemudian menyerahkan hak cipta secara penuh
ke perusahaan label Sony. Setelah itu yang memiliki hak
cipta atas album tersebut bukanlah Michael Jackson te-
tapi Sony.

Serah terima hsk cipta tidak melulu berhubungan
dengan pembelian atau penjualan. Sebagai contoh
adalah lisensi GPL yang umum digunakan pada perang-
kat lunak OpenSource. GPL memberikan hak kepada
orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan asalkan
modifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut
memiliki lisensi yang sama.

Kebalikan dari hak cipta adalah public domain.
Ciptaan dalam public domain dapat digunakan seke-
hendaknya oleh pihak lain. Sebuah karya adalah pu-
blic domain jika pemilik hak ciptanya menghendaki
demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadalu-
warsa. Sebuah karya yang memiliki hak cipta akan me-
masuki public domain setelah jangka waktu tertentu.
Sebagai contoh, lagu-lagu klasik sebagian besar adalah
public domain karena sudah melewati jangka waktu ka-
daluwarsa hak cipta.
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Lingkup sebuah hak cipta adalah negara-negara yang
menjadi anggota WIPO. Sebuah karya yang diciptakan
di sebuah negara anggota WIPO secara otomatis ber-
laku di negara-negara anggota WIPO lainnya. Anggota
non WIPO tidak mengakui hukum hak cipta. Sebagai
contoh, di Iran, perangkat lunak Windows legal untuk
didistribusikan ulang oleh siapapun.

. Paten (Patent)

Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah
karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi
dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak
membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak
dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak
cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak un-
tuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama
dengan sebuah ide yang dipatenkan.*

Salah contoh dari paten adalah algoritma Pagerank
yang dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan
pada kantor paten Amerika Serikat. Artinya pihak lain
di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya
berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika ada perjan-
jian dengan Google.

Sebuah ide yang dipatenkan haruslah ide yang orisi-
nil dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya. Jika
suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemu-
kan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut
dapat dibatalkan. Sama seperti hak cipta, kepemilikan
paten dapat ditransfer ke pihak lain, baik sepenuhnya
maupun sebagian.

“Ibid., 75-86.
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Pada industri perangkat lunak, sangat umum peru-
sahaan besar memiliki portfolio paten yang berjumlah
ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-pe-
rusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing, artinya
“Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya
boleh menggunakan paten anda”. Akibatnya hukum pa-
ten pada industri perangkat lunak, sangat merugikan
perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak me-
miliki paten.

Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahguna-
kan hal ini. Misalnya Eolas yang mematenkan teknologi
plug-in pada web browser. Untuk kasus ini, Microsoft
tidak dapat ‘menyerang’ balik Eolas, karena Eolas sama
sekali tidak membutuhkan paten yang dimiliki oleh Mi-
crosoft. Eolas bahkan sama sekali tidak memiliki produk
atau layanan, satu-satunya hal yang dimiliki Eolas hanya-
lah paten tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak tidak
setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat
merugikan industri perangkat lunak.

Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah
perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka
perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di
negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus
didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku.

. Merk Dagang (Trademark)

Merk dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengi-
dentifikasikan sebuah produk atau layanan. Merk da-
gang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo,
simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan
tersebut. Contoh merk dagang adalah “Kentucky Fried
Chicken”. Yang disebut merk dagang adalah urut-urutan
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kata-kata tersebut beserta variasinya (misalnya “KFC”),
dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang
sama atau mirip, misalnya “Ayam Goreng Kentucky”,
maka itu adalah termasuk sebuah pelanggaran merk da-
gang.’

Berbeda dengan HAKI lainnya, merk dagang dapat
digunakan oleh pihak lain selain pemilik merk dagang
tersebut, selama merk dagang tersebut digunakan untuk
mereferensikan layanan atau produk yang bersangkutan.
Sebagai contoh, sebuah artikel yang membahas KFC da-
pat saja menyebutkan “Kentucky Fried Chicken” di arti-
kelnya, selama perkataan itu menyebut produk dari KFC
yang sebenarnya.

Merk dagang diberlakukan setelah pertama kali
penggunaan merk dagang tersebut atau setelah registrasi.
Merk dagang berlaku pada negara tempat pertama kali
merk dagang tersebut digunakan atau didaftarkan. Te-
tapi ada beberapa perjanjian yang memfasilitasi penggu-
naan merk dagang di negara lain. Misalnya adalah sistem
Madrid. Sama seperti HAKI lainnya, merk dagang dapat
diserahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya.
Contoh yang umum adalah mekanisme franchise. Pada
franchise, salah satu kesepakatan adalah penggunaan
nama merk dagang dari usaha lain yang sudah terlebih
dahulu sukses.

. Rahasia Dagang (Trade Secret)

Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang
tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, raha-
sia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi
selama informasi tersebut tidak ‘dibocorkan’ oleh pemi-

’Ibid., 87-94.
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lik rahasia dagang. Contoh dari rahasia dagang adalah
resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, ha-
nya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut.
Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep
tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca
Cola.

Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut
adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering).
Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca
Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman
Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hu-
kum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya
mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola.
Contoh lainnya adalah kode sumber (source code) dari
Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompe-
titor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek
Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan aplikasi
Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada
suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak
sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Win-
dows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine
tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau meng
gunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut.

Sebagai catatan, kode sumber Windows termasuk
rahasia dagang karena Microsoft memilih untuk tidak
mempublikasikannya. Pada kasus lain, produsen perang-
kat lunak memilih untuk mempublikasikan kode sum-
bernya (misalnya pada perangkat lunak Opensource).
Pada kasus ini, kode sumber termasuk dalam hak cipta,
bukan rahasia dagang.
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D. Ekonomi Islam dan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada zaman dahulu kekayaan hanya terbatas pada materi,
maka di zaman sekarang kekayaan telah mencakup berbagai
hal-hal lain. Di zaman sekarang, kekayaan telah mencakup
hal-hal non materi, diantaranya kekayaan intelektual, hak
cipta, rahasia dagang, merek dagang dan lainnya. Perubahan
persepsi masyarakat semacam ini dalam syari’at Islam dapat
diterima, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam me-
nentukan hukum. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa ala-
san berikut:

1. Syari’at Islam datang bukan untuk mengekang urusan
hidup umat manusia. Akan tetapi Islam datang untuk
memfilter aktifitas dan tradisi mereka; yang mengun-
tungkan dipertahankan dan disempurnakan, sedang
yang merugikan dijauhkan. Karena itu, setiap perintah
agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya
dan sebaliknya, setiap larangan agama, pasti kerugiannya
melebihi manfaatnya. (Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah
1/138). Bila demikian adanya, maka pengakuan dan
penghargaan masyarakat internasional terhadap keka-
yaan intelektual seseorang, tidak bertentangan dengan
Syari’at. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak
kemaslahatan bagi umat manusia. (Qararat Al Majma’ Al
Fighi Al Islami hal: 192.

2. Harta kekayaan atau yang dalam bahasa arab disebut
dengan al maal -sebagaimana ditegaskan oleh Imam As
Syafii- adalah: “Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis
sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh
orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun
nominasi nilainya kecil.” (Al Umm 5/160). Atau: “Segala
sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik
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berupa benda atau kegunaan benda”, sebagaimana di-
tegaskan oleh Imam Az Zarkasyi. (Al Mantsur fil Qawaid
oleh Muhammad bin Bahadar Az Zarkasyi As Syafi’i
3/222). Atau: “Segala sesuatu yang kegunaannya halal
walau tidak dalam keadaan darurat”, sebagaimana di-

ungkapkan oleh para ulama’ mazhab Hambali. (Syarah
Muntahal Iradaat oleh Al Bahuti 2/7)

Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut
para ulama’ mencakup kekayaan intelektual, karena kekaya-
an intelektual mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki
nilai ekonomis. Sebagaimana tidak diragukan bahwa sebe-
lum seorang menghasilkan buku atau suatu program, atau
karya seni, telah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga,
pikiran, pekerjaan dan tidak jarang urusan keluarganya. Se-
mua itu ia korbankan demi menghasilkan karya ilmiah atau
program yang berguna tersebut. Bila demikian, maka sudah
sepantasnya anda memberikan penghargaan yang setimpal
atas pengorbanannya tersebut.

Imbalan yang dipungut oleh seorang penulis buku atau
pembuat suatu program sama halnya dengan upah atau gaji
yang didapatkan oleh seorang guru. Keduanya sama-sama te-
lah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan banyak hal
demi mewujudkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.
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BAB XI
ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN

A. Pengertian Ketenagakerjaan

Tujuan pembangunan Nasional adalah untuk memberi-
kan kesejahteraan kepada masyarakat dalam arti yang seluas-
luasnya. Salah satu yang termasuk menjadi perhatian adalah
masalah ketenagakerjaan. Masalah ini menjadi semakin
rumit ketika muncul ketiadaan kesempatan kerja. Jika la-
pangan kerja terbuka secara luas, maka secara langsung dan
tidak langsung akan mengurangi masalah social dan mencip-
takan kesejahteraan.

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas
keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas
sektoral pusat dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan
bertujuan :

1. memberdayakan dan mendayagunakan secara optimal
dan manusiawi

2. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyedia-
an tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangu-
nan nasional dan daerah.

3. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan, dan

4. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
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Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesu-
dah masa kerja. ' Menurut Undang-Undang Nomor 25 Ta-
hun 1997 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan
ketenagakerjaa itu sendiri adalah segala hal yang berhubung-
an dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan se-
sudah masa kerja. Jadi hukum ketenagakerjaan dapat diarti-
kan sebagai peraturan- peraturan yang mengatur tenaga kerja
pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja..

Hukum ketenagakerjaan, hukum kerja dan hukum per-
buruhan adalah beberapa istilah yang dapat disalingtukar-
kan.Bahkan dengan terangkatnya istilah baru yaitu SDM.?
Hukum SDM adalah penduduk yang siap, mau dan mampu
memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan or-
ganisasional (the people who are ready, willing and able to
contribute to organizational goals).> E. Utrecht dalam pengan-
tar hukum Indonesia(1959) berpendapat bahwa hukum per-
buruhan adalah himpunan peraturan-peraturan hukum yang
mengatur perhubungan kerja (Arbeidsbetrekfing) antara pe-
kerja (buruh) dengan pemberi pekerjaan (majikan), dan yang
mengatur penyelesaian antara pekerja dan majikannya.* Jadi
yang di maksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal
yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,
selama dan sesudah masa kerja.’

"Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13,/2003)
(Jakarta : Harvarindo, 2003), 3.

*Taliziduhu Ndraha, PengantarTeori Pengembangan Sumber Daya Manusia
(Jakarta: Rineka cipta,1999),113.

*Ibid.,7.
“Ibid.,113.
’Ibid.,207.
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Pada hakekatnya tenaga kerja atau sumber daya manusia
dapat di bedakan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Tenaga kerja terlatih
Bagi tenaga kerja yang tergolong dalam klasifikasi terlatih,
maka biasanya bentuk pekerjaan yang di tekuninya tidak
terlalu membutuhkan “kecakapan teoritis”. Bagi mereka
yang berkecimpung dalam pekerjaan ini yang paling di
butuhkan adalah praktik dengan masa latihan hingga
memperoleh kecakapan pada tingkat “ terampil”.°

2. Tenaga kerja terdidik
Untuk tenaga kerja terdidik, mereka yang termasuk kla-
sifikasi ini memperolehkecakapan teoritis sampai taraf
dan bidang/bidang tertentu.”

3. Tenaga kerja tak terdidik
Untuk golongan tenaga kerja tak terdidik adalah termasuk
para pekerja yang tidak memperoleh kecakapan teori-
tis, sehangga yang utama bagi mereka ini adalah “kerja

praktis”.®

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaku-
kan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyara-
kat. Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, Pemberi
kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan
kebutuhan dan atu keperluan yang bersifat jasmaniah dan

Edilius, Pengantar Ekonom iPerusahaan (Jakarta: Rineka cipta,1992),268.
Thid.
8Tbid.,269.

133



Hukum Ekonomi

rokhaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja,

yang secara langung atau tidak langsung dapat mempertinggi
produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan
sehat.

B.

Sejarah dan Perkembangannya
Setelah disahkannya Undang-undang ketenagakerjaan,

maka ada 15 undang-undang yang tidak berlaku lagi:

L.

9.

Ordonansi tentang pengerahan orang Indonesia untuk
melakukan pekerjaan di luar Indonesia (Staatsblad Ta-
hun 1887 Nomor 8)

Ordonansi tanggal 17 desember 1925 peraturan tentang
pembatasan kerja anak-anak dan kerja malam bagi wa-
nita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647)

Ordonansi tahun 1926 peraturan tentang kerja anak-
anak dan orang muda diatas kapal (Staatsblad Tahun
1926 Nomor 87)

Ordonansi tanggal 4 mei 1936 tentang ordonansi kegi-
atan-kegiatan mencari calon pekerja (Staatsblad Tahun
1936 Nomor 208)

Ordonansi tentang pemulangan buruh yang diterima
atau yang dikerahkan dari luar Indonesia (Staatsblad Ta-
hun 1939 Nomor 545)

Ordonansi tahun 1949 tentang pembatasan kerja anak-
anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8)

UU No. 1/ 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Ker-
ja Tahun 1948 No. 12 dari RI untuk seluruh Indonesia.
UU No. 2/ 1954 tentang perjanijan perburuhan antara
serikat buruh dan majikan.

UU No. 3/ 1958 tentang penempatan kerja asing

10. UU No. 8/ 1961 tentang wajib kerja sarjana
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11. UU No. 7 Pnps 1963 tentang pencegahan pemogokan
dan/ atau penutupan (Lock Out) di perusahaan, jawa-
tan, dan badan yang vital

12. UU No. 14/ 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok
mengenai tenaga kerja

13. UU No. 25/ 1997 tentang ketenagakerjaan

14. UU No. 11/ 1998 tentang perubahan berlakunya UU
No. 25 / 1997 tentang ketenagakerjaan

15. UU No. 28/ 2000 tentang penetapan Perpu No.3,/2000
tentang perubahan atas UU No. 11/ 1998 tentang pe-
rubahan berlakunya UU No.25/1997 tentang ketenaga-
kerjaan menjadi Undang-undang

C. Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, antara lain me-

nyebutkan bahwa : Tiap-tiap tenaga kerja barhak atas peker-

jaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan , oleh ka-

rena itu tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja wanita

dan pria. Adapun ruang lingkup tenaga kerja menurut UU

No. 13 Tahun 2003 adalah pre — employment, during employ-

ment, dan post employment. Selain itu tenaga kerja berhak atas

pembinaan dan perlindungan dari pemerintah. Undang-Un-

dang Republik tersebut mengatur ketenagakerjaan sebagai

berikut :

Ketentuan Umum

Landasan Asas, dan Tujuan.

Kesempatan dan perlakuan yang sama

Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan

Pelatihan Kerja

Penempatan Tenaga Kerja

N OV R W =

Perluasan Kesempatan Kerja
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Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Hubungan Kerja

Perlindungan Pengupahan dan Kesejahteraan
Hubungan Industrial

. Pemutusan Hubungan Kerja
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pembinaan

Pengawasanan

Penyidikan

Ketentuan pidana dan Sanksi Administratif
Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

Pengaturan hukum ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pe-

rempuan di Indonesia sebagai berikut :

L.

Upaya reformasi hukum tidak hanya dilaksanakan dalam
lingkup nasional akan tetapi telah menjadi agenda kaum
perempun dieluruh dunia. Dari paparan tersebut bahwa
secara konseptual kedudukan dan peran perempuan telah
berubah seiring dengan perubahan zaman. * Namun de-
mikian ternyata bahwa berbagai peraturan perundangan
ketenagakerjaan kita tidak banyak berubah meski ada
berbagai trobosan yang dilakukan melalui tingkat kepu-
tusan menteri. Misalnya saja larangan bekerja dimalam
hari. Dalam peraturan menteri tenaga kerja nomor 04
tahun 1989 dikatakan bahwa perusahaan dapat mempe-
kerjakan perempuan dimalam hari dengan syarat harus
mendapat ijin dari dipnaker, menyediakan antar jemput
dan memberikan ekstra fouding.

"Rachmad Safa’at. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Malang:
IKIP Malang), 105
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2. Jika dilihat dari persepektif, maka peraturan perundangan

D.

kita dibidang ketenagakerjaan dianggap cukup menam-
pung prinsip-prinsip yang ada dalam konvensi yang ma-
sih menjadi persoalan adalah masih digunakanya kon-
sep laki-laki sebagai kepala keluarga dan yang dimaksud
dengan keluarga adalah isteri dan anak-anak dalam bebe-
rapa peraturan khususnya peraturan menteri pertanian
serta petunjuk pelaksanaanya. "Dalam petunjuk pelak-
sanaanya pertauran tersebut dikatakan bahwa karyawan
wanita bersetatus kawin pada dasarnya bukan kepala
keluarga karena apa yang lazim berlaku pencari nafkah
adalah suaminya. Oleh karena itu, ia diperlakukan seba-
gai karyawan lajang. Sedangkan karyawan wanita diang-
gap kepala keluarga jika ia bersetatus janda baik karena
kematian ataupun perceraian. Ketentuan tersebut meru-
pakan bukti bahwa pembagian peran laki-laki dan pe-
rempuan dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan
pasal 31 uu perkawinan yang mempunyai implikasi luas
dalam dunia kerja. !

Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Ketenagakerjaan

Islam sangat menghargai kerja. Dimata Islam, kerja me-

miliki nilai yang tinggi, bahkan kemuliaan seseorang tergan-

tung kepadanya. Tak heran jika oleh Islam masalah Islam

dianggap sebagai suatu kewajiban. Orang yang melakukan

suatu pekerjaan, pahalanya sama dengan orang yang beriba-
dah. Orang yang bekerja demi menghidupi dirinya, keluar-
ganya, dan demi kesejahteraan bangsa dan masyarakatnya,
dimata Allah jauh lebih utama dibanding orang yang rajin

°Ibid.
"bid.,106.
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beribadah sehingga mengabaikan kerja. Sikap malas dan eng-
gan bekerja merupakan aib yang melekat dalam diri manu-
sia, dan itulah yang kelak menjadi sebab kemerosotannya.

Sesungguhnya belum terjadi pemenuhan terhadap hak
yang layak bagi Islam, kalau masih ada anggapan bahwa se-
ruan Islam terhadap masalah bekerja dan urusan para peker-
janya sedikit sekali mendapat perhatian dan pembahasannya
sangat singkat. Padahal sebenarnya justru Islam mengupas
permasalahan tersebut dengan panjang lebar. Seseorang seda-
pat mungkin jangan menyusahkan orang lain. Sebaik-baiknya
makanan seseorang adalah yang dia dapat dari hasil kerjanya
sendiri dan dari cucuran keringatnya. Makanan hasil seperti
itulah yang mengandung berkah dan dapat membangkitkan
rasa memiliki kehormatan. ?

Islam tidak memperbolehkan pengangguran kecuali da-
lam keadaan tertentu, misalnya sudah tua, sakit, dan seba-
gainya. Pengangguran berarti adanya potensi atau kekuatan
yang sia-sia dalam diri manusia. Pengangguran inilah yang
menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan inilah yang menjadi
kendala besar bagi seorang muslim untuk bisa melakukan
amal-amal kebaikan. Pengangguran akan menjerumuskan
seseorang pada kehinaan, dan mendorong masyarakat ke-
pada jurang kehancuran. Orang yang menganggur karena
keinginannya sendiri, bukan karena situasi, dia telah berdosa
menurut pandangan Islam. Disebutkan dalam atsar bahwa
sesungguhnya orang yang paling berat mendapat siksa di
hari kiamat kelak, adalah orang yang selalu bergantung pada
orang lain dan menganggur karena malas bekerja.

zzudin Al Khatib At Tamimi, Nilai Kerja dalam Islam, terj. Abdul Ra-
syad Shiddiq (Solo : Pustaka Mantiq, 1993), 31-37
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Seseorang muslim tidak boleh melakukan pekerjaan
yang merusak, meskipun hanya sekedar membantu. Kon-
sensus pendapat para ulama menegaskan bahwa usaha serta
pekerjaan seorang muslim haruslah yang baik. Karena itu se-
belum melakukan pekerjaan, sebaiknya dia berlaku teliti dan
selektif. Jika dia mendapati pekerjaan yang halal dan baik,
maka segera dia lakukan. Sebaliknya kalau dia mendapati
yang jelas haram, maka dia harus menjauihinya. Demikian
pula jika pekerjaan yang dia dapati masih kabur antara halal
dan haram, maka sebaiknya dia hindari pula.

Petunjuk atau pedoman dalam mengatasi masalah peng-
anguran, diantaranya : 4

1. Harus percaya diri dalam hal mencari rizki. Dan itu akan
berhasil dengan cara memberi pengarahan dan membu-
ka pintu-pintu usaha

2. Tidak bergantung atau mengandalkan orang lain, kecuali
setelah seseorang mengerahkan seegala kemampuannya

3. Manakala seseorang sudah tidak mampu mendapatkan
pekerjaan bagi diri sendiri. Maka adalah kewajiban nega-
ra untuk membantu mencarikan pekerjaan yang layak

Realitas dalam sejarah dunia Islam dalam menangani
masalah tenaga kerja, sebagai berikut : ©°
1. Sesungguhnya masyarakat Islam sepanjang sejarah dengan
sekian banyak jumlah pekerja, baik yang bekerja di sawah,
di pabrik atau di tempat lain, untuk pihak pemerintah
atau individu, sama sekali tak didapati apa yang dina-
makan problem tenaga kerja. Hal ini terjadi karena
syariah Islam dan hukum-hukum agama yang menga-

BAt Tamimi, Nilai, 42-47.
"“At Tamimi, Nilai, 53.
BAt Tamimi, Nilai, 85-86.
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turnya, mengharamkan tindak kedholiman terhadap
orang lain secara pasti. Para kaum usahawan diperintah
untuk memandang para tenaga kerjanya dengan pan-
dangan manusiawi. Artinya mereka punya hak-hak yang
harus dipenuhi. Seseorang pekerja tidak boleh dibeba-
ni pekerjaan yang tak sanggup dilakukannya. Hak-hak
pekerja harus diberikannya secara sempurna dan tidak
boleh diulur-ulur. Karena itulah maka pandangan para
pemilik usaha terhadap pekerja dan pandangan pekerja
terhadap pemilik usaha , benar-benar berorientasi pada
agama. Betapapun ajaran agama harus tetap dihormati
dan dianggap sakral oleh kedua belah pihak.

. Hukum-hukum syara’ yang mengurusi masalah-masalah
pekerjaan dan para pekerjanya, sama sekali bukan terle-
pas dari hukum-hukum syara’ yang alin, yang mengurusi
masalah-masalah manusia. Dalam pandangan Islam, ma-
salah pekerjaan dan kaum pekerja, serta hubungan an-
tara pekerja dan pemilik usaha sebenarnya merupakan
hubungan yang saling mengikat satu dengan yang lain.
Hubungan tersebut merupakan hubungan kemanusiaan
yang muncul dari hubungan manusia itu sendiri. Yang
menjadi perhatian Islam adalah manusia secara keseluru-
han. Jadi dengan sendirinya problem yang dihadapi me-
reka satu sama lain saling mengikat dan tidak bisa dipi-

sahkan.

Dalam Islam, bukan hanya jumlah suatu usaha atau

jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari

tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh

mempunyai tanggungjawab moral dan social. Memang benar

bahwa serang pekerja modern memiliki tenaga kerja yang
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berhak dijualnya dengan harga setinggi mungkin. Tetapi da-
lam Islam ia tidak mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang
dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. la tidak diperbo-
lehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diijinkan
oleh syariat. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh saling
memeras. Semua tanggung jawab buruh tidak berakhir pada
waktu seseorang pekerja meninggalkan pabrik majikannya.
[a mempunyai tanggungjawab moral untuk melindungi ke-
pentingan yang sah, kepentingan para majikan maupun para
pekerja yang kurang beruntung.

Demikian kita lihat, bahwa dalam Islam buruh diguna-
kan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas. Lebih
luas karena hanya memandang pada penggunaan jasa buruh
diluar batas-batas pertimbangan keuangan. Terbatas dalam
arti bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas untuk
berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenagakerja-
nya itu. 1

Mengingat tanggungjawab sebagai pemimpin yang sudah
ditetapkan berdasarkan nash-nash syariat, maka baginya ber-
kewajiban menetapkan undang-undang keselamatan kerja,
sebagai upaya preventif dari hal-hal yang akan menimpa pe-
kerja di tempat kerjanya. Upay ini mutlak diperlukan demi
menjamin keselamatan dan kesejahteraan kaum pekerja.
Dan itu berdasarkan kaidah syariah yang berbunyi :

1. Tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain dan
mengundang bahaya bagi diri sendiri

2. Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua ber-
tanggungjawab terhadap yang dipmipin

®MA. Manan, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Is-
lam), terj. Potan Arif Harahap (Jakarta : Intermasa, 1992), 58-59.
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3. Tanggungjawab penguasa ialah mengusahakan suasana

kerja yang nyaman demi menjamin keselamatan serta
kesejahteraan kaum pekerja. 7

Restrukturisasi harus dicapai secara sistematis dan kohe-

ren, serta sungguh-sungguh dengan program jangka panjang,

jelas, dan berorientasi pada tujuan. Restrukturisasi ini harus

bertujuan :

L.

Menghidupkan faktor manusia dengan memotivasi indi-
vidu untuk melakukan tugasnya dengan sasaran mereali-
sasikan efisiensi dan pemerataan

. Mereduksi konsenstrasi kekayaan, kekuasaan ekonomi,

dan politik yang berlaku

. Mereformasi semua institusi sosial, ekonomi, dan poli-

tik, termasuk keuangan publik dan lembaga financial,
menurut ajaran-ajaran Islam, membantu meminimalkan
konsumsi yang tidak perlu dan mubadzir, dan mendo-
rong investasi untuk memenuhi kebutuhan pokok, eks-
por, dan peningkatan kesempatan kerja, dan wirausaha,

Ada empat elemen pokok restrukturisasi yang sangat

khusus diperhatikan oleh Islam, yakni :

L.
2.

Pemanfaatan secara murni sumber-sumber daya amanat,
Bantuan sosial diri sendiri melalui pembayaran zakat
atau pembayaran sukarela melalui pembayaran zakat
atau pembayaran sukarela seperti sedekah

. warisan
. reorganisasi sistem financial yang ada

"zzudin Al Khatib At Tamimi, Nilai Kerja dalam Islam, terj. Abdul Ra-

syad Shiddiq (Solo : Pustaka Mantiq, 1993), 54.
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Restrukrisasi ini tidak mungkin diwujudkan kecuali ne-
gara berperan aktif dalam perekonomian. Ia harus memberi-
kan ekspresi praktis kepada tujuan dan nilai-nilai Islam. Hal
ini disebabkan dalam sebuha lingkungan yang bermuatan
moral sekalipun, masih dimungkinkan adanya individu yang
tidak menyadari kebutuhan urgen orang lain, atau persoa-
lan-persoalan kelangkaan, dan prioritas sosial terhadap peng-
gunaan sumbersumber daya. Lebih-lebih terdapat banyak
sektor yang perlu ditegakkan demi kepentingan kepentingan
masyarakat yang lebih luas, tetapi yang tidak menarik perha-
tian individu baik secara kolektif maupun secara persomal
untuk mengusahakannya, karena ketidakmampuan memo-
bilisasi dana yang cukup. Dalam kondisi demikian, pening-
katan moral dan sistem harga betapapun mutlaknya, tidak
akan cukup untuk merealisasikan restrukturisasi yang dituju-
kan untuk merealisasikan pemerataan atau efisiensi dalam
alokasi dan distribusi sumbersumber daya. Karena itu, pe-
ran negara dalam ekonomi selalu penting dalam pemikiran
politik muslim sejak dulu sampai sekarang, yang telah diba-
has dalam sejumlah subyek, termasuk diantaranya al ahkam
as shulthoniyah, regulasi pemerintah, maghasid syariah, as
syiayasah syariyah, dan al hisbah.
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BAB XII
ASPEK HUKUM PAJAK

A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumbangan wajib yang harus dibayar
oleh para wajib pajak kepada kas negara berdasarkan un-
dang-undang tanpa ada balas jasa (kontra-prestasi) yang se-
cara langsung diterima oleh pembayar pajak (wajib pajak).
Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum
untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa ko-
lektif untuk mencapai kesejahteraan umum.! Pajak menurut
Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum
dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan ti-
dak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Sedangkan, Hukum pajak adalah suatu kumpulan pe-
raturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai
pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Pengertian atau definisi lainnya tentang pajak juga dike-
mukakan oleh para ahli, yakni : ?

Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung:Eresco,
1991), 1.

Ibid., 3-6.
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1. Menurut Prof. Dr. P. ]J. A. Adriani, pajak adalah iuran
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut pera-
turan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk me-
nyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak
adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mem-
bayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian
dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya di-
gunakan untuk public saving yang merupakan sumber
utama untuk membiayai public investment.

3. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson
Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu
pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerin-
tah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung
dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan
tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai bera-

lihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.
Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak
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menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, ber-
kurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber
daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua,
bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penye-
diaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan
masyarakat.’

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum
menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul
karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya
kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah peng-
hasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan
untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus diperguna-
kan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan
hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut ha-
rus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya
kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak
maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya
Pengantar [lmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang men-
dasari adanya pemungutan pajak, yaitu: *

1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas
untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya
baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta ben-
danya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya
seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deperlukan
adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini diang-
gap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini
banyajk ditentang karena negara tidak boleh disamakan
dengan perusahaan asuransi.

*Boediono, Ekonomi Makro (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1990), 13.
*Brotodihardjo, Pengantar , 30.
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2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungu-
tan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing
warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan
jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan per-
lindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus
dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenya-
taannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang
miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan
jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang
yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam
kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pem-
bangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan
negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk penge-
luaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak
mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi un-
tuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk
menjalankan tugastugas rutin negara dan melaksana-
kan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya
ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini
pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti be-
lanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain
sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang di-
keluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan
dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan
pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan
sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang sema-
kin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor
pajak.
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2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi mela-
lui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak
bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Contohnya dalam rangka menggiring penanaman mo-
dal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan
berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka
melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mene-
tapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabi-
litas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini
bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur pere-
daran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggu-
naan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan
untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk
juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat
membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak merupakan hubungan antara pemerintah dengan
rakyat mengenai pengambilan kekayaan seseorang dan me-
nyerahkannya kembali kepada rakyat melalui kas Negara
dengan klasifikasi siapa saja wajib pajak (subjek) dan apa
kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak
pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan pajak, cara
penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan seba-
gainya.
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Hukum pajak itu sendiri merupakan bagian dari hukum
publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara
negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang ber-
kewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib
pajak). Pendapat-pendapat tersebut memperlihatkan bahwa hu-
kum pajak rnengatur hubungan antara pemerintah dengan
rakyat. Pemerintah berperan dalam fungsinya sebagai pemungut
pajak (fiscus) dan rakyat dalam kedudukannya sebagai subjek
pajak(wajib pajak). Adanya hubungan semacam inilah yang
menjadikan hukum pajak dikategorikan sebagai hukum
publik.’ Oleh karenanya agar tidak menimbulkan berbagai
masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persya-
ratan, sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai

tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungu-

tan pajak, adil dalam perundang-undangan maupun adil
dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah:

a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak

b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang me-

menuhi syarat sebagai wajib pajak

c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara

umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pa-

jak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara

diatur dengan Undang-Undang”. ¢ Beberapa hal yang
menjadi perhatian dalam penyusunan UU tentang pa-
jak, yaitu:

*Ibid., 10.

®Yasir Arafat, Undang-Undang Republik Indonesia 1945 & Perubahannya (Ja-
karta: Permata Press, tt), 21.
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a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang
berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak
diperlakukan secara umum

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi
para wajib pajak

d. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian
rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian,
baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.
Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepen-
tingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha
masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat ke-
cil dan menengah.

e. Pemungutan pajak harus efesien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungu-
tan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak
yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan
pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan
pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.
Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami
kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi peng-
hitungan maupun dari segi waktu.

f. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan
keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang seder-
hana akan memudahkan wajib pajak dalam menghi-
tung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan
memberikan dapat positif bagi para wajib pajak un-
tuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pa-
jak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit,
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orang akan semakin enggan membayar pajak. Con-

tohnya adalah :

1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif
menjadi 2 macam tarif

2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi
hanya satu tarif, yaitu 10%

3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak penda-
patan untuk perseorangan disederhanakan men-
jadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi
badan maupun perseorangan (pribadi).

B. Sejarah dan Perkembangannya

Mula-mula pajak hanya merupakan pemberian sukarela
kepada raja dan bukan merupakan paksaan dan kewajiban
seperti pajak yang ada pada zaman sekarang. Pajak mulai
menjadi pungutan sejak zaman romawi, pada awal Republik
Roma (509-27 SM) dan sudah mulai dikenal beberapa jenis
pungutan pajak, seperti censor, questor dan beberapa lain-
nya. Pada zaman Roma tidak disebut pajak seperti zaman se-
karang tetapi disebut publican trubutum, dan pajak pada za-
man tersebut merupakan pajak langsung atas kepala negara.

Pada zaman kaisar terkenal Julius Caesar, pajak dikenal
dengan nama centesima rerum venalium, yaitu sejenis pajak
penjualan yang besarnya sebesar 1% dari omset penjualan.
Di Negara, lain Italia dikenal dengan nama decumae, yaitu
pungutan yang besarnya 10% dari dari para petani atau pengu-
asa tanah. Di Indonesia sendiri pajak sudah mulai ada se-
jak belanda masuk ke Indonesia terutama setelah berdirinya
VOC, pungutan bisa berupa kerja paksa atau upeti.
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C. Pengaturan Hukum Pajak di Indonesia

Seiring dengan usaha-usaha pemerintah untuk mening-
katkan tax ratio, sejak tahun 2001 pemerintah telah mela-
kukan berbagai kegiatan untuk mengoptimalkan kinerja bi-
dang perpajakan. Selain melalui kegiatan canvassing, upaya
eksensifikasi juga dilakukan DJP, dengan cara memaksa
wajib pajak orang pribadi untuk memilki NPWP. Peraturan
ini terintegrasi dalam sistem perbankan, misalnya kewajiban
memliki NPWP sebagai salah satu syarat dalam permohonan
kredit bagi wajib pajak orang pribadi.

Dalam siaran pers DJP tanggal 25 agustus 2005 ditegas-
kan bahwa berdasarkan informasi dari pusat data pajak dan
sistem komputerisasi pajak, DJP akan memberikan NPWP
(secara jabatan) terhadap :

1. Pemilik tanah dan bangunan mewah
2. Pemilik mobil mewah
3. Pemilik kapal pesiar atau yacht
4. Pemegang saham, baik di dalam negeri maupun diluar
negeri
Orang asing
6. Pegawai tetap yang berpenghasilan di atas PTKP, dan
lainnya yang belum ber-NPWP.
Pemungutan pajak di indonesia menggunakan sistem

N

self assessment, oleh karena itu wajib pajak harus memahami
hak dan kewajiban perpajakannya agar dapat menjalankan
kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini agar wajib pa-
jak terhindar dari masalah-masalah yang mungkin timbul di
kemudian hari yang mungkin merugikan. Menurut Undang-
undang perpajakan tahun 1983 terdapat bermacam-macam
pajak yang berlaku dalam dunia bisnis, diantaranya :

"Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum dalam Bisnis (Jakarta: Rineka
Cipta, 2003),119-158.
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Pajak pengasilan

Pajak pertambahan nilai

Pajak bumi dan bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pajak atas bea materai

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di
bagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak Negara yang berupa Pajak Penghasilan, Pajak Per-
tambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak
Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bea Masuk dan Cukai

2. Pajak Daerah yang berupa Pajak Kendaraan bermotor,
Pajak radio, Pajak reklame, dan lain-lain.

Dalam dunia perpajakan, setiap pengusaha yang telah
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, minimal mem-
punyai 3 hak,yaitu :

1. Hak pengkreditan atas pajak masukan
2. Hak atas kompensasi atau restitusi dan
3. Hak keberatan atau banding

Hak untuk mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal
Pajak dan banding kepada Badan Peradilan Pajak seperti dia-
tur dalam UU No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan. Kewajiban yang harus dilakukan
wajib pajak menurut undang-undang minimal ada 6, yaitu :

1. Melaporkan usahanya untuk dilakukan menjadi PKP

2. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.

3. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian
barang kena pajak

154



Flﬂmy Fko Purwana

4. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai ke-
giatan usahanya

5. Menyetor pajaka yang berhutang

6. Memberitahukan surat pemberitahuan masa PPN.

D. Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Pajak

Pajak menurut Islam adalah bagian kewajiban-kewajiban
lain selain zakat yang bisa jadi menjadi wajib karena sebuah
kesepakatan dalam hidup bernegara. Menjadi wajib karena
merupakan ketaatan kepada waliyyul amri. Menurut hukum
Islam, pajak merupakan sedekah wajib yang dikenakan oleh
pemerintah atas warga. Penyebutan pajak dengan sedekah
karena tidak ada manfaat langsung (iwadl mubasyir) yang
diterima oleh pembayar tersebut. Sedangkan istilah wajib ka-
rena untuk kepentingan umum (mashalih ammah).

Pajak diperbolehkan dalam Islam. Pengertian pajak (dha-
ribah) dalam Islam berbeda dengan pajak atau tax dalam sis-
tem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pajak dibolehkan dalam
Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat terten-
tu, seperti harus adil, merata dan tidak membebani rakyat.
Jika melanggar ketiganya maka pajak seharusnya dihapus dan
pemerintah mencukupkan diri dari sumber-sumber penda-
patan yang jelas ada nashnya dan kembali kepada sistem ang-
garan berimbang (balance budget).

Pajak juga diperbolehkan setelah zakat ditunaikan. Atau
dengan kata lain, bayar zakat dulu baru kemudian pajak
dipungut. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta me-
lainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan bai-
tul mal kosong atau tidak mencukupi. Pemberlakuan pajak
adalah situasional, tidak harus terus menerus. Ia bisa saja
dihapuskan bila baitul maal sudah terisi kembali. Pajak diwa-
jibkan hanya kepada kaum muslimin yang kaya.
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Masdar Farid Mas’udi seorang dari sekian cendikiawan
Muslim Indonesia. la adalah seorang koordinator Program
Kajian dan Pendidikan merangkap pemimpin Redaksi Jur-
nal Pemikiran Islam Pesantren dan Masyarakat (P3M), di
Jakarta. Menurut beliau bahwa pajak dan zakat, meski ke-
dua-duanya sama-sama mempunyai kewajiban dalam bidang
harta, namun keduanya mempunyai perbedaan, yaitu dalam
hal keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya
berbeda sifat dan azasnya, berbeda sumbernya,sasarannya,
bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula prinsip, tu-
juan dan jaminan.
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BAB XIII
ASPEK HUKUM KEPAILITAN

A. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit.
[stilah pailit berasal dari bahasa Belanda failliet yang mempu-
nyai arti ganda yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Pailit
adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran
bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kredi-
tor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya
piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kepailitan
adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator
di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur
dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004.!

Kepailitan merupakan suatu keadaan yang acap kali dia-
lami oleh perusahaan-perusahaan. Masalah kepailitan tentu-
nya tidak pernah lepas dengan masalah utang-piutang. Di-
katakan perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu
membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditor) yang telah
memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Menurut
Undang-Undang Kepailitan Pasal 2 (1) menyatakan bahwa
debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo

'Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh
Kasus (Jakarta : Kencana, 2008), 151.
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dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan penga-
dilan, baik atas permohonan sendiri maupun permohonan
dari krediturnya.

Pengertian atau definisi tentang kepailitan telah juga di-
definisikan oleh para ahli, yakni : ?

1. Kepailitan menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono
Sastropranoto, dalam bukunya Pembelajaran Hukum
Indonesia, berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu
beslah executorial yang dianggap sebagai hak kebendaan
seseorang terhadap barang kepunyaan debitur.

2. Kemudian kepailitan menurut Kartono, dalam bukunya
Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran berpendapat
bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas
keseluruhan kekayaan si debitur untuk kepentingan
seluruh krediturnya bersama-sama, yang pada waktu de-
bitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk
jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada
saat itu.

3. Pengertian pailit atau bangkrut menurut Blacks Law Dis-
tionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau
melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengela-
bui pihak kreditornya.

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu ber-
jalan dengan baik dan dimungkinkan atau pasti mempunyai
utang dan perusahaan itu tidak sanggup lagi membayar utang-
nya. Hal demikian dapat pula terjadi pada perorangan yang
melakukan suatu usaha. Bagi suatu perusahaan, utang bukan-
lah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu
masih dapat membayar utangnya kembali.

WVictor M. Situmorang, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia (Jakarta:

PT. Rineka Cipta, 1994), 20.
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Dalam perspektif hukum perjanjian, setidak-tidaknya terda-
pat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu
kreditur dan debitur yang masing-masing pihak mempunyai
hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu.
Apabila debitur tidak mampu ataupun tidak mau membayar
utangnya kepada debitur (disebabkan oleh situasi ekonomi
yang sulit atau keadaan terpaksa), maka telah disiapkan suatu
cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaikni melalui
lembaga kepailitan dan penunndaan pembayaran. Hukum
memang diperlukan baik dalam keadaan damai maupun da-
lam keadaan kekacauan, karena hukum merupakan pedo-
man apa yang boleh dilakukan, untuk melindungi hak dan
kewajiban yang diberikan oleh hukum serta melarang apa
yang tidak dibolehkan oleh hukum.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa ke-
pailitan berarti suatu keadaan debitur berhenti membayar,
baik itu karena tidak bisa membayar atau karena tidak mau
membayar. Debitur yang sedang pailit akan kehilangan hak
penguasaan atas harta bendanya, dalam hal ini curator yang
merupakan Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang per-
seorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus
dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan
hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.

B. Sejarah dan Perkembangannya

Pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan
dalam KUH Dagang (WvK) tetapi diatur dalam peraturan
tersendiri dalam Failissementswerordening, sejak tahun 1906
yang dahulu hanya diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi
kemudian digunakan untuk semua golongan. Sebagai dasar
umum (peraturan umum) dari lembaga kepailitan ialah Kitab
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Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya
pasal 1131 dan 1132. Sedangkan dasar hukum yang khusus ten-
tang kepailitan diatur dalam Failissementswerordening, S.1905
No. 217 jo. 1906 No. 348 . Pemerintah Pendudukan Belanda
di Jakarta pernah mengeluarkan suatu Peraturan Darurat
Kepailitan dengan nama “Noodregeling Faillissements 1947, S.
1947 No. 214” yang mulai berlaku pada tanggal 19 Desember
19417. Peraturan tersebut sifatnya “darurat”, yaitu untuk meng-
hapuskan putusan-putusan kepailitan yang terjadi sebelum
jatuhnya Jepang. Apabila tugasnya yang sementara itu sudah
selesai maka tentunya peraturan itu tidak berlaku lagi.

Begitupula dipandang dari Undangundang Darurat
Republik Indonesia 1945, bahwa Peraturan Darurat Kepai-
litan itu tidak masuk di dalam daftar pengesahan peraturan-
peraturan Hindia Belanda yang dimaksudkan oleh pasal 11
Aturan Peralihan UUD 1945. Jadi jelaslah, sampai saat ini
berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, maka peraturan
khusus yang berlaku di Indonesia tentang kepailitan hanya-
lah “Failissementsverordening 1905”.

Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia
dimana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian na-
sional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan
investasi di Indonesia, mulailah diadakan perubahan dalam
peraturan hukum kepailitan. Peraturan lama yang masih
berlaku ternyata tidak sesuai lagi dengan kebutuhan peruba-
han zaman. Oleh karena itu, pada tahun 1998, pemerintah
mengeluarkan Undang-undang No 4 Tahun 1998 tentang
kepailitan yang merupakan :

Asikin Zainal, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia

(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1994), 25.
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1. Perbaikan terhadap Failissements-verordening 1906

2. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

3. Mengenal istilah Pengadilan Niaga, diluar Pengadilan
Umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis

Selanjutnya pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan
lagi Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang meru-
pakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan
sebelumnya.*

C. Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia

Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia terus tum-
buh dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Adapun
salah satu perkembangannya dapat dilihat pada syarat-syarat
yang dapat mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan
Pasal 2 diatas, yakni :

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan
tidak membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh
pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun
atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

2. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan
alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan
kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa dan Ne-
gara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :
a. Debitor melarikan diri.

b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan.

*Saliman, Hukum, 149.
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c¢. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghim-
pun dana dari masyarakat.

d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari peng
himpunan dana dari masyarakat luas.

e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif da-
lam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah
jatuh waktu.

f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan ke-
pentingan umum.

. Debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pai-

lit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank

Indonesia.

. Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kli-

ring dan penjaminan, lembaga penyimpan dan penyele-

saian permohonan hanya dapat diajukan oleh Badan

Pengawas Pasal Modal (BPPM) karena lembaga tersebut

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana

masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah
pengawasan BPPM.

. Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasu-

ransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik

maka permohonan pernyataan pailit sepenuhnya ada

pada Menteri Keuangan.

Pengajuan kepailitan diajukan kepengadilan yang dae-

rah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debi-
tur. Apabila debitur telah meninggalkan wilayah RI, maka

pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan terakhir debitur,
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sedangkan dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan
dalam wilayah RI tetapi menjalankan profesi atau usahanya
dalam wilayah RI, diajukan ke pengadilan yang daerah hu-
kumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur
menjalankan profesi atau usahanya.

Permohonan kepailitan harus diajukan oleh seorang
penasehat hukum yang memiliki izin praktek. Selama pu-
tusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan
atau diucapkan oleh setiap kreditor, maka Kejaksaan, Bank
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keu-
angan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan
untuk: °

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh
kekayaan debitor.
2. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi :
a. Pengelolaan usaha debitor, dan
b. Pembubaran kepada kreditor dan pengalihan atau
penggunaan kekayaan debitor dalam kepailitan meru-
pakan kewenang kurator.

Dengan demikian, dalam putusan pernyataan pailit harus
diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk
dari hakim pengadilan. Hakim pengawas ditunjuk oleh hakim
pengadilan niaga yang berkewajiban mengawasi pengurusan
dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.
Kedudukan hakim pengawas sangat penting karena selain
mempunyai kewenangan pengawasan juga memimpin pelak-
sanaan kepailitan danberbagai kewenangan yang ada pada-
nya sebagaimana diatur dalam pasal UUK.. Pengadilan wajib
mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil

SRichard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis (Jakarta: Rineka
Cipta, 2003), 161.
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suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta
pailit.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak
tanggal putusan pernyataan pailit, kurator akan mengumum-
kan dalam berita negara Rl serta dalam sekurang-kurangnya
surat kabar harian. Ha-hal lainya yang di tetapkan oleh hakim
pengawas sebagai berikut:

1. Thtisar putusan pailit.

2. Identitas, alamat, dan pekerjaan debitur.

3. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia semen-
tara kreditur, apabila sudah ditunjuk.

4. Tempat dan waktu pnyelenggaraan rapat pertama kre-
ditur.

5. Identitas hakim pengawas.

Dalam Pasal 21, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan
debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta
segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan de-
mikian, demi hukum debitor telah kehilangan haknya untuk
menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam
harta pailit. Apabila debitor adalah perseroan terbatas, organ
perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika da-
lam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya
harta pailit maka pengeluaran uang yang merupakan bagian
harta pailit adalah wewenang kurator. Putusan dihitung se-
jak tanggal pernyataan pailit diucapkan, sejak pukul 00.00
waktu setempat.

Dalam pada itu, debitor demi hukumnya telah kehi-
langan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya
yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan per-
nyataan pailit diucapkan. Namun, ketentuan sebagaimana
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dalam Pasal 21 di atas tidak berlaku terhadap barang-barang

sebagai berikut :

L.

Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan
oleh debitor sehubungan dengan pekerjanya, perlengka-
pannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk keseha-
tan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan
oleh debitor dan keluarganya.

Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya
sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa se-
bagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan
sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.

. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi

suatu kewajiban memberi natkah menurut undang-un-
dang.

. Suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim pengawas

dari pendapatan hak nikmat dalam pasal KUH perdata,
untuk membiayai beben-beban yang yang disebut dalam
pasal 312 KUH perdata.

. tunjangan yang oleh debitur pailit yang diterima dari

pendapatan anak-anaknya.

Dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang ter-

libat tidak hanya kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak

lain yang terlibat, yakni: hakim pengawas, kurator, dan pani-

tia kreditor. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

L.

Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi pengurusan
dan pemberesan harta pailit.

2. Kurator bertugas melakukan pengurusan dan atau pem-

beresan harta pailit. Dalam Pasal 70, kurator dapat dila-
kukan oleh:
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a. Balai harta peninggalan.
b. Kurator lain, sebagai berikut:

1) orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia
memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam
rangka mengurus dan atau membereskan harta
pailit.

2) terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang hukum dan peratu-
ran perundang-undangan.

Dengan demikian, sejak mulai pengangkatannya, ku-

rator harus melaksanakan semua upaya untuk menga-

mankan harta pailit dan menyimpan semua surat,
dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga
lainnya dengan memberikan tanda terima.

3. Panitia kreditor dalam putusan pailit atau penetapan
pengadilan dapat membentuk panitia kreditor, terdi-
ri atas tiga orang yang dipilih dari kreditor yang telah
mendaftarkan diri untuk diverifikasi, dengan maksud
memberikan nasihat kepada kurator.

Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang
lain terhadap semua pekerjaan yang berhubungan dengan
tugas-tugasnya dalam panitia. Dalam hal diperlukan, kura-
tor dapat mengadakan rapat dengan panita kreditor untuk
meminta nasihat. Sementara itu, kurator tidak terikat oleh
pendapat panitia kreditor. Oleh karena itu, dalam hal kura-
tor tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka kurator
dalam waktu tiga hari wajib memberitahukan hal itu kepada
panitia kreditor. Dalam rapat kreditor, hakim pengawas ber-
tindak sebagai ketua, sedangkan kurator wajib hadir dalam
rapat kreditor. Rapat kreditor, seperti rapat verifikasi, rapat
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membicarakan akur (accord), rapat luar biasa, dan rapat
pemberesan harta pailit.

Adapun mekanisme atau tata cara untuk mengajukan
perermohonan pailit suatu perusahaan adalah : ¢

1. Sebagai awal dari pemeriksaan kepailitan didahului
dengan adanya “permohonan kepailitan” oleh pihak-
pihak yang berwenang dan diajukan kepada panitera
Pengadilan Negeri yang berwenang di tempat kediaman
debitur, baik diajukan secara tertulis atau diwakilkan
oleh pengacara. Umumnya suatu permohonan kepai-
litan dilakukan oleh para pihak secara tertutup atau
tidak diumumkan secara terbuka. Akan tetapi permo-
honan kepailitan dalam bentuk petisi yang diumumkan
di media massa bisa saja dilakukan oleh para kreditur.
Hanya saja pernyataan petisi kepailitan yang dilakukan
secara terbuka ini nampaknya kurang etis dan tidak ber-
sahabat, sebab akan membawa citra yang kurang baik
bagi debitur yang masih mempunyai masa depan yang
memungkinkan untuk diperbaiki.

2. Setelah pengadilan menerima permohonan kepailitan,
panitera atau pejabat yang mewakilinya memanggil para
pemohon untuk datang di depan sidang pengadilan da-
lam sidang tertutup yang khusus memeriksa kepailitan
itu. Selama pemeriksaan permohonan kepailitan, hakim
atau pengadilan dapat memerintahkan panitera atau
wakilnya untuk melakukan penyegelan terhadap harta
kekayaan (boedel) dari si debitur.

3. Apabila dalam pemeriksaan itu terbukti secara sumier
bahwa debitur berada dalam keadaan berhenti membayar,
maka hakim akan menjatuhkan putusan kepailitan ter-

¢Zainal, Hukum, 36.
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hadap debitur. Vonis kepailitan itu harus diucapkan da-

lam sidang terbuka untuk umum. Putusan bersifat kon-

stitutif, yaitu putusan yang meniadakan keadaan hukum
atau menimbulkan keadaan hukum yang baru.

. Di dalam putusan hakim itu, disamping hal-hal yang la-

zim ada di setiap putusan , memuat pula :

a. Pengangkatan seorang hakim Pengadilan Negeri seba-
gai hakim komisaris

b. Pengangkatan panitia sementara para kreditur jika
kepentingan boedel menghendaki.

. Setelah putusan kepailitan dijatuhkan oleh hakim yang

memeriksa, maka panitera Pengadilan Negeri segera

memberitahukan tentang putusan kepada :

a. Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berkedudukan
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang memu-
tus kepailitan tersebut

b. Perum Pos dan Giro serta Perum Telekomunikasi,
baik yang ada di tempat hakim yang memutus, mau-
pun yang ada di tempat si pailit.

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, maka demi
hukum, (BHP) akan bertindak menjadi kuratis (pengam-
pu) si pailit yang bertugas mengurus harta (boedel) si pailit
dan segala hubungan suratmenyurat yang dialamatkan
kepada si pailit akan diteruskan kepada BHP.
. Selanjutnya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga
yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum
yang ,memungkinkan oleh Undang-undang, maka kepu-
tusan kepailitan oleh BPH harus diumumkan pada ma-
jalah atau surat kabar resmi yang ditunjuk oleh hakim
komisaris.
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BAB XIV
ASPEK HUKUM EKONOMI
PEMBANGUNAN

A. Pengertian Hukum Ekonomi Pembangunan

Hukum Ekonomi Pembangunan adalah hukum yang
meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-
cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi
Indonesia secara nasional dan berencana. Hukum ekonomi
pembangunan adalah suatu hukum yang mendorong kenai-
kan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan
memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan di-
sertai dengan perubahan fundamental dalam struktur eko-
nomi suatu Negara.!

Pembangunan ekonomi tidak pernah lepas dari pertum-
buhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong per-
tumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi
memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu
perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan
pendapatan nasional. Suatu Negara dikatakan mengalami
pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil

'Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia (Bandung:
Bina Cipta, 1988), 41.
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di Negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupa-

kan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.?

Namun ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat dia-

plikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu

hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner

dan multidimensional. *> Atas dasar itu, hukum ekonomi

menjadi tersebar dalam pelbagai peraturan undang - undang
yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. * Sementara
itu, hukum ekonomi menganut azas, sebagai berikut:

L.

Nl S O

Azas keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa.

Asas Manfaat

Asas Demokrasi Pancasila

Azas adil dan merata

Asas Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan

Beberapa pertanyaan yang diperlukan oleh sarjana hu-

kum untuk dapat menyusun suatu sistem Hukum Ekonomi

Pembangunan yang dapat diharapkan menunjang pembangu-

nan ekonomi adalah:

L.

Sistem ekonomi yang ideal seperti apakah yang dulu
dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita dan sistem eko-
nomi nasional seperti apa pula yang perlu ( ideally ) dan
(secara realistic ) dapat kita bangun dipermulaan abad ke-
21 ini? Benarkah bangsa Indonesia menginginkan suatu
sistem ekonomi pasar yang sebebas-bebasnya, ataukah

2Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Ekonomi, terj. A. Jaka
Wasana (Jakarta: Erlangga, 1989), 133.

’Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2006), 117-120.

Yasir Arafat, UndangUndang Dasar Republik 1945 & Perubahannya (Jakarta:

Permata Press,tt), 33-35.
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(mengingat mayoritas bangsa masih hidup dalam era
masyarakat agraria dan permulaan industrialisasi), eko-
nomi pasar yang kita butuhkan adalah apa yang di Jer-
man dikenal sebagai Soziale Marktawirtschaft atau sistem
ekonomi pasar sosial, sebagaimana telah sejak tahun
1953 (setengah abad) diterapkan di Jerman? Dan bukan
system ekonomi pasar dengan persaingan yang sebebas-
bebasnya, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat?
Jika benar, maka kebijaksanaan Hukum Ekonomi dan
peraturan, organisasi, serta manajemen sebagai segmen
perekonomian juga sebaiknya tidak terlalu mengacu ke-
pada kebijaksanaan dan hukum Ekonomi Amerika Seri-
kat, tetapi sebaiknya lebih bercermin pada teori ekono-
mi kebijaksanaan dan / atau Hukum Ekonomi Jerman,
misalnya.

. Hal-hal apa saja yang merupakan ciri-ciri dan kekurangan-
kekurangan system ekonomi Indonesia dewasa ini! Dan
dalam hal apa diperlukan perbaikan atau perubahan
agar lebih mendekati sitem ekonomi kita yang dicita-
citakan.

. Hal-hal apa di dalam bidang hukum yang oleh para ahli
ekonomi dan pengusaha dirasakan sebagai penghambat
atau penghalang kemajuan ekonomi.

. Dan unsur-unsur apa pula di dalam sistem hukum kita
yang diharapkan dapat diperbaiki dan bagaimana mem-
perbaikinya agar Hukum lebih menunjang kegiatan eko-
nomi’

. Paradigma dan peraturan hukum apa yang harus kita
ubah sebagai akibat globalisasi ekonomi; agar di satu pi-
hak kita dapat bersaing dengan pelaku ekonomi asing
(termasuk dari negara tetangga), tetapi dilain pihak tetap
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setia (walaupun dalam bentuk yang lebih modern) pada
cita-cita bangsa dan arahan konstitusi’

Ekonomi Pembangunan adalah ilmu yang mempelajari
tentang pembangunan ekonomi tidak hanya menggambarkan
jalannya perkembangan ekonomi saja, tetapi juga mengana-
lisa hubungan sebab akibat dari faktor-faktor perkembangan
tersebut. Maka, seperti telah terungkap dalam penelitian hu-
kum ekonomi dan pembanguanan, dalam hukum ekonomi
pembanguan Indonesia peranan pemerintah sebagai unsur
pembaharu dan memberi arah kepada pembangunan eko-
nomi itu lebih menonjol. °

Pemikiran tentang masalah-masalah ekonomi pada kenya-
taannya melekat pada usaha pembangunan ekonomi yang
berencana disuatu negara berkembang termasuk di Indone-
sia. Oleh karenanya harus didekati secara berbeda dengan
teori-teori dan pemikiran perkembangan ekonomi dinegara
industri, yang ekonominya dimasa yang lalu tumbuh tanpa
direncanakan secara sadar. Hal ini menimbulkan suatu bi-
dang ilmu ekonomi yang baru yang dinamakan ekonomi
pembangunan (development economics). ©

Disamping itu para ahli administrasi Negara di Amerika,
Eropa, dan Indonesia telah sepakat bahwa pembangunan
administrasi dinegara Negara yang telah berkembang dan
menurut suatu rencana pembangunan yang tertentu menim-
bulkan masalah-masalah yang lain, yang harus didekati se-
cara berbeda pula daripada masalah-masalah pembangunan
administrasi disuatu negara yang secara evolusioner telah
melalui perkembangan dan penyempurnaan administrasi

*Boediono, Ekonomi Makro (Yogyakarta: BPFE, 1990), 1.
®Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Mikro Pendekatan Kepada
Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 77.
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Negara, sehingga dianggap perlu untuk melahirkan suatu
bidang administrasi baru, yang diberi nama administrasi
pembangunan.

B. Pengaturan Hukum Ekonomi Pembangunan di Indo-
nesia
Pengaturan hukum ekonomi pembangunan di Indonesia
dalam sebuah kajian tentang hukum di Indonesia meliputi:’
Pertanahan
Bentuk-bentuk usaha
Penanaman modal asing
Kredit dan bantuan luar negeri
Perkreditan
Paten dan merk
Asuransi
Impor-ekspor

A AR A T o e

Pertambangan
. Perburuhan
. Perumahan

—_ = =
N o= O

. Pengangkutan

—_
(SN

. Perjanjian internasional

Permasalahan pembangunan yang muncul harus menda-
patkan pengarahan dan perlindungan hukum agar dapat
mencapai tujuan-tujuannya. Beberapa hal yang menjadi per-
hatian pemerintah, adalah :

1. Beberapa negara sedang berkembang mengalami keti-
dak stabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupa-
kan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi.
Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin

"Hartono, Hukum, 36
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terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta per-
satuan dan perdamaian di dalam negeri.

2. Hendaknya pemerintah menyediakan tenaga kerja yang
ahli dan terdidik untuk memajukan pertumbuhan eko-
nomi.

3. Hendaklah para pemimpin menjadi orang-orang yang ju-
jur dan berkualitas untuk menjaga kestabilan ekonomi
yang ada di Negara ini.

4. Memajukan pendapatan Negara dengan menaikkan har-
ga-harga kebutuhan pokok.

5. Mengurangi produk-produk import dan mengahargai
produk sendiri.

6. Meningkatkan tingkat ekspor ke luar negeri

7. Memenuhi kebutuhan warga sendiri dengan meman-
faatkan sumber daya alam yang ada.

8. Membuka lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja yang
produktif yang mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat.

C. Hubungan Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hu-

kum Ekonomi Sosial

Hukum ekonomi pembangunan Indonesia menyangkut
pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum dalam sistem
ekonomi Indonesia yang terarah. Sedangkan hukum eko-
nomi sosial Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan
kaidah-kaidah hukum yang memikirkan bagaimana kita
dapat meningkatkan kesejahteraan warga nengara Indone-
sia sebagai persseorangan,dan tetap memelihara harkat dan
martabat kemanusiaan manusia Indonesia, serta tetap men-
junjung tinggi hak-hak hidup yang sama dari pihak yang le-
mah dalam system ekonomi Indonesia yang terarah itu.
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Titik tolak dan dasar pemikiran hukum ekonomi pem-
bangunan Indonesia adalah ekonomi Indonesia dalam arti
pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi nasio-
nal secara makro, maka titik tolak dan dasar pemikiran hu-
kum ekonomi sosial adalah kehidupan ekonomi Indonesia
yang berperikemanusiaan dan perataan pendapatan, dimana
disetiap warga Negara Indonesia berhak atas kehidupan dan
pekerjaan yang layak. Dalam hububgan ini perlu di ingat,
bahwa segala usaha pembanguanan ekonomi Indonesia itu
sekali kali tidak kan dan tidak boleh berlangsung dengan
merendahkan derjat manusia idonessia menjadi alat pro-
duksi atau alat dari pembangunan ekonomi itu, akan tetapi
justru harus berlangsung dengan menjunnjung tinggi hak-
hak hidup manusia yang asasi.

Oleh karena tujuan masyarakat Indonesia adalah senan-
tiasa wajib memelihara keseimbangan antara kepentingan
masyarakat sebagai keseluruhan dan kepentungan manusia
sebagai perorangan, maka dalam setiap kaidah hukum eko-
nomi Indonesia akan terpaut segi-segi hukum ekonomi so-
sial sekaligus segi-segi hukum ekonomi pembangunan. Con-
tohnya mengenai bantuan luar negeri terdapat lebih banyak
segi hukum ekonomi pembangunan daripada segi hukum
eknomi sosial. Sedangkan dibidang lain misalnya mengenai
jaminan hari tua atau yatim piatu, terdapat lebih banyak
segi hukum ekonomi sosial daripada segi hukum ekonomi
pembangunan. Namun demikian disemua bidang hukum
ekonomi tanpa kecuali kedua segi hukum ekonomi itu akan
saling berkaitan dan masing-masing tidak boleh diabaikan
demi terwujudnya suatu masyarakat dan sistem ekonomi
Indonesia yang berpancasila, yang ingin tetap memelihara
keseimbangan yang wajar antara kepentingan manusia per-
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seorangan dengan kepentingan masyarakat sebagai satu ke-
seluruhan.®

Sehubungan dengan asas keseimbangan, asas adil dan
merata, asas demokrasi, asas usaha bersama, dan kekeluar-
gaan serta asas manfaat demi pengembangan pribadi warga
Negara, harus menjadi pegangan semua fihak yang terlibat
dalam pembangunan nasional termasuk pembangunan eko-
nomi nasional dan pengembangan sistem hukum ekonomi
Indonesia. Sebab itu, apabila bagi Negara-negara yang ekono-
minya telah maju, keadilan sosial hendak diciptakan dengan
membatasi kebebasan dan hak-hak asasi manusia, di Indo-
nesia untuk mencapai keadilan dan keseimbangan antara
kepentingan umum dan perseorangan, harus lebih memper-
hatikan apa yang di wajibkan oleh pasal 27 ayat 2 UUD, yang
menyatakan bahwa pada taraf terakhir semua pembangunan
itu dilakukan agar tiap-tiap warga Negara akan mendapat-
kan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai martabat
kemanusiaannya.

Dengan kata lain, untuk mencapai apa yang dicita-cita-
kan oleh UUD 1945 khususnya sebagaimana dikemukakan
oleh pembukaannya, maka hukum ekonomi Indonesia ha-
rus selalu memelihara dan menjamin keseimbangan antara
kepentingan umum dan perseorangan, sehingga setiap kai-
dah hukum ekonomi apakah berasal dari penguasa ataukah
merupakan keputusan pihak swasta, harus dan wajib men-
cerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan ke-
seimbangan perseorangan. Inilah yang membedakan hukum
ekonomi pembangunan Indonesia dari hukum ekonomi
pembangunan Negara-negara maju.

8A.Prasentyantoko, Arsitektur Baru Ekonomi Global Belajar dari Keruntuhan
Ekonomi asia Tenggara (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), 170-172.
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D. Hukum Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Inter-
nasional

Definisi tentang pembangunan ekonomi pun memiliki
keberagaman diantara para pakar. Menarik untuk melihat
pendekatan definisi yang diberikan oleh Scott Davidson. la
melihat bahwa pembangunan ekonomi dalam hukum inter-
nasional harus didekati dengan beragam perspektif:

Untuk memahami hukum internasional mengenai pem-
bangunan ekonomi, ada aspek-aspek tertentu dari subjek ini
yang tidak dapat di tinggalkan begitu saja. Aspek-aspek ini
merupakan komponen histories, politis dan filosofis dari
pembangan ekonomi. Adalah mustahil memberi makna
pembangunan ekonomi tanpa mempelajari berbagai kekua-
tan yang membentuk aspek itu. Sejarah dan politik memberi
dimensi kontekstual pada pembangunan ekonomi, filsafat
memberinya makna dan ilmu hukum membahas mekanis-
me penerapanya.

Padahal hak-hak pribadi tidak hanya mengatur perlin-
dungan hak sipil dan politik akan tetapi juga hak ekonomi.
Hak ekonomi ini dalam hukum internasional kini adalah
salah satu hak yang cukup fundamental. Pembangunan eko-
nomi memang mengatur tentang perlindungan hak-hak pri-
badi, namun fokus perhatian masyarakat internasional lebih
berpihak pada perlindungan hak-hak sipil dan politik.

E. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Posisi Negara-negara berkembang dewasa ini dalam ba-
nyak hal berbeda dengan yang dimiliki oleh Negara-negara
maju pada saat lepas landas ke arah era pertumbuhan eko-
nomi modern. Dalam kondisi awal tersebut, paling tidak
terdapat delapan perbedaan penting yang mempengaruhi
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prospek pertumbuhan ekonomi dan syaratsyarat terlaksanya
pembangunan ekonomi modern. Kedelapan butir perbe-
daan yang utama dan yang perlu dianalisis lebih lanjut itu
adalah sebagai berikut :
1. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas mo-
dal manusia.
2. Perbedaan pendapatan perkapita dan tingkat GNP di-
bandingkan negara-negara lainnya di dunia.
3. Perbedaan iklim.
4. Perbedaan jumlah penduduk, distribusi, serta laju per-
tumbuhannya.
5. Peranan sejarah migrasi internasional.
6. Perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perda-
gangan internasional.
7. Kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan
dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar.
8. Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik dan
sosial.

Oleh karena itu agar bisa meningkatkan pertumbuhan
ekonomi suatu negara maka dapat dilakukan upaya perbai-
kan di segala bidang dan mengeluarkan berbagai macam
kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi itu sen-

diri.
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BAB XV
ASPEK HUKUM EKONOMI SOSIAL

A. Pengertian Ekonomi Sosial

Hukum ekonomi sosial menyangkut pengaturan dan pe-
mikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangu-
nan ekonomi nasional secara adil dan merata, sesuai dengan
martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia In-
donesia (distribusi yang adil dan merata). Hukum ekonomi
sosial lebih menekankan pada pembagian pendapatan nasio-
nal secara adil dan merata, memelihara dan meningkatkan
martabat kemanusiaan manusia Indonesia dalam rangka pem-
bangunan ekonomi. Titik tolak dasar pemikiran Hukum
Ekonomi Sosial adalah kehidupan ekonomi Indonesia yang
berperikemanusiaan dan pemerataan pendapatan, di mana
setiap warga nagara Indonesia berhak atas kehidupan dan
pekerjaan yang layak. !

Gagasan untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan
yang menjadi inti dari hukum ekonomi sosial telah digagas
pula oleh Prof. Heinz Lampert. Beliau dalam bukunya yang
berjudul : Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan So-
sial Republik Federasi Jerman membedakan antara :?

ISunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia (Bandung:
Bina Cipta, 1988), 41.

*Heinz Lampert, Ekonomi Pasar Sosial, terj.Hanna Tobing, dkk. (Jakarta:
Puspa Swara, 1994), 2-3.
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1. Tatanan dari suatu perekonomian nasional yang sedang
berjalan atau tatanan ekonomi efektif yang menjabarkan
keadaan, kejadian dan karena itu bersifat deskriptif.

2. Tatanan yang diharapkan, atau tatanan ideal atau kon-
sep tatanan kebijakan.

Di dalam kaitannya dengan hukum ekonomi sosial,
tatanan ekonomi yang disebut pertama didasarkan pada hu-
kum positif atau hukum yang berlaku (positive law) sedang
pengertian sistem sebagai tatanan yang ideal untuk sebagian
berhubungan dengan konstitusi (UUD) dan untuk sebagian
lagi hukumnya masih harus dibangun untuk mencapai sis-
tem ekonomi maupun sistem hukum yang mendukungnya.

Selanjutnya Heinz Lampert mengatakan bahwa “ Suatu
tatanan ekonomi haruslah bersifat instrumental untuk menga-
tasi tiga masalah yang terdapat dalam setiap masyarakat eko-
nomi, yaitu :

1. Fungsi perekonomian harus dijalankan dan diamankan;

2. Semua aktivitas ekonomi harus dikoordinasikan dengan
jelas, dan

3. Tatanan ekonomi harus dijadikan sebagai alat bagi pan-
capaian tujuan-tujuan dasar politik.

Oleh karenanya, salah satu fungsi hukum adalah, untuk
menyediakan jalurjalur bagi pembangunan (politik, ekono-
mi, hukum maupun sosial budaya) masyarakat. Mendeteksi
kekurangan-kekurangan sistem ekonomi maupun sistem hu-
kum yang sedang berlaku sekarang ini harus dilakukan un-
tuk menemukan jalan dan cara-cara bagaimana bangsa kita
setahap demi setahap dapat mendekati tatanan ideal (baik
tatanan ekonomi maupun tatanan hukum dan sosial-politik
nasional) sebagaimana tercantum dalam undangundang dasar.
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Di Perancis muncul gagasan tentang hokum ekonomi
social dengan istilah Droit E’conomique. Istilah Droit
E’conomique merupakan kaidah-kaidah hukum Adminis-
trasi Negara (terutama yang berasal dari kekuasaan eksekutif)
yang mulai sekitar tahun 1930an diadakan untuk membatasi
kebebasan pasar di Perancis, demi keadilan ekonomi bagi rakyat
miskin, agar tidak hanya mereka yang berduit saja yang dapat
memenuhi kebutuhannya akan pangan, tetapi agar rakyat pe-
tani dan buruh juga tidak akan mati kelaparan.

Krisis ekonomi dunia yang dikenal dengan nama ma-
laise di tahun 1930an itulah yang mengakibatkan adanya
koreksi terhadap faham pasar bebas, karena ternyata pe-
merintah Perancis merasa wajib untuk mengeluarkan pera-
turan Hukum Administrasi Negara yang menentukan harga
maksimum dan harga minimum bagi bahan-bahan pokok
maupun menentukan izin- izin Pemerintah yang diperlukan
untuk berbagai usaha di bidang ekonomi, seperti misalnya
untuk membuka perusahaan, untuk menentukan banyaknya
penanaman modal; dan didalam usaha apa modal ditanam-
kan; untuk mengimpor atau mengekspor barang, kemana,
seberapa dan sebagainya.

B. Sejarah dan Perkembangannya

Perkembangan hukum ekonomi di Indonesia menunjuk-
kan tanda-tanda perkembangan yang berbanding terbalik
dengan yang ada di negara Belanda. Sebab di Indonesia ha-
nyalah orang-orang asing saja, yaitu golongan Eropa, Jepang,
dan Timur Asing lainnya, yang sebelum kemerdekaan aktif
dalam dunia perdagangan nasional dan internasional. Dan
karena itu, ditundukkan pada kaidah-kaidah Hukum Barat
(BW dan WvK). Sedang orang Bumiputera Indonesia untuk
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sebagian besar hanya berfungsi sebagai petani. Lagi pula ke-
hidupan perekonomian bangsa Indonesia untuk sebagian
besar berlangsung di pedesaan. Sehingga kehidupan pereko-
nomian Indonesia itu berlangsung di bawah Hukum Adat,
yang diketahui bersifat komunal. Hanya dalam beberapa hal
yang tertentu, seperti dalam penggunaan cek dan wesel dan
apabila dengan cara penundukan sukarela untuk perbuatan
hukum yang tertentu sekelompok orang Indonesia hendak
mendirikan suatu Perseroan Terbatas, barulah Hukum Barat
berlaku bagi orang Indonesia.

Setelah kemerdekaan, sedikit demi sedikit Hukum Ba-
rat (terutama Hukum Dagang) mulai lebih berarti bagi go-
longan Indonesia asli, karena kini secara otomatis Hukum
Dagang dianggap berlaku setiap kali orang Indonesia asli
menggunakan suatu lembaga Hukum Barat/Hukum Da-
gang. Terutama setelah nasionalisasi perusahaan-perusahaan
Belanda menjadi Perusahaan Negara sekitar tahun 1958.
Perekonomian Indonesia lebih banyak lagi jatuh ke tangan
orang Indonesia asli, sehingga Hukum Dagang Barat (WvK
dan kaidah-kaidah Hukum Kekayaan dan Perikatan Barat
dalam BW) lebih lagi diresapi ke dalam masyarakat hukum
Indonesia.

Dengan adanya pertambahan peraturan impor-ekspor,
devisa, perbankan, perkreditan, dan lain-lain, terutama se-
telah diundangkannya UU Penanaman Modal Asing No. 1
th 1967, dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 th
1968, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia
secara terbuka telah mengakui WvK beserta kaidah-kaidah
yang bersangkutan dalam BW. Tendensi ini juga dapat di-
konstatir dalam yurisprudensi, khususnya yang menyangkut
Hukum Kontrak. Sehingga dalam dunia perdagangan dan
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perekonomian dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya kini
telah tercapai unifikasi hukum untuk semua golongan pen-
duduk.

Dengan dilancarkannya pembangunan nasional, maka
sesungguhnya struktur ekonomi Indonesia sudah merupa-
kan suatu Verwaltungswirtschaft, sekalipun belum melalui
fase-fase Geldwirtschaft dan Kreditwirtschaft, seperti negara-
negara maju di Eropa. Secara hukum, dasar dari sistem Ver-
waltungswirtschaft itu dapat dilihat pada pasal 33 UU 1945,
yang merupakan landasan penting dari Hukum Ekonomi
Indonesia. Berlandaskan Undang-Undang Dasar tersebut,
pemerintah lebih memberikan pengertian pada pemerataan
hasil perekonomian nasinal (GNP), yang tercermin dalam
usaha-usaha pembinaan pengusaha lemah, pengadaan sarana
asuransi kesehatan, penyempurnaan perkreditan untuk go-
longan ekonomi lemah, penyempurnaan usaha transmigrasi,
pendidikan non formal, pengadaan UU perburuhan, penyem-
purnaan administrasi pembayaran uang pensiun, perhatian
pada orang-orang cacat, dan sebagainya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sesudah pemberian
tekanan pada usaha-usaha pembangunan masyarakat dan
struktur perekonomian secara keseluruhan, pemerintah le-
bih memperhatikan dan menekankan kebijakannya pada
usaha-usaha peningkatan kesejahteraan perseorangan warga
Negara Indonesia. Atas dasar inilah Hukum Ekonomi Indo-
nesia dapat dibagi menjadi dua bagian yang saling berkaitan,
yaitu Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Eko-
nomi Sosial. Inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan
Hukum Ekonomi Sosial yang berkembang di Indonesia. *

SHartono, Hukum, 47-49.
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C. Pengaturan Hukum Ekonomi Sosial di Indonesia
Peraturan-peraturan di bidang hukum yang berkenaan

dengan masalah ekonomi sosial adalah dalam bidang-bidang
sebagai berikut: *

1. Obat-obatan

Kesehatan dan keluarga berencana

Perumahan

Bencana alam

Transmigrasi

Pertanian

Bentuk-bentuk perusahaan rakyat

Bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil

Perburuhan
. Pendidikan

. Penderita cacat

N AR A Nl

—_ =
o = O

. Orang-orang miskin

—_
(SN

. Orang tua dan pensiunan

Bidang-bidang hukum ekonomi sosial tersebut erat hu-
bungannya dengan pemerataan hasil pembangunan ekonomi
nasional yang berdasarkan Pancasila dan pasal 27 ayat 2 UUD
1945 yang berbunyi, " Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pe-
kerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.’

Pendapat lain disebutkan bahwa hukum ekonomi sosial
yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial mencakup 6 bi-

dang, yaitu:

“Ibid., 36.
SA. Sinarmata, Reformasi Ekonomi Menurut UndangUndang Dasar 1945,

Kajian Ringkas dan Interpretasi Teoritis (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi UI, 1996), 43.

*Isbandi Rukminto, Pemikiran-Pemikiran Pembangunan Kesejahteraan Sosial
(Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002), 130.
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Kesehatan
Pendidikan

. Perumahan
Jaminan Sosial

. Pekerjaan Sosial

O W W

Rekreasional

Dalam upaya melaksanakan amanat UUD RI 1945 pasal
27 ayat 2 guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil
dan merata sesuai dengan tujuan hukum ekonomi sosial,
maka yang menjadi perhatian adalah:
1. Ketetapan Hati.
Pemerintah dan wakil-wakil rakyat senantiasa berkete-
tapan hati meningkatkan taraf kehidupan masyarakat
terutama ekonomi rakyat di daerah-daerah terpencil
yang menggunakan sumberdaya alam setempat, dengan
kekuatan modal sendiri, teknologi tepat guna, dan pasar
terbatas.
2. Kemiskinan.
Kemiskinan mewarnai ekonomi rakyat sejak zaman pen-
jajahan. Meskipun selama era Orde Baru kemiskinan
absolut mulai berkurang, namun kemiskinan relatif me-
ningkat karena perbedaan yang makin besar dalam pe-
ningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok masyara-
kat. Kebijakan dan program-program penanggulangan
kemiskinan yang adil berpihak dan bersasaran pada
kelompok yang paling miskin.
3. Pengangguran.
Penduduk miskin di Indonesia bukanlah penganggur
penuh, tetapi bekerja namun dengan pendapatan ren-
dah. Mereka itulah pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang
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memerlukan dukungan program-program pemberdayaan.
Program-program pemberdayaan yang diprakarsai pe-
merintah dikembangkan menjadi program-program mi-
lik kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang man-
diri, dengan bantuan dana bergulir dari pemerintah,
LSM, atau sumbersumber dana lain.

. Perbankan.

Industri perbankan sebagai lembaga keuangan interme-
diasi yang telah berkembang cepat melalui kebijakan
deregulasi (1983-93), dibenahi sungguh-sungguh agar
tidak memperdaya tetapi benar-benar memberdayakan
ekonomi rakyat. Melalui pengembangan program-program
keuangan mikro, perbankan dikaitkan dengan lembaga-
lembaga keuangan asli masyarakat berdasarkan adat se-
tempat yang sudah lama diterapkan kelompok-kelompok
masyarakat kecil.

. Kebijakan pertanian yang memihak petani.

Program pembangunan yang berhasil meningkatkan pro-
duksi pertanian terutama pangan, patut dipertimbang-
kan untuk kembali dilaksanakan, dengan reformasi
Agraria, pengelolaan sumberdaya alam, dan perbaikan
dasar tukar (term of trade) komoditi-komoditi pertanian,
termasuk komoditi ekspor perkebunan yang dihasilkan
daerah-daerah tertentu di luar Jawa.

. Hubungan Keuangan Pusat Daerah.

Dalam era otonomi daerah diperlukan hubungan keu-
angan yang adil, imbang, dan harmonis, antara pusat
dan daerah. Program-program pembangunan daerah
mengembangkan potensi-potensi ekonomi dari daerah-
daerah yang kaya sumbedaya alam, dengan sekaligus
tidak meninggalkan daerah-daerah yang miskin sumber-
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daya alam namun berpotensi besar dalam sumberdaya
manusia.

7. Pengelolaan Perdagangan Bebas.
Proses meningkatnya perdagangan bebas sebagai konse-
kuensi dan kaitan eratnya dengan globalisasi yang ma-
kin garang mengharuskan Indonesia mengelola secara
hati-hati perdagangan luar negerinya dan meningkatkan
kerjasama ekonomi-perdagangan dalam negeri. Perda-
gangan eksporimpor penting sekali, tetapi yang tidak
kalah penting adalah melancarkan hubungan dagang
antardaerah di Indonesia sendiri dalam rangka negara
kesatuan yang kuat dan utuh. Keterpaduan hubungan
ekonomi-perdagangan antardaerah merupakan kunci
kemampuan dan ketahanan ekonomi nasional.

8. Pendidikan dan Kesehatan.
Bantuan usaha jasa-jasa sosial terutama pendidikan dan
kesehatan oleh pemerintah merupakan hal yang tidak
dipersoalkan lagi. Di Negara belum maju, dua gatra
(aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasili-
tas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi
halangan-halangan untuk berkembang dengan mengu-
rangi keterbelakangan rakyat, menambah mobilitas baik
antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produk-
tifitas dan memberi kesempatan berinovasi. Ini semua
merupakan investasi manusia yang dapat meningkatkan
kuallitas penduduk. 7
Peranan pendidikan ini adalah sangat luas. Maka disa-
rankan supaya diadakan urutan prioritas, yaitu perlua-
san pendidikan di sektor pertanian, pelatihan menyang-
kut pengetahuan teknik pabrik dan latihan di bidang

Trawan dan Suparmoko, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: BPFE-Yog-
yakarta, 1996), 282.
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teknik dan administrasi. Dengan demikian maka dapat
diharapkan bahwa di sektor pertanian bisa berhasil.
Begitu pula terpeliharanya kesehatan juga akan menaik-
kan produktivitas buruh dan efisiensi. Makanan harus
diperbaiki, penyakit-penyakit harus ditumpas, dsb. Hal
ini dapat dilakukan misalnya dengan melakukan pe-
nyuntikan periodic, persediaan perumahan sehat, dsb.
Kesehatan dipandang dari segi guna menaikkan tingkat
pendapatan dapat dilihat dari dua cara, yaitu memper-
baiki kualitas angkatan kerja dan perkembangan jumlah
penduduk yang relativ lebih kecil.

. Fasilitas Pelayanan Umum.

Pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup
dalam perluasan transportasi, komunikasi, tenaga listrik,
air, prasarana-prasarana lain, seperti jalanjalan kereta
api, pelabuhan dan telekomunikasi, karena proyek-proyek
swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana
umum tersebut.

Perbaikan di Bidang Pertanian.

Perbaikan dimaksudkan unutuk menaikkan hasil persa-
tuan luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih ba-
nyak capital guna perbaikan teknik dan efisiensi alat-alat
baru dan land reform. Sedangkang pendidikan teknik
dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa
dengan teknik baru, hasil produksi akan dapat dinaik-
kan dan memberi pengetahuan pada orang-orang yang
diperlukan untuk bekerja dengan metode tersebut.® Ada
lima cara yang harus diperhatikan dalam usaha memaju-
kan pertanian, yaitu:

SIbid., 283-284.
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. Tersedianya pasar output
. Perkembangan teknologi

a
b
c. Tersedia sarana produksi
d. Jaminan harga

e

. Ada transportasi yang memadai’

D. Pengaturan Kesejahteraan Sosial melalui Jaminan Sosial

Jaminan Sosial Nasional adalah program Pemerintah
dan Masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah
perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk da-
pat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya
kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Per-
lindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya
atau berkurangnya pendapatan.

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2.
Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan
25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948),
dimana Indonesia ikut menandatanganinya. Kesadaran
tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus ber-
kembang, seperti terbaca pada Perubahan UUD 45 tahun
2002, Pasal 34 ayat 2, yaitu “Negara mengembangkan Sistem
Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat....”. 1°

Perlindungan jaminan sosial mengenal beberapa pen-
dekatan yang saling melengkapi yang direncanakan dalam
jangka panjang dapat mencakup seluruh rakyat secara berta-
hap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi ma-
syarakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi
sosial atau compulsory social insurance, yang dibiayai dari

°Ibid., 206.
Yasir Arafat, UndangUndang Dasar Republik 1945 & Perubahannya (Ja-
karta: Permata Press,tt), 35.
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kontribusi/ premi yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja
dan atau pemberi kerja. Kontribusi/ premi dimaksud sela-
lu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/ upah yang
dibayarkan oleh pemberi kerja. Pendekatan kedua berupa
bantuan sosial (social assistance) baik dalam bentuk pembe-
rian bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber
pembiayan dari negara danbantuan sosial dan masyarakat
lainnya.

Beberapa negara yang menganut welfare state yang selama
ini memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial
mulai menerapkan asuransi sosial. Utamanya karena jami-
nan melalui bantuan sosial membutuhkan dana yang besar
dan tidak mendorong masyarakat merencanakan kesejahte-
raan bagi dirinya. Disamping itu, dana yang terhimpun dalam
asuransi sosial dapat merupakan tabungan nasional. Secara
keseluruhan adanya jaminan sosial nasional dapat menunjang
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengaturan da-
lam jaminan sosial ditinjau dari jenisnya terdiri dari jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemutusan
hubungan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan santunan
kematian.

Sebenarnya, selama dekade terakhir di Indonesia telah
ada beberapa program jaminan sosial dalam bentuk asuransi
sosial, namun baru mencakup sebagian kecil pekerja di sek-
tor formal. Dari 95 juta angkatan kerja, baru 24,6 juta jiwa
memperoleh jaminan sosial, atau baru 12% dari jumlah pen-
duduk. Sementara di Thailand dan Malaysia masing-masing
mencapai 50% dan 40% dari total penduduk. Krisis ekonomi
yang menyebabkan angka pengangguran melonjak dengan
tajam telah menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi.
Dalam kondisi seperti ini jaminan sosial dapat membantu me-
nanggulangi gejolak sosial.
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Fakta tersebut membuktikan bahwa amanat UUD pasal
27 ayat 2 sebagian besar belum dapat dilaksanakan sehingga
langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya diperlukan,
antara lain dengan menyusun suatu Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN). Menyadari masih terbatasnya jangkauan jami-
nan sosial yang ada dan beberapa kekurangan dalam pengatu-
ran dan penyelenggaraannya, serta betapa pentingnya peran
jaminan sosial dalam pemberian perlindungan utamanya di
saat berkurangnya pendapatan maka dianggap perlu menyusun
Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui penerbitan Undang-
undang yang akan mengatur Substansi, Kelembagaan dan
Mekanisme Sistem Jaminan Sosial yang berlaku secara nasio-
nal. Sistem Jaminan Sosial yang akan dibangun ini haruslah
sifatnya adil dengan tingkat kepercayaan public yang tinggi
dan transparan dalam penyelenggaraannya.
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BAB XVI
ASPEK HUKUM EKONOMI
INTERNASIONAL

A. Pengertian Ekonomi Internasional

Hukum ekonomi internasional merupakan suatu cabang
hukum yang relatif masih baru diajarkan di fakultas-fakultas
hukum, namun perkembangannya sangat cepat seiring dengan
cepatnya transaksi-transaksi internasional. Permasalahan hu-
kum ekonomi internasional muncul ke permukaan sebagai
akibat terjadinya hubungan ekonomi antara suatu negara
dengan negara lainnya sebagai kesatuan ekonomi global.!

Sarjana hukum ekonomi internasional dewasa ini belum
sepakat mengenahi batasan atau definisi mengenai bidang
hukum ini.Hal ini disebabkan karena sangat luasnya ruang
lingkup serta subyek-subyek hukum ekonomi internasional,
meskipun untuk yang terakhir ini sudah diakui bahwa nega-
ralah sebagai subyek hukum ekonomi internasional yang ter-
penting. Permasalahan yang masih mengganjal dalam mem-
pelajari bidang hukum ekonomi internasional ini sedikitnya
ada 3 hal :

1. Belum ada definisi yang dapat di jadikan titik tolak un-
tuk mempunyai lebih lanjut bidang ini.

"Harry Waluya, Ekonomi Internasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 1.
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2. Perkembangan cepat transaksi-transaksi ekonomi telah
mengakibatkan penetapan obyek-obyek bahasan kajian
bidang hukum ekonomi menjadi sulit.

3. Kaidah-kaidah dasar yang menjadi acuan bagi aturan-
aturan hukum ekonomi internasional yang tampak di
tujukan guna mendorong liberalisasi ekonomi dan pasar
terbuka, tampaknya hanya mengakomodir kepentingan
segelintir negara-negara maju saja.

Kajian hukum ekonomi internasional dewasa ini sema-
kin penting. Perkembangan bidang hukum ini mungkin pa-
ling progresif di bandingkan dengan bidang-bidang hukum
lainnya. Peranannya pun sekarang ini bahkan semakin sen-
tral seiring dengan arus globalisasi yang masuk dalam seluruh
bidang kehidupan. Disamping itu, kemajuan teknologi dan
komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak lagi
terkungkung oleh batas-batas Negara.Fenomena-fenomena
regionalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa
ini, seperti ASEAN atau Uni Eropa juga semakin menembus
batas-batas negara. Dengan kata lain, batas-batas negara pada
taraf tertentu menjadi relatif tidak terlalu signifikan.Contoh
nyata adalah tampak pada kecenderungan praktek di antara
negara anggota Uni Eropa dengan menggunakan mata uang
yang sama.

Pengertian secara umum tentang hukum ekonomi inter-
nasional telah berusaha dirumuskan oleh para ahli sebagai
berikut : 2

1. Erler, sarjana Jerman, berpendapat bahwa ada dua pen-
dekatan yang dimungkinkan untuk merumuskan defini-
si hukum ekonomi internasional. Pertama, pendekatan

*Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1998), 4-17.
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yang di dasarkan pada asal hukum (norma) yang menga-
turnya dan kedua mendasarkan kepada obyek dari hu-
kum ekonomi internasional. Beliau menyatakan bahwa
semua kelompok dari kaidah-kaidah hukum mengenai
hubungan-hubungan ekonomi ini hanya dapat di paha-
mi apabila satu sama lain terkait.
. Menurut John H.Jakson, beliau beranggapan bahwa
Hukum ekonomi internasional adalah semua subyek
hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur
ekonomi. Artinya definisi tersebut tidak melihat adanya
kaitan yang khusus antara hukum ekonomi internasio-
nal dengan internasional publik.
. Kecenderungan pendekatan ini juga dipertegas oleh sar-
jana kebangsaan Swiss terkemuka, Ernst-Ulrich Peters-
mann. Menurut beliau, pembahasan hukum ekonomi
internasional hanya dari sudut hukum internasional
tidaklah cukup. Beliau memberikan alasan sebagai be-
rikut :

a. Pertama, hukum ekonomi internasional tidak mudah
atau sulit untuk dipahami tanpa memahami dengan
baik teori ekonomi .

b. Kedua, bahwa proses liberalis dan internasionalisme
sebagaimana sekarang sedang di gembor-gemborkan
disana disini, sebenarnya harus dimulai di dalam
negeri setiap negara. Hal tampak nyata dibidang per-
dagangan dan moneter sebagaimana digariskan oleh
GATT dan anggaran dasar (Articles of agreement) the
Internasional monetary fund (IMF).

c. Ketiga, hukum dan praktek ekonomi internasional
tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan proses
polotik yang membuat atau mengeluarkannya.
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4. Menurut Seldi Hohenveldern, beliau merumuskan
pengertian dalam arti lebih luas bahwa hukum ekonomi
internasioanal adalah aturan-aturan hukum interna-
sional publik yang secara langsung berkaiatan dengan
tukar-menukar ekonomi diantara subyek-subyek hukum
internasional.
5. Menurut Vertoren Van Themaaf, batasan luas yang
dikemukan oleh pelopornya Erier diatas tidak praktis
untuk mempelajari hukum ekonomi internasional. Be-
liau mengakui bahwa hubungan-hubungan ekonomi in-
ternasional dapat pula diatur oleh hukum kontrak dan
norma-norma hukum perdata lainnya. Bahkan diakui
pula bahwa hubungan-hubungan ekonomi internasional
dapat juga diatur oleh hukum nasional pula. Adapun
pendapat hukum ekonomi internasional mencakup pula
peraturan moneter internasional, dan masalah-masalah
pandang internasional pada tingkat pemerintah dengan
pemerintah lainnya (hukum moneter internasional)
6. Pendapat lainnya dikemukakan oleh sarjana Prancis, se-
perti Cerreau, Juilland dan Fiory, menurut mereka bahwa
hukum ekonomi internasional mencakup 5 bidang yaitu:
a. The law of establishment (hukum pendirian badan
hukum)

b. Hukum penanaman (the law of investment)

c. Hukum lembaga ekonomi (the law of economic in-
stitutions)

d. Hukum mengenai hubungan-hubungan ekonomi
(the law of economic relation)

e. Hukum mengenahi integrasi regional (the law of re-
gional economic integration)
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Sifat hukum ekonomi internasional ini adalah juga ca-
bang atau bagian dari hukum internasional publik, maka
ada prinsip atau aturan-aturan hukum internasional publik
yang berlaku terhadap hukum ekonomi internasional. Hal
ini dapat dilihat pada:

1. Prinsip persamaan kedudukan antar negara atau prin-
sip tanggung jawab negara adalah contoh-contoh prinsip
hukum internasional publik yang dapat diterapkan ke
dalam hukum ekonomi internasional.

2. Aturan-aturan hukum ekonomi internasional publik
yang berkaitan dengan hukum ekonomi internasional
yang lahir dari praktek (hukum) kebiasaan internasional
juga dapat diterapkan menjadi aturan hukum ekonomi
internasional.

Beberapa karakteristik dari hukum ekonomi internasio-
nal yang berbeda dengan hukum internasional publik dapat
dilihat pada :

1. Yang pertama dan terpenting adalah bahwa hanya sedi-
kit hukum ekonomi internasional di dasarkan kepada
perjanjian-perjanjian internasional yang hasilkan oleh
organisasi internasional.

2. Perbedaan dalam pendekatan kedua disiplin ilmu ini
seperti halnya dalam mempelajari hukum ekonomi, hu-
kum ekonomi internasional menggunakan pendekatan
inter disiplin dan transnasional.

3. Pendekatan inter disicipline digunakan karena untuk
memahami bidang hukum, ini tidak semata-mata meng-
kajinya dari sudut hukum internasional publik saja (misal-
nya teori-teori ekonomi).
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4. Pendekatan transnasional diperlukan dalam mengkaji
bidang hukum ini, kita perlu menggunakan kaidah-kai-
dah hukum internasional publik, hukum perdata inter-
nasional secara integral.

Cabang-cabang baru hukum ekonomi internasional pun
telah timbul sebagai konskuensi dari perkembangan transaksi-
transaksi ekonomi internasional, seperti :

1. Hukum komersial internasional (international commer-
cial low)

2. Hukum pembangunan ekonomi internasional (interna-
tional Development law)

B. Sejarah dan Perkembangannya
1. Sebelum PD II

Menurut verloren van Themaat, hukum ekonomi
internasional berkembang pada abad ke -12.Klausul-
klausul “most-favoured-nation “ (MFN) treatment dan
“resiprositas” (timbale balik) sudah dikenal sejak abad
pertengahan ini.Klausul MEN pertama yang di dasarkan
pada satu perjanjian di tandatangani oleh inggris dan
burgundy pada tanggal 17 agustus 1417.

Di abad pertengahan ini prinsip-prinsip yang terda-
pat dalam hukum dalam laut di akui pula telah mem-
berikan sumbangan yang penting terhadap cikal bakal
lahirnya hukum ekonomi internasional. Abad ke-19
merupakan abad yang disebut juga sebagai zaman liberal
(liberal age ), abad itu di kenal sebagai kulminasi klausul
“mostfavoured-nation’karena pada zaman ini terjadi “com-
mon commercial law of the great European power “ (Hukum
Komersial Negara-Negara Eropa ).
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Pada tahun 1914 gambarannya telah : campur tangan
negara dalam mengatur hubungan-hubungan ekonomi
yang bersifatnya lintas batas mulai tampak.Pada masa
ini liga bangsa-bangsa menetapkan salah satu syarat dari
badan dunia ini. Dalam pasal 23 (e) piagamnya menyata-
kan perlunya “perlakuan yang adil dalam bidang perda-
gangan bagi semua negara “ bunyi ketentuan-ketentuan
mengenai klalisul MFN ini tercantum pula dalam per-
janjian-perjanjian perdamaian setelah PD -1

. Pasca Perang Dunia II (Bretton Woods Sistem)

Pada waktu berlangsungnya perang dunia ke 2, ne-
gara-negara sekutu khususnya Amerika Serikat dan Ing-
gris telah memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga
ekonomi internasional untuk mencapai tujuan-tujuan
kebijakan perekonomian internasional. Salah satu tuju-
an dari kebijakan itu adalah melanjutkan program yang
telah di mulai sejak tahun 1930-an. Amerika Serikat, an-
tara lain, mengeluarkan the Recirocal Trade Agreements
Act, yakni undang-undang yang menyarakan kewajiban
resiprositas (timbal balik )untuk mengurangan-pengu-
rangan tariff dalam perdagangan.

Negara-negara berkembang telah berupaya memben-
tuk suatu tatanan baru bersama yang dinamakan TEIB
(tata ekonomi Internasional Baru/New Internasional
Ekonomic Order/NIEO), yang akan mengubah bebe-
rapa norma dasar tersebut sesuai dengan pembangunan
dinegara ke 3 yang sangat dibutuhkan oleh negara-nega-
ra yang sedang berkembang.

199



Hukum Ekonomi

3. Pasca Perang Dingin
Perkembangan hukum ekonomi internasional se-
telah berakhirnya perang dingin antara blok timur dan
barat di tandai dengan adanya perubahan-perubahan
politik dan ekonomi yang keduanya saling berkaitan. Pe-
rubahan ini memiliki pengaruh cukup penting terhadap
perkembangan hukum ekonomi internasional.

C. Pengaturan Hukum Ekonomi Internasional di Indo-

nesia

Indonesia mempunyai kedudukan yang strategis di du-
nia ekonomi internasional. Oleh sebab itu arahan menge-
nai ekonomi internasional mempunyai peranan penting
dan sangat relevan, baik dari segi deskriptif-kualitatif, segi
teoritis, maupun dari segi kebijaksanaan. Pengaruh globali-
sasi ekonomi diarahkan agar hanya akan berdampak pada
kebaikan-kebaikan perekonomian di Indonesia.’ Sehingga
masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini te-
lah ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan un-
tuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas
serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional.

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia per-
lu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum.
Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-
undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara.* Cita-
cita hukum nasional merupakan satu hal yang ingin dicapai
dalam pengertian penerapan, perwujudan, dan pelaksanaan
nilai-nilai tertentu di dalam tata kehidupan bernegara dan
bermasyarakat yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan

*Nopirin, Ekonomi Internasional (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999), 2.

*Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Interna-
sional (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 27.
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Undang-Undang Dasar 1945. Khusus dalam bidang ke-

hidupan dan kegiatan ekonomi pada umumnya dan dalam
rangka menyongsong masyarakat global, cita-cita hukum na-
sional sangat membutuhkan kajian dan pengembangan yang
lebih serius agar mampu turut serta dalam tata kehidupan
ekonomi global dengan aman, dalam pengertian tidak meru-
gikan dan dirugikan oleh pihak-pihak lain. °

Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta menga-
komodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan
prinsip efisiensinya merupakan fenomena yang harus segera
ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan an-
tara laju gerak ekonomi yang dinamis dengan mandeknya
perangkat hukum. Di samping itu ahli hukum juga diminta
peranannya dalam konsep pembangunan, yaitu untuk me-
nempatkan hukum sebagai lembaga (agent) modernisasi dan
bahwa hukum dibuat untuk membangun masyarakat (social
engineering).®

Dalam proses harmonisasi hukum, dimana hukum
internasional mempengaruhi hukum nasional, berarti ne-
gara nasional harus membuat aturan-aturan nasional yang
mendorong realisasi kesepakatan guna mencapai tujuan ber-
sama. Sebagai contoh dalam bidang perdagangan internasio-
nal, ketentuan-ketentuan perdagangan internasional dalam
rangka World Trade Organization (WTO) telah mendorong
negara-negara membuat aturan-aturan nasional sebagai
tindak lanjut penerapan ketentuan tersebut dalam suasana
nasional.

>Sobri, Ekonomi Internasional, Teori, masalah, dan Kebijakannya (Yogyakarta:
BPFE dan UII Yogyakarta), 2.
*Sumantoro, Hukum Ekonomi (Jakarta: UT Press, 1986), 330.
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Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan
dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-pe-
raturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan
juga dituangkan ke dalam perundangundangan nasional,
misalnya di dalam hal suratsurat berharga, pasar modal, ke-
jahatan komputer, dan sebagainya. Terutama kaidah-kaidah
hukum yang bersifat transnasional lebih cepat akan dapat
diterima sebagai hukum nasional, karena kaedah-kaedah hu-
kum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam
komunikasi dan perekonomian internasional dan global.”
Akibatnya semakin memasuki abad XXI, semakin hukum
nasional Indonesia akan memperlihatkan sifat yang lebih
transnasional, sehingga perbedaan-perbedaan dengan sistem
hukum lain akan semakin berkurang.

Realita ini menempatkan Indonesia untuk benar-benar
dan bersungguh-sungguh “mengikuti dan mengembangkan”
hukum ekonomi internasional, terutama dalam pelaksana-
annya atau penegakkan hukumnya, dimana semua penegak
hukum dan pelaku hukum dalam lintas bisnis nasional dan
internasional. Hal ini berarti kekeliruan dalam pengelola-
annya akan berakibat dirugikannya Indonesia dalam perda-
gangan internasional atau perdagangan bebas, bahkan dam-
paknya tidak hanya menyangkut para pihak dalam perjanjian
bisnis internasional, melainkan juga rakyat Indonesia secara
keseluruhan.

Menjawab dan mengantisipasi dampak perdagangan in-
ternasional abad XXI, tidak ada jalan lain kecuali harus me-
nempatkan “Manajemen Penegakkan Hukum Bisnis Interna-
sional” sebagai misi strategis dalam mewujudkan ketahanan
ekonomi nasional di tengah globalisasi ekonomi yang sudah

"Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional

(Bandung: Alumni, 1991), 74.
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dan sedang berlangsung akhir-akhir ini. Semakin baik dalam
suatu negara hukum itu berfungsi, maka semakin tinggi ting-
kat kepastian hukum nyata. Sebaliknya, bila suatu negara ti-
dak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom,
maka semakin kecil pula tingkat kepastian hukumnya.

Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan eko-
nomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersen-
tuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib
satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara
dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan du-
nia, baik di bidang barang-barang (trade in goods), maupun
di bidang jasa (trade in services). Saling keterkaitan ini me-
merlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang
berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan
internasional adalah aturan main yang berkembang dalam
sistem GATT/WTO.

Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi
hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade
Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok
ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA,
AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi
dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi
global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan
baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasama ekonomi re-
gional berarti mengembangkan institusi yang demokratis,
memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sis-
tim hukum.®

8A. Prasentyantoko, Arsitektur baru Ekonomi Global, Belajar Dari keruntu-
han Ekonomi Asia Tenggara (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), 95.
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D. Kaidah-Kaidah Dasar (Fundamental) Hukum Ekono-
mi Internasional
Kaidah-kaidah atau aturan-aturan dasar yang yang me-
landasai hukum ekonomi internasional, adalah :°

1. Kaidah Dasar Minimum (Minimum Standards)
Kaidah dasar minimum ini merupakan kaidah utama da-
lam hukum ekonomi internasional. Kaidah ini selayaknya
mendapat tempat utama karena kaidah inilah yang men-
jadi satu-satunya kaidah yang telah berkembang menjadi
suatu aturan hukum kebiasaan internasional umum (ge-
neral international costomary law)

2. Kaidah Dasar Mengenai Perlakuan sama (Identical Treat-
ment).
Kaidah ini pun ada sejak dahulu kala. Berdasarkan prin-
sip ini, dua raja sepakat untuk secara timbal balik mem-
berikan para pedagang mereka perlakuan yang sama
(identik). Apabila suatu raja A, misalnya,mengenakan
pajak masuk sebesar 5% bagi pengusaha dari B, maka
raja B pun akan mengenakan pajak sebesar 5% terhadap
pengusaha dari A yang hendak berdagang di B.

3. Kaidah Dasar Mengenai Perlakuan Nasional (National
Treatment)
Kaidah perlakuan nasional atau acapkali disebut juga se-
bagai klausul perlakuan nasional merupakan salah satu
pengejawantahan dari prinsip non_diskriminasi.Klausul
ini ditemukan dalam berbagai perjanjian termasuk da-
lam GATT dan perjanjian-perjanjian persahabatan, per-
dagangan dan navigasi.

°Adolf, Hukum, 27.
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4. Kaidah Dasar Mengenahi Klausul Atau Kewajiban Most
Favoured-Nation (MFN).
Kewajiban atau disebutjuga klausul most-favoured-nation
(MFN) inin acapkali disebut juga sebagai kaidah sentral
yang tersurat dalam the Bretton Woods Sistem. Klausul
ini terdapat pula dalam GATT (khususnya mengenahi
perdagangan barang) dan juga dalam perjanjian-perjan-
jian internasional lainnya yang sifatnya umum, seperti
misalnya Anggaran Dasar (Articles Of Agreement) IMF.
Cukup banyak juga perjanjian bilateral mengenahi per-
sehabatan, perdagangan dan navigasi mengandung ke-
tentuan-ketentuan serupa.

5. Kaidah Dasar Mengenahi Menahan Diri Untuk Tidak
Meragukan Negara Lain.
Kaidah dasar hukum ekonomi internasional lain yang
sifatnya tambahan adalah kewajiban menahan diri un-
tuk merugikan negra lain.Dalam perjanjian-perjanjian
internasional mengenai masalah-masalah ekonomi telah
mengakui adanya suatu kewajiban kepada negara-negara
untuk tidak menimbulkan beban-beban ekonomi kepa-
da negara lain karena adanya kebijakan-kebijakan eko-
nomi domestic negara yang bersangkuatan.

6. Kaidah Dasar Tindakan Pengaman / Klausul Penyelamat
(Safeguards and Escape Clause ).
Masyarakat internasional umumnya mengakui bahwa
aturan-atuaran dalam perjanjian-perjanjian internasio-
nal mengenai hubungan-hubungan ekonomi kadangkala
dirasakan terlalu membebaninegar-negara. Sehingga jika
negara ini harus menerapkannya, maka dikhawatirkan
akan menimbulkan dampak negatif terhadap perekono-
mian negerinya. Ini pada akhirnya akan berakibat pera-
turan-peraturan tersebut menjadi tidak berfungsi.

205



Hukum Ekonomi

7. Kaidah Dasar Mengenahi Preferensi Negara Sedang Ber-
kembang.
Kaidah dasar mengenai preferensi negara sedang ber-
kembang maksudnya adalah kaidah yang mensyaratkan
perlunya suatu kelonggoran-kelonggoran atas aturan-
aturan hukum (atau kaidah dasar) bagi negara-neagara
sedang berkembang.Artinya negara-negara ini perlu
mendapat perlakuan khusus manakala negara-negara
maju berhubuingan dengan mereka.Perlakuan khusus
ini misalnya berupa pengurangan bea masuk produk-
produk mereka dalam pasar negara maju.

8. Kaidah Dasar Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara
Damai.
Kaidah dasar ini diperkenalkan oleh Prof. John H. Jack-
son. Beliau sendiri sebenarnya masih ragu-ragu apakah
kaidah ini merupakan suatu kaidah fundamental. Namun
dilihat dari praktek perdagangan dapat tersimpulkan
adanya keseragaman pencantum klausul-klausul ini da-
lam perjanjian-perjanjian internasional.
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